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1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]  
 

Baik, kita mulai.  
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, 

salam sejahtera bagi kita semua. Sidang dalam Perkara Nomor 11, 105, 
46, 26, dan 92 PHPU Bupati dan Wali Kota Tahun 2025 dengan ini 
dibuka dan terbuka untuk umum.  

 
 

 
 

Saya cek kehadirannya. Yang pertama adalah Termohon 
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.  

 
2. TERMOHON: STANLY E KAKUNSI [00:42] 

 
Hadirin, Yang Mulia.  
 

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:43]  
 

Baik. Kemudian Bolaang Mongondow Timur.  
 

4. TERMOHON: ADCHILNI ABUKASIM [00:48] 
 
Hadir, Yang Mulia.  
 

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:49]  
 

Baik. Kemudian Bolaang Mongondow.  
 

6. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF SUHERMAN [00:55] 
 
Hadir, Yang Mulia.  
 

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:56]  
 

Baik. Kemudian Kota Manado.  
 

8. KUASA HUKUM TERMOHON: FRENKIE SON LAKU [00:59] 
 
Hadir, Yang Mulia.  
 

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.05 WIB 

KETUK PALU 3X 
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9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:00]  
 

Baik. Yang terakhir, Kabupaten Minahasa.  
 

10. KUASA HUKUM TERMOHON: MAKRIFAT PUTRA [01:05] 
 
Hadir, Yang Mulia.  
 

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06]  
 

Di mana? Oke, baik. Berikutnya Pihak Terkait Perkara 11.  
 

12. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
11/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAFRIZAL WALAHE [01:15] 

 
Hadir, Yang Mulia.  
 

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16]  
 

Baik, 105.  
 

14. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
105/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS 
[01:18] 

 
Hadir, Yang Mulia.  
 

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19]  
 

46.  
 

16. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
46/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRFAN PAKAYA [01:21] 

 
Hadir, Yang Mulia.  
 

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22]  
 

26.  
 

18. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
26/PHPU.WAKO-XXIII/2025: STEIVEN BERNADINO ZEEKEON 
[01:23] 

 
Hadir, Yang Mulia.  
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19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25]  
 
Baik, 92.  
 

20. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
92/PHPU.BUP-XXIII/2025: RANGGA TRIANGGARA 
PAONGANAN [01:27] 
 

Hadir, Yang Mulia.  
 

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28]  
 

Baik. Sekarang Bawaslu.  
Bawaslu Bolaang Mongondow Selatan.  
 

22. BAWASLU: RUSLAN PULUMODUYO [01:34] 
 

Hadir, Yang Mulia.  
 

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35]  
 

Bawaslu Bolaang Mongondow Timur.  
 

24. BAWASLU: TRISNO MAIS [01:39] 
 

Hadir, Yang Mulia.  
 

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:40]  
 

Kemudian Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow.  
 

26. BAWASLU: RADIKAL MOKODOMPIT [01:43] 
 

Hadir, Yang Mulia.  
 

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45]  
 

Bawaslu Kota Manado.  
 

28. BAWASLU: BRILLIANT JOHANES MAENGKO [01:47] 
 

Hadir, Yang Mulia.  
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29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:48]  
 

Terakhir, Bawaslu Kabupaten Minahasa.  
 

30. BAWASLU: DONNY RONALD LUMINGAS [01:51] 
 

Hadir, Yang Mulia.  
 

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52]  
 

Baik. Sekarang Pemohon.  
Pemohon 11.  

 
32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 11/PHPU.BUP-

XXIII/2025: FANLY KATILI [01:58] 
 

Izin, hadir, Yang Mulia.  
 

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:00]  
 

Ya. Pemohon 105. 
 

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RISKY DEWI AMBARWATI [02:04] 
 

Hadir, Yang Mulia.  
 

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05]  
 

Ya. Pemohon 46.  
 

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 46/PHPU.BUP-
XXIII/2025: SEPTIADI MAULIDIN [02:04] 
 

Izin, Hadir, Yang Mulia.  
 

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10]  
 

Pemohon 26.  
 

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 26/PHPU.WAKO-
XXIII/2025: SONNY E. UDJAILI [02:12] 
 

Hadir, Yang Mulia.  
 



5 
 

 
 

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:13]  
 

Terakhir, Pemohon 92.  
 

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 92/PHPU.BUP-
XXIII/2025: JULIANA PANJAITAN [02:15] 
 

Hadir, Yang Mulia.  
 

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16]  
 

Ya, itu nyalanya sejak awal kok sudah dinyalain? Ya, agenda pagi 
hari ini adalah Mendengarkan Jawaban Termohon, kemudian dilanjutkan 
dengan Keterangan Pihak Terkait, dan yang terakhir Keterangan 
Bawaslu, ya. Semuanya disampaikan secara singkat pokok-pokoknya. 
Yang tidak dibacakan dianggap telah dibacakan. Nanti sambil kita pandu 
bertiga supaya efektif, efisien, dan mengena sasarannya apa yang harus 
kita cari dalam rangka memutus secara berkeadilan.  

Silakan untuk Termohon Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. 
Silakan terlebih dahulu.  

 
42. TERMOHON: STANLY E KAKUNSI [03:16] 

 
Ya, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.  
 

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:19]  
 

Waalaikumsalam.  
 

44. TERMOHON: STANLY E KAKUNSI [03:20] 
 

Salam sejahtera buat kita semua. Yang Mulia, kami dari Prinsipal 
akan membacakan, karena lawyer kami masih di jalan.  

 
45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:30]  

 
Oh, oke. Nanti dipotong lawyernya itu, kok, enggak disiplin itu.  
 

46. TERMOHON: STANLY E KAKUNSI [03:42] 
 

Terkait dengan Jawaban Termohon, Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan atas Perkara Nomor 11. Yang 
pertama, soal Kewenangan Mahkamah.  
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47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:51]  
 

Ya, yang pertama … eh, ada Eksepsi apa enggak?  
 

48. TERMOHON: STANLY E KAKUNSI [03:55] 
 

Ya.  
 

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:56]  
 

Ada Eksepsi, ya?  
 

50. TERMOHON: STANLY E KAKUNSI [03:57] 
 

Ya, Yang Mulia.  
 

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:59]  
 

Apa yang dieksepsi, mengenai kewenangan?  
 

52. TERMOHON: STANLY E KAKUNSI [04:02]  
 

Ya, kewenangan. 
 

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:00]  
 

Kewenangannya bagaimana? Tidak ada kewenangan?  
 

54. TERMOHON: STANLY E KAKUNSI [04:07]  
 

Tidak ada kewenangan untuk (…)  
 

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:08]  
 

Kenapa tidak ada kewenangan? Karena yang dipersoalkan bukan 
perselisihan angka-angka? 

 
56. TERMOHON: STANLY E KAKUNSI [04:12]  

 
Perselisihan hasil, ya, Yang Mulia.  
 

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:16]  
 

Oke. Terus apa lagi Eksepsinya? Ini kan kunci-kuncinya, Legal 
Standing, tenggang waktunya masuk apa enggak?  
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58. TERMOHON: STANLY E KAKUNSI [04:34]  
 

Ya. 
59. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:35]  

 
Tenggang waktu enggak di Eksepsi, karena (…) 
 

60. TERMOHON: STANLY E KAKUNSI [04:36]  
 

Di Eksepsi nanti, Yang Mulia. Yang (…) 
 

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:38]  
 

Tenggang waktu di Eksepsi?  
 

62. TERMOHON: STANLY E KAKUNSI [04:39]  
 

Ya.  
 

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:39]  
 

Apa tenggang waktunya? Apakah tenggang waktunya memenuhi 
tenggang waktu? Tidak melewati tenggang waktu atau melewati?  

 
64. TERMOHON: STANLY E KAKUNSI [04:50]  

 
Ya, kalau yang kita Eksepsi itu melewati, Yang Mulia.  
 

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:54]  
 

Melewati? Enggak, kan? Tidak ada, toh?  
 

66. TERMOHON: STANLY E KAKUNSI [04:57]  
 

Ya.  
 

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:59]  
 

Ha? Pengajuan Permohonan Pemohon itu melewati tenggang 
waktu atau tidak? Ada di Eksepsi enggak?  

 
68. TERMOHON: STANLY E KAKUNSI [05:10]  

 
Ya.  
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69. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:11]  
 

Ya, ini repotnya kalau yang … enggak yang nyusun tapi Prinsipal 
itu kadang-kadang begitu, dimaklumi. Makanya nanti dipotong, ya? 
Jangan diberikan sepenuhnya itu. Menyusahkan Prinsipal malah, gitu. 
Gimana? Ini perhitungan yang lalu, Pemohon mengatakan, “Dia masuk 
tenggang waktu.”  

Nah, sekarang menurut Termohon itu melewati atau tidak? Ada 
enggak di situ? Dicari enggak ketemu sampai besok sore.  

 
70. TERMOHON: STANLY E KAKUNSI [06:04]  

 
Ya, untuk tenggang waktu terkait dengan pengumuman 

penetapan hasil, dilakukan tanggal … Minggu, tanggal 1 Desember, 
pukul 18.00 dan Pemohon mengajukan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 
4 Desember, pukul 21.56 WIBB dan telah mendapatkan Akta Pengajuan 
Permohonan. Dan selanjutnya, Pemohon mengajukan perbaikan 
Pemohon pada tanggal … hari Senin, 9 Desember, pukul 14.43.03 waktu 
perbaikan Pemohon.  
 

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:50]  
 

Ya. Kesimpulannya?  
 

72. TERMOHON: STANLY E KAKUNSI [06:55]  
 

Ya, kesimpulannya. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas 
menurut Termohon, Pemohon dan … permohonan dan permohonan 
perbaikan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu pengajuan 
permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundangan dan sudah 
sepertinya Majelis Hakim Konstitusi memeriksa perkara a quo, menolak 
permohonan dan perbaikan permohonan  

 
73. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:13]  

 
Oke. Sudah melewati, ya. Oke. Terus apalagi yang dieksepsi?  
 

74. TERMOHON: STANLY E KAKUNSI [07:21]  
 

Soal Legal Standing, Yang Mulia.  
 

75. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:22]  
 

Legal Standing-nya. Gimana Legal Standing-nya, tidak memenuhi 
158?  
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76. TERMOHON: STANLY E KAKUNSI [07:28]  
 

Ya, karena sudah melewati 2%.  
 

77. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:30]  
 

Ambang batas?  
 

78. TERMOHON: STANLY E KAKUNSI [07:31]  
 

Ambang batas.  
 

79. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:31]  
 

Mestinya hanya 15 … anu, mestinya hanya 2%.  
 

80. TERMOHON: STANLY E KAKUNSI [07:34]  
 

2%. 
 

81. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:35]  
 

Tapi itu berapa?  
 

82. TERMOHON: STANLY E KAKUNSI [07:36]  
 

Itu sudah 38%.  
 

83. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:37]  
 

38%. Jadi melebihi banyak sekali, ya. Baik, ada lagi yang di 
Eksepsi? Permohonan kabur?  

 
84. TERMOHON: STANLY E KAKUNSI [07:47]  

 
Ya, obscure libel.  
 

85. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:49]  
 

Oke, permohonan kabur.  
 

86. TERMOHON: STANLY E KAKUNSI [07:51]  
 

Kami izin baca, Yang Mulia.  
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87. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:52]  
 

Silakan. 
 

88. TERMOHON: STANLY E KAKUNSI [07:53]  
 

Bahwa menurut Termohon, setelah membaca, mencermati, dan 
mempelajari seluruh dalil Pemohon, ternyata Termohon secara jelas dan 
nyata tidak ada satu pun dalil yang menguraikan tentang adanya 
perselisihan hasil yang mengakibatkan terjadi perbedaan perhitungan 
suara. Namun, keseluruhan dalil yang disampaikan Pemohon dalam 
Positanya mempersoalkan … perso … permasalahan hukum pada 
tingkatan … tingkatan tahapan penyelenggaran Pemilihan Bupati dan 
Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan.  

Kedua. Menurut Termohon, Pemohon tidak menguraikan lokus 
permasalahan secara detail. Dikarenakan dalam Permohonan Pemohon 
pada poin 4 Pokok Permohonan Pemohon, didalilkan terdapat beberapa 
lokus yang diduga terdapat permasalahan dalam Permohonan Pemohon. 
Namun, Pemohon tidak secara jelas menjelaskan di TPS mana saja yang 
menjadi permasalahan dan seberapa banyak jumlah surat suara yang 
dipersoalkan pada TPS.  

 
89. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:49]  

 
Ya, yang lain dianggap dibacakan.  
 

90. TERMOHON: STANLY E KAKUNSI [08:51]  
 
Ya, dibacakan. 
 

91. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:51]  
 
Jadi intinya, adalah kesimpulannya Permohonan adalah kabur, ya?  
 

92. TERMOHON: STANLY E KAKUNSI [08:56]  
 
Kabur. Ya, Yang Mulia.  
 

93. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:57]  
 
Terus, sekarang masuk ke pokok. Dalil-dalil pokok dijawab di situ?  
 

94. TERMOHON: STANLY E KAKUNSI [09:03]  
 
Ya. 
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95. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:04]  
 
Dia mendalilkan TSM. TSM-nya ada kecurangan ASN, keteribatan 

oknum KPPS, terus apalagi? Silakan.  
Pada pokoknya, Pokok Permohonan apa yang di … dibantah? 

Intinya apa, membantah seluruh dalil-dalil Permohonan?  
 

96. TERMOHON: STANLY E KAKUNSI [09:26]  
 
Ya, Yang Mulia. 
 

97. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:27]  
 
Oke. Membantah seluruh dalil-dalil (…) 
 

98. TERMOHON: STANLY E KAKUNSI [09:30]  
 
Betul.  

 
99. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:30]  

 
Permohonan, ditolak, ya. Karena apa dasarnya? Tidak ada 

kecurangan yang dilakukan ASN?  
 

100. TERMOHON: STANLY E KAKUNSI [09:41]  
 
Ya. Betul, Yang Mulia. 

 
101. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:43]  

 
Tidak ada keterlibatan oknum KPPS, betul? 
 

102. TERMOHON: STANLY E KAKUNSI [09:45]  
 
KPPS. Ya, benar, Yang Mulia. 

 
103. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:46]  

 
Terus apalagi?  
 

104. TERMOHON: STANLY E KAKUNSI [09:50]  
 
Kemudian terkait dengan dugaan money politics.  
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105. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:54]  
 
Ya, tidak ada money politics?  
 

106. TERMOHON: STANLY E KAKUNSI [09:55]  
 
Tidak ada. 
 

107. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:55]  
 
Tidak ada. Nanti Bawaslu, ya (…) 
 

108. TERMOHON: STANLY E KAKUNSI [09:58]  
 
Ya.  
 

109. KETUA: ARIEF HIDAYAT [09:58]  
 

Merespons itu. Terus apalagi yang tidak?  
 

110. TERMOHON: STANLY E KAKUNSI [10:03]  
 
Kecurangan yang diduga dilakukan Aparatur Sipil Negara atau 

ASN.  
 

111. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:07]  
 
Juga tidak, ya? 
 

112. TERMOHON: STANLY E KAKUNSI [10:08] 
 
Juga tidak ada, Yang Mulia. 
 

113.   KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:09]  
 
Oke, terus apalagi? Sudah dalil-dalilnya sudah dijawab semua, ya?  
 

114. TERMOHON: STANLY E KAKUNSI [10:15] 
 
Ya, Yang Mulia. 
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115. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:16] 
 
Ya. Jadi intinya, kesimpulannya adalah seluruh dalil-dalil 

Permohonan tidak beralasan menurut hukum. Jadi tidak benar, 
semuanya ditolak, gitu, ya? 

 
116. TERMOHON: STANLY E KAKUNSI [10:28] 

 
Ya, Yang Mulia. 

 
117. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:29] 

 
Ya, sekarang Petitumnya, dibaca.  
 

118. TERMOHON: STANLY E KAKUNSI [10:30] 
 
Ya.  
Dalam Eksepsi.  
1. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon 

memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan 
putusan sebagai berikut.  

Dalam Eksepsi.  
1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.  
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk 

seluruhnya. 
Dalam Pokok Perkara.  
1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.  
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 560 Tahun 
2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil 
Bupati, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2024, 
tanggal 1 Desember 2024.  

3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk wakil … untuk 
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow 
Selatan Tahun 2024 sebagai berikut.  
1) Pasangan Nomor Urut 1 atas nama Arsalan Makalalag, 

S.Pd., M.M., dan Dra. Hartina S. Badu, mendapat suara 
sah=14.105.  

2) Untuk Pasangan Nomor Urut 2 atas nama H. Iskandar 
Kamaru, S.Pt., M.Si., dan Deddy Abdul Hamid, memperoleh 
suara sah=33.356.  

Total suara sah=47.461.  
Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah 

Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.  
Terima kasih, Yang Mulia.  
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119. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:56] 
 
 Baik, terima kasih. Prinsipal Bawaslu … oh, KPU 
Kabupaten Bolaang Mongondow  Selatan. 

Sekarang Pihak Terkait, atas nama Iskandar Kamaru dan Deddy 
Abdul Hamid. Silakan.  

Sama, pokok-pokoknya? 
 

120. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
11/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAFRIZAL WALAHE [12:14]  
 

Terima kasih, Yang Mulia. 
 

121. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:16] 
 
 Ya. 
 

122. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
11/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAFRIZAL WALAHE [12:16]  
 

Assalamualaikum wr.wb. 
 

123. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:19] 
 

Waalaikumsalam. 
 

124. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
11/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAFRIZAL WALAHE [12:22]  
 

Yang terhormat Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. 
Kami dari Kuasa Hukum Pihak Terkait, Badan Bantuan Hukum Advokasi 
Rakyat PDI Perjuangan mewakili Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. 
Iskandar Kamaru dan Deddy Abdul Hamid. Dalam hal ini diwakili oleh 
saya sendiri Safrizal Walahe, S.H., M.H., dengan Rekan Jellij 
Dondokambey, S.H., dan seterusnya, mohon dianggap dibacakan, Yang 
Mulia. 

 
125. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:52] 

 
 Ya.  
 

126. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
11/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAFRIZAL WALAHE [12:56]  
 

Dalam Eksepsi langsung, Yang Mulia. (...) 
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127. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:57] 
 

Ya. Dalam Eksepsi gimana, apa yang dieksepsi? 
 

128. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
11/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAFRIZAL WALAHE [13:01]  
 

Ya. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa pada pokoknya, 
Mahkmah Konstitusi tidak berwenang. 

 
129. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:06] 

 
 Oke, terus apalagi? 
 

130. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
11/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAFRIZAL WALAHE [13:07]  
 

Memeriksa, mengadil, dan memutus perkara a quo (...) 
 

131. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:09] 
 
 Ya, dianggap dibacakan. 
 

132. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
11/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAFRIZAL WALAHE [13:10]  
 

Ya, dianggap dibacakan, Yang Mulia.  
 

133. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:11] 
 
 Terus. 
 

134. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
11/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAFRIZAL WALAHE [13:12]  
 

Sebagaimana, yang diatur pada Pasal 156, Pasal 157 (...) 
 

135. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:14] 
 

Ya, itu dianggap dibacakan resumenya. 
 

136. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
11/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAFRIZAL WALAHE [13:16]  
 

Ya, baik. Yang Mulia. 
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137. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:17] 
 
 Terus. 
 

138. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
11/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAFRIZAL WALAHE [13:17]  
 

Yang pada pokoknya, menyatakan bahwa Pemohon seharusnya 
memuat uraian menjelas mengenai kesalahan hasil (...) 

 
139. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:23] 

 
Ya, itu semuanya sudah dianggap dibacakan, jadi tidak ada 

kewenangan. Terus yang kedua? (...) 
 

140. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
11/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAFRIZAL WALAHE [13:28]  
 

Kedudukan pemo ... hukum Pemohon, Yang Mulia, Legal 
Standing. 

 
141. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:30] 

 
Untuk tenggang waktu, enggak, ya? 
 

142. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
11/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAFRIZAL WALAHE [13:32]  
 
 Tenggang waktu, ya. 
 

143. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:33] 
 

Tidak ada, ya? 
 

144. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
11/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAFRIZAL WALAHE [13:34] 
 
 Tidak ada, Yang Mulia. 
 

145. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:35] 
 

LS. Sekarang Legal Standing-nya enggak punya? 
 
 



17 
 

 
 

146. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
11/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAFRIZAL WALAHE [13:37] 
 
 Ya. 
 

147. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:38] 
 

Kenapa enggak punya? 
 

148. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
11/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAFRIZAL WALAHE [13:39]  
 

Ya. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak 
Terkait melewati ambang batas. 

 
149. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:43] 

 
Melewati 158 (...) 
 

150. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
11/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAFRIZAL WALAHE [13:44]  
 

Ya. 158, Yang Mulia. Dan seterusnya (...) 
 

151. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:46] 
 

Berapa persen hitungannya? 
 

152. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
11/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAFRIZAL WALAHE [13:48]  
 

2%, Yang Mulia. 
 

153. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:49] 
 

Terus, dia perolehan suaranya? 
 

154. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
11/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAFRIZAL WALAHE [13:51]  
 

Perolehan suaranya kalau di ... dia, jika dikonversikan ke 
persentase=40,56%. 
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155. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:57] 
 

Oh. Lebih banyak, ini? 
 

156. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
11/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAFRIZAL WALAHE [13:58]  
 

Ya. Lebih banyak, Yang Mulia (...) 
 

157. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:59] 
 

Dari mana? Tadi sama dengan pe ... anu ... Prinsipal, enggak? 
Terma ... enggak? 

 
158. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 

11/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAFRIZAL WALAHE [14:03]  
 

Beda, Yang Mulia. 
 

159. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:05] 
 

Kok, bisa beda? 
 

160. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
11/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAFRIZAL WALAHE [14:06]  
 

Pasangan Calon Nomor Urut 1, izin menjelaskan, Yang Mulia. 
 

161. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:09] 
 
 Ya. 
 

162. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
11/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAFRIZAL WALAHE [14:09]  
 

Di dup … mendapatkan suara=14.105, itu 29,71%. 
 

163. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:16] 
 
 Ya. 
 

164. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
11/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAFRIZAL WALAHE [14:16]  
 

Pasangan Nomor Urut 2=33.396 (70,28%.) 
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165. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:22] 
 

Ya, nanti kita Mahkamah menghitung sendiri. 
 

166. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
11/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAFRIZAL WALAHE [14:24]  
 

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. 
 

167. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:25] 
 

Yang benar berapa nantinya. Terus? 
 

168. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
11/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAFRIZAL WALAHE [14:28]  
 

Izin menjel ... dilanjutkan, Yang Mulia. 
 

169. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:29] 
 
 Ya. 
 

170. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
11/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAFRIZAL WALAHE [14:29]  
 

Permohonan Pemohon tidak jelas. 
 

171. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:32] 
 
Kabur? 
 

172. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
11/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAFRIZAL WALAHE [14:32]  
 

Kabur, Yang Mulia. 
 

173. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:33] 
 
 Ya. 
 

174. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
11/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAFRIZAL WALAHE [14:33]  
 

Yang pada pokoknya menyatakan (...)  
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175. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:33] 
 
 Kaburnya kenapa? 
 

176. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
11/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAFRIZAL WALAHE [14:33] 
 

Bahwa terkait dengan dalil terjadinya pelanggaran yang bersifat 
TSM, jika benar telah terjadi pelanggaran sebagaimana dalil Pemohon 
dalam Permohonannya, maka Pemohon wajib menyebutkan secara pasti 
berapa jumlah suara Pemohon yang hilang. Sebagai akibat dari 
pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon. 

Selanjutnya, pada Posita Permo ... Permohonan Pemohon tidak 
berkesesuaian dengan Petitum (...) 
 

177. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:55] 
 
 Oke. 
 

178. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
11/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAFRIZAL WALAHE [14:55] 
 

Yang dimohonkan. Dan seterusnya, Yang Mulia, dianggap 
dibacakan. 
 

179. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:59] 
 

Ya. 
 

180. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
11/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAFRIZAL WALAHE [15:00]  
 

Dalam Pokok Permohonan. 
 

181. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:02] 
 

Langsung Pokok Permohonan. 
 

182. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
11/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAFRIZAL WALAHE [15:03]  
 

Ya. 
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183. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:03] 
 

Terus? 
 

184. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
11/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAFRIZAL WALAHE [15:04]  
 

Bahwa terhadap dalil-dalil dalam Permohonan yang dikemukakan 
oleh Pemohon, Pihak Terkait secara tegas menolak dalil-dalil Pemohon 
sebagai berikut.  

Yang inti-intinya saja, Yang Mulia. 
 

185. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:13] 
 
Ya. 
 

186. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
11/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAFRIZAL WALAHE [15:14]  
 

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Kepala Dinas Pendidikan 
Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan melakukan politik uang di TPS 1 
Desa Kombot, Kecamatan Pinolosian, pada hari pencoblosan adalah tidak 
benar, dan tidak berdasarkan pada bukti. Akan tetapi, hanya asumsi 
yang diperoleh dari sumber yang tidak jelas kebenarannya. Bahwa pada 
bukti yang diajukan Pemohon, sebagai te ...  Pihak Terkait melakukan 
inzage. Terhadap bukti Permohonan yang diborek ... diberi kode Bukti P-
4, berupa rekaman video, sama sekali tidak memperlihatkan keberadaan 
Kadis Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang 
membagi-bagikan uang. 

Selanjutnya. Pada pokoknya dalam video tersebut, ada mobil yang 
disorot oleh … di video, tapi itu adalah mobil yang berplat hitam, bukan 
mobil yang berplat merah milik Instansi Pemerintah Kabupaten Bolaang 
Mongondow Selatan. 

Selanjutnya, pada Pok ... Pokok Permohonan. Bahwa terhadap 
dalil Pemohon dalam Posita halaman 6 angka 2, yang pada pokoknya 
menyebutkan kepala sekolah membagikan bantuan perlengkapan anak 
sekolah berupa buku, seragam, sepatu, dan tas sekolah, yang 
bergambarkan Calon Kepala Daerah Nomor Urut 2 pada masa tenang, 
adalah tidak benar.  

Se … karena setelah Pihak Terkait melakukan inzage terhadap 
bukti Pemohon yang diberi kode Bukti P-9, ditemukan bahwa tas yang 
dibagikan dalam keterangan alat bukti pun hanya berjumlah satu buah, 
dan tas tersebut tidak memuat gambar pasangan calon yang ada nomor 
urutnya, atau adanya ajakan memilih, atau memuat setidak-tidaknya 
gambar partai pengusung.  
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Selanjutnya laporan tersebut di atas juga dilaporkan ke Bawaslu 
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dan pada pokoknya tidak 
ditindaklajuti dengan alasan tidak terbukti sebagai dugaan pelenggaran 
tindak pidana pemilihan. Dan kemudian berdasarkan uraian tersebut di 
atas … tidak … Pemohon juga tidak menjelaskan hubungan antara 
pemberian bantuan perlengkapan anak sekolah dengan perolehan suara 
masing-masing pasangan calon. Sebab pencoblosan itu dilakukan secara 
rahasia. 
 

187. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:04]  
 

Ya.  
 

188. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
11/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAFRIZAL WALAHE [17:04]  
 

Selanjutnya pada Pokok Permohonan.  
Bahwa perlu diketahui juga oleh Pemohon kecurangan juga itu 

dilakukan oleh para kepala desa, yang secara terbuka mendukung 
Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 1, masing-masing bernama Albert 
Tontotli, Bobi Nupulo, Ramlin Djauhari, Sirjon Katili, Ronal Saini, Syamsul 
Hasan yang pada pokoknya dilaporkan di Bawaslu Kabupaten Bolaang 
Mongondow Selatan dan ditetapkan sebagai tersangka di Gakkumdu, 
namun dihentikan penyidikannya karena kedaluwarsa. 
 

189. KETUA: ARIEF HIDAYAT [17:35]  
 

Oke.  
 

190. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
11/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAFRIZAL WALAHE [17:36]  
 

Selanjutnya yang paling terakhir, Yang Mulia, pada Pokok 
Permohonan. Pernyataan dukungan dari LO Pemohon Pasangan Calon 
Nomor Urut 1 atau saksi yang menandatangani Berita … B.Pleno 
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten 
Bolaang Mongondow Selatan, di Gedung Grand Fajar di Desa Soguo, 
Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Yang 
pada pokoknya tidak ada keberatan dari Pemohon Pasangan Calon 
Nomor Urut 1, dan pada video sebagai Bukti PT-13 yang Pihak Terkait 
ajukan, pada pokoknya saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 
menyatakan, “Sebagai petarung saya harus berani mengakui keunggulan 
lawan. Selamat untuk Pemenang 02 selamat menjalankan tugas 5 tahun 
ke depan, semoga Bolsel akan semakin maju, semakin sejahtera, amin. 
Terima kasih.”  
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Demikian, Yang Mulia, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, 
terbukti Permohonan Pemohon harus dikesampingkan atau dinyatakan 
tidak diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. 
 

191. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:30]  
 

Ya, Petitumnya.  
 

192. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
11/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAFRIZAL WALAHE [18:32]  
 

Izin dibacakan oleh rekan kami Bapak Jellij Dondokambey. 
 

193. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:34]  
  

Silakan.  
 

194. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
11/PHPU.BUP-XXIII/2025: JELIJ F. B. DONDOKAMBEY [18:36]  
 

Izin, Yang Mulia.  
 

195. KETUA: ARIEF HIDAYAT [18:37]  
 

Silakan.  
 

196. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
11/PHPU.BUP-XXIII/2025: JELIJ F.B. DONDOKAMBEY [18:39]  
 

Dalam Petitum.  
Dalam Eksepsi. 
Pertama, menerima dan mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk 

seluruhnya.  
Kedua, menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima 

(niet ontvankelijke verklaard). 
Dalam Pokok Permohonan.  
Pertama, menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.  
Kedua, menyatakan sah dan berkekuatan hukum Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 
560 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil 
Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, bertanggal 1 Desember 
Tahun 2024, pukul 18.00 WITA,  

Atau apabila, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi 
berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et 
bono).  
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Demikian, keterangan Pihak Terkait, terima kasih.  
 

197. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:38]  
 

Baik. Terima kasih, Pihak Terkait.  
Sekarang Bawaslu. Bawaslu buat resumenya?  

 
198. BAWASLU: RUSLAN PULUMODUYO [19:47]  

 
Terima kasih, Yang Mulia. Ada, Yang Mulia.  

 
199. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:49]  

 
Ini, keterangannya berapa halaman?  
Ada berapa halaman, kemudian dibuat resume berapa halaman?  

 
200. BAWASLU: RUSLAN PULUMODUYO [19:57]  

 
8, Yang Mulia.  

 
201. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:57]  

 
8 kebanyakan, kalau begitu saya … anu, ya, saya pandu saja, ya. 

 
202. BAWASLU: RUSLAN PULUMODUYO [20:01]  

 
 Siap, Yang Mulia. 
 

203. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:03]  
 

Pada waktu pelaksanaan pemilihan di Kabupaten Bolaang 
Mongondow, ada laporan-laporan ke Bawaslu? 
 

204. BAWASLU: RUSLAN PULUMODUYO [20:12]  
 

Ada, Yang Mulia.  
 

205. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:13]  
 

Berapa laporan?  
 

206. BAWASLU: RUSLAN PULUMODUYO [20:15]  
 

13 laporan, Yang Mulia.  
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207. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:17]  
 

13 laporan. Dari 13 ini, berapa yang kemudian memenuhi syarat, 
baik materiil atau formil?  
 

208. BAWASLU: RUSLAN PULUMODUYO [20:26]  
 

Diregistrasi (…) 
 

209. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:28]  
 
 Ya? 
 

210. BAWASLU: RUSLAN PULUMODUYO [20:29]  
  

12, Yang Mulia.  
 

211. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:31]  
 

12-nya memenuhi syarat diregistrasi?  
 

212. BAWASLU: RUSLAN PULUMODUYO [20:33]  
 

Ya.  
 

213. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:34]  
 

Terus setelah itu, setelah diregistrasi, kemudian ditindaklanjuti, 
dilakukan penelitian, kajian, setelah itu memenuhi syarat, enggak?  
 

214. BAWASLU: RUSLAN PULUMODUYO [20:48]  
 

Ya, Yang Mulia, memenuhi syarat formil, materiil.  
 

215. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:51]  
 

Terus ditindaklanjuti semua, 12-12-nya itu? Ada yang diteruskan 
sampai apa setelah dikaji? Betul-betul itu merupakan pelanggaran atau 
bukan?  
 

216. BAWASLU: RUSLAN PULUMODUYO [21:08]  
 

Izin, Yang Mulia, diteruskan oleh rekan saya. 
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217. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:11]  
 

Oke. 
 

218. BAWASLU: WIRA BIDJUNI [21:12]  
 

Izin, Yang Mulia. 
 

219. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:13]  
 

Ya. 
 

220. BAWASLU: WIRA BIDJUNI [21:14]  
 

 Di Bolaang Mongondow Selatan itu ada 13 laporan. 
 

221. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:16]  
 

Ya. 
 

222. BAWASLU: WIRA BIDJUNI [21:20]  
 
Dan, 1 temuan.  

 
223. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:21]  

 
Ya. 

 
224. BAWASLU: WIRA BIDJUNI [21:22]  

 
Dari 13 laporan itu, 2 tidak diregistrasi dan 11 diregistrasi.  

 
225. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:26]  

 
Ya, terus. 

 
226. BAWASLU: WIRA BIDJUNI [21:28]  

  
Dari 11 laporan itu, ada 2 laporan yang diteruskan sampai di … 

pada penyelidikan.  
 

227. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:35]  
 

Oke. 
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228. BAWASLU: WIRA BIDJUNI [21:36]  
 

Dan dihentikan karena kedaluwarsa. 
 

229. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:38]  
 
Tidak, cukup … oh, karena kedaluwarsa.  

 
230. BAWASLU: WIRA BIDJUNI [21:42]  

 
Ya. Kemudian (…) 

 
231. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:43]  

 
Itu mengenai apa itu dua itu?  

 
232. BAWASLU: WIRA BIDJUNI [21:44]  

 
Dari (…)  
 

233. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:45]  
 

Ha? 
 

234. BAWASLU: WIRA BIDJUNI [21:45]  
 

Bagaimana, Yang Mulia? 
 

235. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:46]  
 

Mengenai apa itu yang 2 yang dikatakan (…)  
 

236. BAWASLU: WIRA BIDJUNI [21:48]  
 

Netralitas kepala desa, Yang Mulia. 
  

237. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:50]  
 
Oh, ne tralitas. Terus kemudian tidak diteruskan karena anu … 

kedaluwarsa?  
 

238. BAWASLU: WIRA BIDJUNI [21:57]  
 

Ya, Yang Mulia.  
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239. KETUA: ARIEF HIDAYAT [21:58]  
 

Terus yang lain apa?  
 

240. BAWASLU: WIRA BIDJUNI [21:59]  
 

Terus yang lainnya tidak ditindaklanjuti, sudah dibahas di 
Gakkumdu, karena kurangnya alat bukti.  
 

241. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:04]  
 

Kurang alat bukti. Terus yang temuan, 1 temuan itu?  
 

242. BAWASLU: WIRA BIDJUNI [22:07]  
 

Temuan sama Yang Mulia (…) 
 

243. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:09]  
 

Sama.  
 

244. BAWASLU: WIRA BIDJUNI [22:09]  
 

Netralitas kepala desa, Yang Mulia.  
 

245. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:11]  
 
Jadi tidak ada yang kemudian ada rekomendasi untuk dilakukan 

apa, gitu? Enggak ada? 
 

246. BAWASLU: WIRA BIDJUNI [22:15]  
 

Untuk netralitas ASN itu ada 3 laporan.  
 

247. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:20]  
 

Ya. 
 

248. BAWASLU: WIRA BIDJUNI [22:21] 
  

4 untuk money politics dan 1 rekomendasi … 4 untuk 
direkomendasikan ke instansi yang berwenang.  
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249. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:30]  
 

Yang money politics terus sampai ke Gakkumdu?  
 

250. BAWASLU: WIRA BIDJUNI [22:33]  
 

Ya, Yang Mulia. 
 

251. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:34]  
 

Terus? 
 

252. BAWASLU: WIRA BIDJUNI [22:34]  
 

Semua dibahas di Gakkumdu dan diputuskan tidak ditindaklanjuti.  
 

253. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:39]  
 

Oke. Yang money politics akhirnya sampai ke pengadilan tidak?  
 

254. BAWASLU: WIRA BIDJUNI [22:43]  
 

Dua berkas itu di … dilimpahkan ke kejaksaan tapi ditolak, karena 
kurangnya keterangannya (…) 
 

255. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:51]  
 

Kurang bukti?  
 

256. BAWASLU: WIRA BIDJUNI [22:52]  
 

Dari pihak terlapor. 
 

257. KETUA: ARIEF HIDAYAT [22:56]  
 

Oke, jadi tidak (…) 
 

258. BAWASLU: WIRA BIDJUNI [22:56]  
 

Sehingga dianggap tidak lengkap berkas, Yang Mulia.  
 

259. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:00]  
 

Ya. 
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260. BAWASLU: WIRA BIDJUNI [23:01]  
 

Dan kedaluwarsa karena kami diberi waktu, Gakkumdu untuk 
melaksanakan (…)  
 

261. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:06]  
 

Ya, berapa hari sih batas waktunya kedaluwarsa?  
 

262. BAWASLU: WIRA BIDJUNI [23:10]  
 

14 hari, Yang Mulia.  
 

263. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:12]  
 

14 hari. Itu lewat 14 hari enggak … anu, ya, enggak cukup bukti, 
terus tidak ditindaklanjuti.  
 

264. BAWASLU: WIRA BIDJUNI [23:18]  
 

Ya, Yang Mulia.  
 

265. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:20]  
 

Oke, ada lagi yang akan disampaikan?  
 

266. BAWASLU: WIRA BIDJUNI [23:23]  
 

Terkait dengan dalil disampaikan … dalil Pemohon yang 
disampaikan.  
 

267. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:28]  
 

Pokok-pokoknya saja yang terkait dalil, gimana?  
 

268. BAWASLU: RUSLAN PULUMODUYO [23:31]  
 

Izin, Yang Mulia, terkait dengan dalil Pemohon berkaitan dengan 
politik uang, yang diduga dilakukan oleh oknum kepala dinas. Bahwa 
Bawaslu Kabupaten Boolang Mongondow Selatan menerima laporan 
dugaan pelenggaran.  
 

269. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:47]  
 

Ya, sebetulnya ini tadi kan sudah disampaikan.  
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270. BAWASLU: RUSLAN PULUMODUYO [23:49]  
 

Sudah, ya. 
 

271. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:50]  
 

Ya, kan yang money politics.  
 

272. BAWASLU: RUSLAN PULUMODUYO [23:51]  
 

Oh, ya. 
 

273. KETUA: ARIEF HIDAYAT [23:53]  
 

Ya, apa lagi yang selain itu?  
Ada temuan yang diminta sampai PSU, atau rekapitulasi ulang, 

atau penghitungan ulang, enggak ada? 
 

274. BAWASLU: RUSLAN PULUMODUYO [24:01] 
 

Enggak ada, Yang Mulia. 
 

275. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:02] 
 

Oke, terus saya tanya. Pada waktu Anda menerjunkan Panwas-
Panwas di tingkat TPS, ada persoalan? 
 

276. BAWASLU: RUSLAN PULUMODUYO [24:10] 
 

Tidak ada, Yang Mulia. 
 

277. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:10] 
 

Tidak ada. Semua saksi, tanda tangan, smooth, enggak ada 
masalah? 
 

278. BAWASLU: RUSLAN PULUMODUYO [24:14] 
 

Enggak ada. 
 

279. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:15] 
 

Kemudian di tingkat rekapitulasi, di tingkat kecamatan, ada 
masalah? 
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280. BAWASLU: RUSLAN PULUMODUYO [24:23] 
 

Enggak ada masalah, Yang Mulia. 
 

281. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:24] 
 

Berapa sih, berapa kecamatan di sana? 
 

282. BAWASLU: RUSLAN PULUMODUYO [24:25] 
 

7. 
 

283. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:26] 
 

7 kecamatan. Berapa kelurahan atau desa? 
 

284. BAWASLU: RUSLAN PULUMODUYO [24:31] 
 

81 desa, Yang Mulia. 
 

285. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:32] 
 

81 desa. Berapa TPS? 
 

286. BAWASLU: RUSLAN PULUMODUYO [24:34] 
 

126. 
 

287. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:35] 
 

126 TPS. Dari itu, enggak ada masalah, semuanya? 
 

288. BAWASLU: RUSLAN PULUMODUYO [24:40] 
 

Enggak ada masalah, Yang Mulia. 
 

289. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:41] 
 

Pada waktu rekapitulasi di tingkat kecamatan, ada masalah? 
 

290. BAWASLU: RUSLAN PULUMODUYO [24:47] 
 

Enggak ada. 
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291. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:47] 
 

7 kecamatan, itu? 
 

292. BAWASLU: RUSLAN PULUMODUYO [24:48] 
 

Enggak ada masalah. 
 

293. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:49] 
 

Saksi Pemohon juga tanda tangan? 
 

294. BAWASLU: RUSLAN PULUMODUYO [24:50] 
 

Ya. 
 

295. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:51] 
 

Saksi Pihak Terkait, tanda tangan? 
 

296. BAWASLU: RUSLAN PULUMODUYO [24:53] 
 

Tanda tangan, Yang Mulia. 
 

297. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:55] 
 

Oke. Tidak ada kejadian khusus macam-macam? 
 

298. BAWASLU: RUSLAN PULUMODUYO [24:56] 
 

Enggak ada, Yang Mulia. 
 

299. KETUA: ARIEF HIDAYAT [24:57] 
 

Oke. Apa lagi yang mau disampaikan? Cukup, ya? 
 

300. BAWASLU: RUSLAN PULUMODUYO [25:00] 
 

Cukup, Yang Mulia. 
 

301. KETUA: ARIEF HIDAYAT [25:00] 
 

Baik. Jadi sudah Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu. Sekarang 
Prof. Enny, kalau ada. Silakan Prof. 
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302. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [25:12] 
 

Baik. Kepada Bawaslu, ya. Tadi dua desa yang laporannya 
kemudian dinyatakan kedaluwarsa, itu desanya, apakah desa termasuk 
yang didalilkan Pemohon? Ini kalau dalil Pemohon itu kan, desanya 
adalah ada beberapa desa, ya. Yang ada di Pinosin … Pinolosian, 
kemudian Desa Torosik, Desa Sinandaka, Desa Dumagin, apakah 
termasuk desa-desa di situ? Dua desa yang, kepala desanya (…) 
 

303. BAWASLU: WIRA BIDJUNI [25:43] 
 

Ya, termasuk (…) 
 

304. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [25:43] 
 
 Netralitas itu? 
 

305. BAWASLU: WIRA BIDJUNI [25:44] 
 

Desa di Bolaang Mongondow Selatan, itu. 
 

306. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [25:46] 
 

Ha? Desa mana itu? Yang dimaksud dua desa, yang terkait 
netralitas kepala desa, ada 2, itu? Yang kemudian kedaluwarsa, desa 
apa, itu? 
 

307. BAWASLU: WIRA BIDJUNI [25:55] 
 

Izin, Yang Mulia. Dari dua laporan itu, ada satu laporan dilaporkan 
itu, ada 6 kepala desa. Dan dari (...) 
 

308. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [26:04] 
 

Ya. Yang dua laporan diteruskan tadi (…) 
 

309. BAWASLU: WIRA BIDJUNI [26:07] 
 

Ya. 
 

310. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [26:07] 
 

Tapi kemudian kedaluwarsa, tidak jadi, kemudian berhenti itu, di 
desa mana, itu? 
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311. BAWASLU: WIRA BIDJUNI [26:11] 
 

Itu ada di Desa Sinan ... eh, di desa (…) 
 

312. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [26:14] 
 

Sinandika, itu? 
 

313. BAWASLU: WIRA BIDJUNI [26:19] 
 

Yang ... yang dia … yang dua, yang tadi yang kedaluwarsa, Desa 
Tolondadu. 
 

314. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [26:24] 
 

Di ... di luar dalil yang ada di sini? 
 

315. BAWASLU: WIRA BIDJUNI [26:26] 
 

Di ... di luar dalil ini, Pak. 
 

316. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [26:27] 
 

Di luar dalil, ya. Yang ada dalam dalil, ada enggak, desa yang 
kemudian dilaporkan, itu? 
 

317. BAWASLU: WIRA BIDJUNI [26:33] 
 

Tidak ada, Yang Mulia. 
 

318. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [26:33] 
 

Oh, tidak ada? Di Kecamatan Pinolosian, enggak ada? 
 

319. BAWASLU: WIRA BIDJUNI [26:38] 
 

Macam (...) 
 

320. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [26:38] 
 

Laporan? 
 

321. BAWASLU: WIRA BIDJUNI [26:39] 
 

Tidak ada, Yang Mulia. 
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322. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [26:40] 
 

Kemudian, di Desa Torosik? 
 

323. BAWASLU: WIRA BIDJUNI [26:44] 
 

Desa Torosik dilaporkan, Yang Mulia. Cuma ... tapi di dalam ... di 
dalam yang sengaja kepala desa yang dilaporkan itu, tidak ada, Yang 
Mulia. 
 

324. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [26:53] 
 

Tidak ada. Desa Dumagin? 
 

325. BAWASLU: WIRA BIDJUNI [26:55] 
 

Dumagin, tidak ada, Yang Mulia. 
 

326. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [26:57] 
 

Sinandika? 
 

327. BAWASLU: WIRA BIDJUNI [25:59] 
 

Tidak ada, Yang Mulia. 
 

328. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [27:01] 
 

He eh. Dari Termohon, perolehan suara masing-masing Paslon di 
desa ... sebentar saya sebutkan. Desa Torosik, berapa? Ada perolehan 
suaranya? 
 

329. TERMOHON: STANLY E KAKUNSI [27:18] 
 

Pertama, Yang Mulia. Di (...) 
 

330. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [27:19] 
 

Ya, di Desa Torosik. 
 

331. TERMOHON: STANLY E KAKUNSI [27:21] 
 

Desa Torosik, itu ada 2 TPS. 
 
 



37 
 

 
 

332. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [27:24] 
 

2 TPS? 
 

333. TERMOHON: STANLY E KAKUNSI [27:25] 
 
 Ya. 
 

334. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [27:25] 
 

Perolehan suaranya, ada datanya enggak di situ? 
 

335. TERMOHON: STANLY E KAKUNSI [27:27] 
 

Perolehan suara untuk TPS 1. 
 

336. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [27:32] 
 

Ya. 
 

337. TERMOHON: STANLY E KAKUNSI [27:32] 
 

Pasangan Nomor Urut 1. 
 

338. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [27:34] 
 

Ya. 
 

339. TERMOHON: STANLY E KAKUNSI [27:35] 
 

Memperoleh suara=69. 
 

340. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [27:36] 
 

69. Pasangan 2? 
 

341. TERMOHON: STANLY E KAKUNSI [27:37] 
 

Pasangan Nomor 2=207. 
 

342. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [27:40] 
  
 207. kemudian di desa (...) 
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343. TERMOHON: STANLY E KAKUNSI [27:41] 
 

Untuk TPS 2, Desa Torosik. 
 

344. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [27:44] 
 

Ya. 
 

345. TERMOHON: STANLY E KAKUNSI [27:49] 
 

Pasangan Nomor 1 memperoleh suara=95.  
Pasangan Nomor 2=160. 

 
346. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [27:52] 

 
160. Ini menang yang … anu … ya? Kemudian yang di desa 

Sinandika, berapa itu? Berapa TPS di sana? 
 

347. TERMOHON: STANLY E KAKUNSI [27:59] 
 
 Sinandaka[sic!], TPS, Yang Mulia.  
 

348. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [28:01] 
 

1 TPS. Berapa perolehannya?  
 

349. TERMOHON: STANLY E KAKUNSI [28:02] 
 

Untuk Pasangan Nomor 1=52.  
 

350. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [28:05] 
 

52.  
 

351. TERMOHON: STANLY E KAKUNSI [28:06] 
 

Pasangan Nomor 2=358. 
 

352. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [28:09] 
 

358. Kemudian, Desa Dumagin?  
 

353. TERMOHON: STANLY E KAKUNSI [28:14] 
 

Desa Dumagin ini ada 3 TPS, Yang Mulia.  
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354. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [28:17] 
 

3 TPS. TPS 1 berapa?  
 

355. TERMOHON: STANLY E KAKUNSI [28:18] 
 

TPS 1, Pasangan Nomor 1=126. 
 

356. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [28:22] 
 

126.  
 

357. TERMOHON: STANLY E KAKUNSI [28:23] 
 

Pasangan Nomor 2=241. 
 

358. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [28:25] 
 

241. TPS 2-nya?  
 

359. TERMOHON: STANLY E KAKUNSI [28:27] 
 

TPS 2, untuk Pasangan Nomor 1=140.  
 

360. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [28:31] 
 

Ya.  
 

361. TERMOHON: STANLY E KAKUNSI [28:31] 
 

Pasangan Nomor 2=228.  
 

362. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [28:34] 
 

228, yang … Terus? TPS 3-nya lagi?  
 

363. TERMOHON: STANLY E KAKUNSI [28:40] 
 

Untuk Desa Dumagin, itu ada 2. Desa Dumagin A, 2 TPS, Yang 
Mulia. Desa Dumagin B (…) 
 

364. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [28:46] 
 

Oh, dibagi 2?  
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365. TERMOHON: STANLY E KAKUNSI [28:47] 
 

Ya (…)  
 

366. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [28:47] 
 

Dibagian A dan B.  
 

367. TERMOHON: STANLY E KAKUNSI [28:47] 
 

Ada 2 TPS.  
 

368. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [28:49] 
 

Ya. Dumagin B-nya?  
 

369. TERMOHON: STANLY E KAKUNSI [28:50] 
 

Dumagin B, TPS 1, Pasangan Nomor 1 memperoleh suara=51.  
Pasangan Nomor 2=236.  
 

370. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [29:01] 
 

Ya. Terus, TPS 2-nya?  
 

371. TERMOHON: STANLY E KAKUNSI [29:02] 
 

TPS 2, Pasangan Nomor 1=84.  
Pasangan Nomor 2=224.  
 

372. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [29:09] 
 

Yang Torosik?  
 

373. TERMOHON: STANLY E KAKUNSI [29:11] 
 

Yang Torosik, yang Tadi.  
 

374. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [29:15] 
 

Torosik sudah, ya, tadi, ya?  
 

375. TERMOHON: STANLY E KAKUNSI [29:15] 
 

Sudah.  
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376. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [29:16] 
 

2 TPS.  
Ini ada laporan apa di sini? Laporan Keberatan Kejadian Khusus, 

enggak ini, itu?  
 

377. TERMOHON: STANLY E KAKUNSI [29:23] 
 

Tidak ada, Yang Mulia.  
 

378. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [29:24] 
 

Tidak ada sama sekali?  
 

379. TERMOHON: STANLY E KAKUNSI [29:25] 
 

Tidak ada.  
 

380. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [29:26] 
 

Semua tanda tangan tadi, ya?  
 

381. TERMOHON: STANLY E KAKUNSI [29:27] 
 

Ya (…)  
 

382. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [29:27] 
 

Yang dijelaskan tadi.  
 

383. TERMOHON: STANLY E KAKUNSI [29:27] 
 

Saksi (…)  
 

384. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [29:28] 
 

Semua, ya?  
 

385. TERMOHON: STANLY E KAKUNSI [29:28] 
 

2 Pasangan Calon.  
 

386. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [29:29] 
 

Ini buktinya, pakai bukti apa ini? Yang diajukan?  
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387. TERMOHON: STANLY E KAKUNSI [29:32] 
 

Yang diajukan pertama, D.Hasil untuk (…)  
 

388. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [29:35] 
 

D.Hasilnya, sudah ada?  
 

389. TERMOHON: STANLY E KAKUNSI [29:36] 
 

Sudah ada, kecamatan.  
 

390. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [29:38] 
 

Ya.  
 

391. TERMOHON: STANLY E KAKUNSI [29:28] 
 

Eh, kabupaten di (…) 
 

392. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [29:45] 
 

Itu di (…)  
 

393. TERMOHON: STANLY E KAKUNSI [29:46] 
 

T-5.  
 

394. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [29:46] 
 

T-5, ya?  
 

395. TERMOHON: STANLY E KAKUNSI [29:47] 
 

T-5.  
 

396. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [29:47] 
 

Ya.  
 

397. TERMOHON: STANLY E KAKUNSI [29:47] 
 

T-6.  
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398. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [29:50] 
 

6.  
 

399. TERMOHON: STANLY E KAKUNSI [29:51] 
 

T-7, T-8, T-9, T-10.  
 

400. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [29:54] 
 

Oke. Itu untuk D.Hasil-nya, ya?  
 

401. TERMOHON: STANLY E KAKUNSI [29:58] 
 

Ya.  
 

402. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [29:59] 
 

Enggak ada C.Hasilnya? Enggak ada? D.Hasilnya saja, ya? Itu saja 
buktinya, ya?  
 

403. TERMOHON: STANLY E KAKUNSI [30:06] 
 

Ya, Yang Mulia.  
 

404. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [30:06] 
 

Baik. Kalau tidak ada, terima kasih. Cukup.  
 

405. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:09] 
 

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Prof. Anwar, cukup? Baik.  
Sebelum saya mengesahkan alat bukti, ada hal penting yang saya 

tanyakan kepada Bawaslu. Bawaslu, itu bajunya seragam, ya?  
 

406. BAWASLU: RUSLAN PULUMODUYO [30:24] 
 
 Siap, Yang Mulia.  
 

407. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:24] 
 

Bagus, terima kasih. Supaya enggak tegang, ya, kan?  
Oh, masih ada, Prof?  
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408. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [30:36] 
 

1 lagi, ini lupa ini.  
 

409. KETUA: ARIEF HIDAYAT [30:37] 
 

Silakan.  
 

410. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [30:37] 
 

Ini 2 Paslon, ya? Ini dukungan Parpolnya apa saja ini, Pak? Dari 
kapal … dari KPU? Yang Paslon pertama, dukungan Parpolnya? Pakai 
mik.  
 

411. TERMOHON: STANLY E KAKUNSI [30:47] 
 

Golkar dan Nasdem.  
 

412. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [30:50] 
 

Golkar plus Nasdem … Nasdem, ya?  
 

413. TERMOHON: STANLY E KAKUNSI [30:52] 
 

Ya.  
 

414. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [30:54] 
 

Oke.  
 

415. TERMOHON: STANLY E KAKUNSI [30:54] 
 

Untuk Paslon Nomor 2.  
 

416. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [30:55] 
 

He em.  
 

417. TERMOHON: STANLY E KAKUNSI [30:55] 
 

PDI Perjuangan, PKB, Gerindra, PKS, dan PAN.  
 

418. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [31:03] 
 

PKS dan PAN.  
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Oke, terima kasih.  
 

419. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:06] 
 

Ya, terima kasih, Prof.  
Ini Pemohon mengajukan Bukti Tambahan P-19 sampai dengan P-

40? Ya, dinyalakan.  
 

420. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 11/PHPU.BUP-
XXIII/2025: FANLY KATILI [31:18] 
 

Benar, Yang Mulia.  
 

421. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:20] 
 

Kemudian, Pihak Termohon T-1 sampai dengan T-20? 
 

422. TERMOHON: STANLY E KAKUNSI [31:24] 
 

Ya, Yang Mulia.  
 

423. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:25] 
 

Baik. Kemudian, Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-13, betul? 
 

424. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT NO 11: SAFRIZAL WALAHE 
[31:32] 
 

Betul, Yang Mulia? 
 

425. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:33] 
 

Itu yang PT-12 belum diserahkan, loh?  
 

426. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
11/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAFRIZAL WALAHE [31:36] 
 

Sudah … oh, ya, izin, Yang Mulia.  
 

427. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:38] 
 

Ha?  
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428. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
11/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAFRIZAL WALAHE [31:38] 
 

Sudah tidak kami serahkan lagi, Yang Mulia.  
 

429. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:40] 
  

Dianggap tidak ada (…)  
 

430. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
11/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAFRIZAL WALAHE [31:40] 
 

Ya.  
 

431. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:40] 
 

Atau mau diserahkan? Diceoret, saja?  
 

432. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
11/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAFRIZAL WALAHE [31:43] 
 

Dicoret saja, Yang Mulia.  
 

433. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:44] 
 

Oke. Berarti PT-12, tidak ada, ya?  
 

434. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
11/PHPU.BUP-XXIII/2025: SAFRIZAL WALAHE [31:46] 
 

Siap, Yang Mulia.  
 

435. KETUA: ARIEF HIDAYAT [31:46] 
 
Dicoret.  
Kemudian Bawaslu PK-30.11-1 sampai dengan PK-30.11-28, ya? 

 
436. BAWASLU: WIRA BIDJUNI [31:58] 

 
 Benar. 
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437. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:00]  
  

Oke. Ini tapi buktinya enggak seragam, toh? Beda sendiri-sendiri, 
kan? Baik, semuanya sudah diverifikasi, disahkan, kecuali T untuk 
Termohon ... sori, untuk Pihak Terkait, kecuali PT-12 dicoret, ya.  

 
Disahkan. Baik.  
Oke, yang masih terlambat, Termohon 11, silakan masuk, itu lagi 

yang lain. Ya, silakan.  
Ini Termohon berapa itu? Yang baru datang Termohon berapa?  
 

438. TERMOHON: STANLY E KAKUNSI [33:12]  
 

11, Yang Mulia.   
 

439. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:13]  
 

11. Oh, yang sudah selesai ini?  
 

440. TERMOHON: STANLY E KAKUNSI [33:17]  
 

Ya.  
 

441. KETUA: ARIEF HIDAYAT [33:17]  
 

Duduk di depan, biar kelihatan kalau ini terlambat dan sudah 
selesai, ya. Nanti, ada konsekuensi, ya, Pak Prinsipal. Ya, 
konsekuensinya dikurangi uang taksinya enggak usah itu, terlambat 
soalnya. Untuk demi keadilan itu, ya, kan itu. Prinsipal sendiri yang 
jawab sampai bingung tadi itu. Termohon tidak berperikemanusiaan itu, 
Kuasa Hukumnya.  

Baik, 105 sekarang, silakan.  
 

442. KUASA HUKUM TERMOHON: GATOT RUSBAL [33:58]  
 

Terima kasih, Yang Mulia.  
 

443. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:00]  
 
Ya.  
 
 

KETUK PALU1 X 
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444. KUASA HUKUM TERMOHON: GATOT RUSBAL [34:01]  
 

Assalamualaikum wr. wb.  
 

445. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:02]  
 

Wassalamualaikum. 
 

446. KUASA HUKUM TERMOHON: GATOT RUSBAL [34:05]  
 

Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara 105 perkenankan 
kami dari Kuasa, menyampaikan Jawaban Termohon berkaitan dengan 
perkara a quo.  

Kami langsung di Eksepsi, Yang Mulia.  
 

447. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:22]  
 

Ya, silakan. 
 

448. KUASA HUKUM TERMOHON: GATOT RUSBAL [34:24]  
 

Dalam Eksepsi. Berkaitan dengan Kewenangan Mahkamah 
Konstitusi.  

 
449. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:28]  

 
Ya.  
 

450. KUASA HUKUM TERMOHON: GATOT RUSBAL [34:29]  
 

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang.  
 

451. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:33]  
 
Tidak berwenang. 
 

452. KUASA HUKUM TERMOHON: GATOT RUSBAL [34:34]  
 

Mengadili (...) 
 

453. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:34]  
 

Narasinya dianggap dibacakan. 
 
 



49 
 

 
 

454. KUASA HUKUM TERMOHON: GATOT RUSBAL [34:36]  
 

Baik, Yang Mulia.  
 

455. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:37] 
 
Ya.  
 

456. KUASA HUKUM TERMOHON: GATOT RUSBAL [34:38]  
 

Izinkan satu saja narasi kami ini.  
 

457. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:39]  
 

Oke, apa? 
 

458. KUASA HUKUM TERMOHON: GATOT RUSBAL [34:40]  
 

Untuk angka 1. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya sama 
sekali tidak menjelaskan atau mendalilkan berkaitan dengan hasil 
perhitungan suara (...) 

 
459. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:50]  

 
Ya.  
 

460. KUASA HUKUM TERMOHON: GATOT RUSBAL [34:51]  
 

Terima kasih, Yang Mulia. Kemudian kita pindah.  
Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (...)  
 

461. KETUA: ARIEF HIDAYAT [34:58]  
 
Tidak ada Kedudukan Hukum? 
 

462. KUASA HUKUM TERMOHON: GATOT RUSBAL [35:00]  
 

Berkaitan dengan keberlakuan Pasal 158, Yang Mulia.  
 

463. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:00]  
 

Melebihi ambang batas? 
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464. KUASA HUKUM TERMOHON: GATOT RUSBAL [35:05]  
 

Benar, Yang Mulia.  
 

465. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:07]  
 

Itungannya gimana? Mestinya di Boolang Mongondow Timur itu 
maksimal berapa penduduknya? Berapa persen? 

 
466. KUASA HUKUM TERMOHON: GATOT RUSBAL [35:16]  

 
Di ... kita di sana, Yang Mulia, jumlah penduduk itu 91.000 (...)  
 

467. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:28]  
 

Ya. 
 

468. KUASA HUKUM TERMOHON: GATOT RUSBAL [35:29]  
 

Kemudian, 2% harus terpenuhi. Namun faktanya, Pemohon 
suaranya melebihi daripada 2%, Yang Mulia.  

 
469. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:40]  

 
 Berapa yang diperoleh oleh Pemohon? 
 

470. KUASA HUKUM TERMOHON: GATOT RUSBAL [35:42]  
 

Yang di peroleh itu ... 2.000 (...) 
 

471. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:47]  
 

Enggak, persentasenya saja. 
 

472. KUASA HUKUM TERMOHON: GATOT RUSBAL [35:05]  
 

Persentasenya 5,6%, Yang Mulia.   
 

473. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:53]  
 
 5,6%? 
 

474. KUASA HUKUM TERMOHON: GATOT RUSBAL [35:55]  
 
 Betul, Yang Mulia.  
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475. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:55]  
 
 Jadi lebih banyak, ya? 
 

476. KUASA HUKUM TERMOHON: GATOT RUSBAL [35:56]  
 

Betul.  
 

477. KETUA: ARIEF HIDAYAT [35:57]  
 

Baik, terus ada Eksepsi yang lain?  
 

478. KUASA HUKUM TERMOHON: GATOT RUSBAL [35:59]  
 
 Kita Eksepsi untuk Permohonan Pemohon tidak jelas (obscuur).  

 
479. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:02]  

 
Oke, kabur. Apa, kekaburannya (...) 

 
480. KUASA HUKUM TERMOHON: GATOT RUSBAL [36:05] 

 
 Itu berkaitan (...) 
 

481. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:05]  
  

Di mana? (...) 
 

482. KUASA HUKUM TERMOHON: GATOT RUSBAL [36:07]  
 
 Berkaitan juga dengan Permohonan Pemohon itu, tidak 

mendalilkan berkaitan dengan hasil penghitungan suara yang 
ditetapakan oleh Termohon.  

 
483. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:17]  

 
Oke. 
 

484. KUASA HUKUM TERMOHON: GATOT RUSBAL [36:17]  
 
Yang Mulia, itu yang pertama.  
Yang kedua, kabur. Sebab Pemohon itu menyampaikan bahwa 

dalam Permohonan, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 
Bolong ... Bolaang Mongondow Timur Nomor 781 tentang Penetapan 
Rekapitulasi, Yang Mulia. Yang benar adalah penetapan hasil 



52 
 

 
 

penghitungan. Oleh sebab itu, menurut Termohon, Permohonan 
Pemohon menjadi kabur.  

 
485. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:47]  

 
Oke. Terus, sudah Eksepsinya. sekarang Pokok Permohonan.  
 

486. KUASA HUKUM TERMOHON: GATOT RUSBAL [36:53]  
 
Kita ke Pokok Permohonan, Yang Mulia. 
 

487. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:55]  
 
Ya.  
 

488. KUASA HUKUM TERMOHON: GATOT RUSBAL [36:56]  
 
Ada isu yang pertama.  
 

489. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:59]  
 
Ya, apa? 
 

490. KUASA HUKUM TERMOHON: GATOT RUSBAL [37:00]  
 
Berkaitan dengan intimidasi pemilih. 
 

491. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:02]  
 
Ya. 
 

492. KUASA HUKUM TERMOHON: GATOT RUSBAL [37:03]  
 
Bahwa dalil terhadap intimidasi pemilih itu adalah tidak benar, 

Yang Mulia.  
 

493. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:08]  
 
Ya.  
 

494. KUASA HUKUM TERMOHON: GATOT RUSBAL [37:11]  
 
Berikut, kita masuk pada pemilih yang mema ... melakukan 

pencablosan memiliki KTP elekronik, di luar Kabupaten Bolaang 
Mongondow Timur, Yang Mulia. 
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495. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:19]  
 
Ya. 
 

496. KUASA HUKUM TERMOHON: GATOT RUSBAL [37:20]  
 
Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, dapat Termohon 

jelaskan bahwa terkait dengan pemilihan yang dapat menggunakan hak 
pilih, telah diatur dalam Ketentuan Pasal 57 dan seterusnya, anggap 
dibacakan, Yang Mulia.  

 
497. KETUA: ARIEF HIDAYAT [37:34]  

 
Ya.  
 

498. KUASA HUKUM TERMOHON: GATOT RUSBAL [37:36]  
 
Bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut adalah tidak benar 

dan mengada-ada, dikarenakan Pemohon tidak dapat menjelaskan siapa 
saja pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT Kabupaten Bolaang 
Mongondow Timur dan memilih menggunakan KTP elektronik dari luar 
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Akan tetapi Termohon ... ini, 
tidak dijelaskan oleh Pemohon, Yang Mulia. Tapi, Termohon dapat … 
menyampaikan ini kepada, Yang Mulia, dalam persidangan ini. Terdapat 
pemilih yang memberikan hak pilihnya menggunakan KTP elektronik 
setempat.  

Poin A. Pada TPS 01 Desa Modoyang ... Modayang[sic!] ... maaf, 
Kecamatan Modayang[sic!] sebanyak 15 orang (...) 
 

499. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:20]  
 
Ya.  
 

500.  KUASA HUKUM TERMOHON: GATOT RUSBAL [38:20]  
 
Dibuktikan juga dengan Daftar Hadir Pemilihan Tambahan.  
Yang Mulia, untuk huruf B, C, D, E, F, mohon anggap dibacakan.  
 

501. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:32]  
 
Oke. Jadi ada 15 orang yang terdaftarnya bukan di DPT, tapi di 

Daftar Pemilihan Tambahan?  
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502. KUASA HUKUM TERMOHON: GATOT RUSBAL [38:38]  
 
Betul, Yang Mulia.  
 

503. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:40]  
 
Ini dari mana ini, total ... anu ... pertambahannya, dia dari mana 

sebetulnya? Kok dimasukkan ke DPTb? 
 

504. KUASA HUKUM TERMOHON: GATOT RUSBAL [38:54]  
 
Izin, Yang Mulia. Nanti disampaikan. 
 

505. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:55]  
 
Ya.  

 
506. KUASA HUKUM TERMOHON: ADCHILNI ABUKASIM [38:58]  

 
Izin, Yang Mulia.  
 

507. KETUA: ARIEF HIDAYAT [38:58]  
 
Ya, silakan.  
 

508. KUASA HUKUM TERMOHON: ADCHILNI ABUKASIM [38:59]  
 
Terkait dalil Pemohon, dimana ada pemilih di luar dari Kabupaten 

Bolaang Mongondow Timur.  
 

509. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:05]  
 
Ya.  
 

510. KUASA HUKUM TERMOHON: ADCHILNI ABUKASIM [39:07]  
 
Dalam hal ini, disebutkan di masing-masing TPS itu total 

keseluruhannya, yang pemilih ... pemilih yang hadir ke TPS itu datang 
menggunakan KTP. Yang dalam hal ini, kita masukkan dalam Daftar 
Pemilihan Tambahan atau DPK.  

 
511. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:23]  

 
Ya, oh, DPK, ya (...) 
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512. KUASA HUKUM TERMOHON: ADCHILNI ABUKASIM [39:25]  
 
Ya (...) 
 

513. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:26]  
 
Masuk DPK. Tapi itu ... anu ... dia mencoblos berdasarkan apa, 

enggak pakai C.Panggilan, tapi dia menggunakan KTP elektronik? (...) 
 

514. KUASA HUKUM TERMOHON: ADCHILNI ABUKASIM [39:33]  
 
KTP elektronik.  
 

515. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:34]  
 
Oke. 15 orang  di ber .... tersebar di berbagai TPS?  
 

516. KUASA HUKUM TERMOHON: ADCHILNI ABUKASIM [39:40]  
 
Tidak, ini ada (...) 
 

517. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:41]  
 
Hanya 1 TPS? 
 

518. KUASA HUKUM TERMOHON: ADCHILNI ABUKASIM [39:42]  
 
Ya, ini  ada berapa yang disebutkan oleh dalil Pemohon  
 

519. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:46]  
 
Ya.  
 

520. KUASA HUKUM TERMOHON: ADCHILNI ABUKASIM [39:47]  
 
Tadi sudah disampaikan Kuasa Hukum kami di Poin A sampai F 

itu, di masing-masing TPS, ada (...) 
 

521. KETUA: ARIEF HIDAYAT [39:53]  
 
Jadi tersebar di berbagai TPS, toh, berarti? Tidak hanya di satu 

TPS itu, berarti?  
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522. KUASA HUKUM TERMOHON: ADCHILNI ABUKASIM [39:57]  
 
Ya, TPS 1 Modayag itu ada 15 orang, itu diakumulta … akumulatif 

untuk (…) 
 

523. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:01]  
 
Akumulasi?  
 

524. KUASA HUKUM TERMOHON: ADCHILNI ABUKASIM [40:02]  
 
Ya. 
 

525. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:02]  
 
Oke. 
 

526. KUASA HUKUM TERMOHON: ADCHILNI ABUKASIM [40:02]  
 
Untuk masing-masing jumlah pemilih tambahan atau DPK, di 

masing-masing TPS.  
 

527. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:07]  
 
Karena bertambah sampai 15 ini, kartu suaranya masih 

memungkinkan?  
 

528. KUASA HUKUM TERMOHON: ADCHILNI ABUKASIM [40:13]  
 
Masih cukup.  
 

529. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:13]  
 
Soalnya apa? Kenapa? Yang asli DPT-nya tidak menggunakan hak 

pilih, banyak yang enggak menggunakan berarti?  
 

530. KUASA HUKUM TERMOHON: ADCHILNI ABUKASIM [40:20]  
 
Ya, ada beberapa yang tidak hadir (…) 
 

531. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:21]  
 
Oh. 
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532. KUASA HUKUM TERMOHON: ADCHILNI ABUKASIM [40:21]  
 
Di TPS.  
 

533. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:22]  
 
Jadi, te … tanpa meminta tambahan kartu suara dari TPS lain 

sudah cukup mencukupi, karena DPT sendiri tidak sampai ke 100%, kan?  
 

534. KUASA HUKUM TERMOHON: ADCHILNI ABUKASIM [40:32]  
 
Ya.  
 

535. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:32]  
 
Masih ada sisa gitu, kan?  
 

536. KUASA HUKUM TERMOHON: ADCHILNI ABUKASIM [40:34]  
 
Ya.  
 

537. KETUA: ARIEF HIDAYAT [40:35]  
 
Oke, ya sudah … Ini, kan berarti rasional kan, itu? Oke, ya, 

silakan dilanjutkan.  
 

538. KUASA HUKUM TERMOHON: GATOT RUSBAL [40:41]  
 
Terima kasih, Yang Mulia. Kami lanjutkan.  
Kemudian berkaitan dengan dalil Pemohon pengarahan pemilih 

dari luar Desa Bongkudai. Dapat kami sampaikan, bahwa terkait dalil 
Pemohon pada Posita angka 8, yang menyatakan telah terjadi 
pengarahan pemilih dari luar desa secara masif. Untuk memilih di TPS 2, 
Bongkudai, Kecamatan Modayag Barat adalah tidak benar. Dikarenakan 
Pemohon tidak dapat membuktikan berapa banyak pemilih yang 
dikerahkan dari … dan dari TPS atau desa kelurahan mana saja.  

2. Bahwa pelaksanaan pemungutan penghitungan suara di TPS 2, 
Bongkudai, Kecamatan Modayag Barat berjalan dengan lancar tanpa ada 
keberatan terkait dengan hasil pemungutan penghitungan suara. Hal 
tersebut dibuktikan dengan Saksi Pasangan Calon, termasuk Saksi 
Pemohon menandatangani Formulir Model C.Hasil KWK Bupati.  

 
539. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:38]  

 
Oke. 
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540. KUASA HUKUM TERMOHON: GATOT RUSBAL [41:38]  
 
Kami lanjut, Yang Mulia.  
 

541. KETUA: ARIEF HIDAYAT [41:39]  
 
Ya. 
 

542. KUASA HUKUM TERMOHON: GATOT RUSBAL [41:39]  
 
Berkaitan dengan … dugaan pelanggaran money politics.  
Poin 1. Bahwa terhadap dalil Pemohon Posita angka 9 dan angka 

10 tersebut, bahwa terkait dengan pelanggaran TSM sudah sangat jelas, 
menurut Pemohon diatur dalam Pasal 135 huruf a Undang-Undang 
Pemilihan, izin mohon anggap dibacakan. 

 
543. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:04]  

 
Ya. 
 

544. KUASA HUKUM TERMOHON: GATOT RUSBAL [42:04]  
 
Untuk normanya.  
Berdasarkan ketentuan tersebut, kewenangan pelanggaran 

administrasi TSM merupakan kewenangan Bawaslu Provinsi, bukan 
Mahkamah Konstitusi, juga bukan kewenangan Termohon.  

Bahwa dengan penjelasan huruf a dan huruf b, jelas bahwa dalil 
Pemohon terkait dugaan pelanggaran TSM adalah dalil yang mengada-
ada di luar kewenangan Mahkamah dan Termohon. Tidak ada hubungan 
dengan hasil penghitungan suara, sehingga kurang tepat untuk 
dimajukan sebagai dalil dalam persilsian hasil pemilihan dan kerenanya, 
Termohon meminta kepada Mahkamah untuk menolak dalil tersebut.  

Petitum, berdasarkan uraian yang sebagaimana tersebut di atas. 
Termohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan 
putusan sebagai berikut.  

Dalam Eksepsi.  
1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.  
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk 

seluruhnya.  
Dalam Pokok Perkara. 
1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.  
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku. Keputusan KPU 

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 781 Tahun 
2024, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil 
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Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024, 
tertanggal 4 Desember 2024, pukul 01.00 WITA.  

3. Menetapkan perolehan suara hasil pemilih … pemilihan Bupati 
dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 
Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut pada tabel, 
mohon anggap dibacakan, Yang Mulia.  

 
545. KETUA: ARIEF HIDAYAT [43:40]  

 
Oke. 
 

546. KUASA HUKUM TERMOHON: GATOT RUSBAL [43:44]  
 
Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon 

putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).  
Hormat kami, Kuasa Termohon dan Prinsipal Termohon.  
Terima kasih, Yang Mulia. Wabillahitaufiq wal hidayah 

wassalamualaikum wr. wb.  
 

547. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:01]  
 
Wassalamualaikum.  
Sekarang Pihak Terkait, silakan.  
 

548. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
105/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS 
[44:09]  

 
Terima kasih, Yang Mulia. Kami menyampaikan ada slide yang 

telah kami ajukan.  
 

549. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:14]  
 
Oke.  
 

550. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
105/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS 
[44:14]  

 
Ya. Mohon izin menampilkan. Saya, Michael Jacobus dan (…) 
 

551. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:20]  
 
Berapa (…) 
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552. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
105/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS 
[44:20]  

 
Rosilin Masihor (…) 
 

553. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:21]  
 
Berapa slide ini? Berapa powerpoint?  
 

554. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
105/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS 
[44:23]  

 
Ya, kita lewat-lewat nanti, Yang Mulia.  
 
 

555. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:24]  
 
Berapa jumlahnya?  
 

556. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
105/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS 
[44:26]  

 
Sekitar 19, tapi kita lewat nanti.  
 

557. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:28]  
 
Oh, jangan.  
 

558. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
105/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS 
[44:28]  

 
Ya. 
 

559. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:28]  
 
Jangan, kebanyakan. 
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560. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
105/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS 
[44:29]  

 
Ya. Saya … saya sampaikan secara cepat, Yang Mulia (…) 
 

561. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:32]  
 
Kalau 19 itu ongkosnya banyak sekali. 
 

562. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
105/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS 
[44:34]  

 
Siap, Yang Mulia. Baik, kami lanjutkan, Yang Mulia.  
 

563. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:38]  
 
Ya.  
 

564. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
105/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS 
[44:39]  

 
Slide selanjutnya. Next slide. Ada 4 dalil yang kami telah baca. 

Ada (…)  
 

565. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:45] 
 
Di (…)  
 

566. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
105/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS 
[44:46]  

 
Intimidasi (…) 
 

567. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:46] 
 
Eksepsi, enggak ada? 
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568. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
105/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS 
[44:47]  

 
Eksepsi.  
 

569. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:48] 
 
Eksepsi.  
 

570. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
105/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS 
[44:49]  

 
Tentang kewenangan.  
 

571. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:50] 
 
Eksepsi, dululah. 
 

572. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
105/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS 
[44:52]  

 
Selanjutnya, kami jelaskan (…)  
 

573. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:54] 
 
Ya (…) 
 

574. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
105/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS 
[44:55]  

 
Tentang kewenangan.  
 

575. KETUA: ARIEF HIDAYAT [44:55] 
 
Silakan, dianggap (…) 
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576. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
105/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS 
[44:56]  

 
Next. Bahwa 4 dalil pokok itu tidak mempersoalkan mengenai 

kesalahan perhitungan yang dapat mempengaruhi terpilihnya Pihak 
Terkait.  

Kedua. 4 dalil bukanlah pelanggaran yang TSM, karena dari 150 
TPS yang dipersoalkan hanya 13 TPS.  

 
577. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:15] 

 
Oke. Dianggap dibacakan seluruhnya.  
 

578. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
105/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS 
[45:16]  

 
Ya, selanjutnya (…) 
 

579. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:18] 
 
Terus.  
 

580. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
105/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS 
[45:18]  

 
Untuk kewenangan. Sudah disampaikan tadi.  
 

581. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:21] 
 
Ya. 
 

582. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
105/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS 
[45:21]  

 
5%.  
 

583. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:22] 
 
Ya. 
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584. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
105/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS 
[45:23]  

 
Sudah lewat. Tapi yang penting yang kami persem … yang perlu 

… perlu kami sampaikan, berbeda dengan Termohon. Bahwa selain 
karena selisih suara, yang menang di 13 TPS itu adalah Pemohon. 
Mohon slide selanjutnya.  

 
585. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:39] 

 
Oke. 
 

586. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
105/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS 
[45:40]  

 
Slide selanjutnya.  
 

587. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:41] 
 
Kedudukan, sudah. 
 

588. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
105/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS 
[45:42]  

 
Ya. 
 

589. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:42] 
 
Ya, oke. 
 

590. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
105/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS 
[45:43]  

 
2.786 suara Pemohon, sedangkan Pihak Terkait hanya 2.600 

suara. Slide selanjutnya.  
 

591. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:53] 
 
Ya. 
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592. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
105/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS 
[45:54]  

 
Tentang Permohonan kabur.  
 

593. KETUA: ARIEF HIDAYAT [45:56] 
 
Permohonan kabur, bukan Pemohon kabur, ya? 
 

594. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
105/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS 
[46:00]  

 
Permohonan, Yang Mulia.  
 

595. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:02] 
 
Ya. 
 

596. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
105/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS 
[46:03]  

 
Posita tidak terkoneksi dengan dalil peti … dengan Petitum. Posita 

mempersalahkan … mempermasalahkan intimidasi, KTP luar Boltim, dan 
money politics tetapi meminta pembatalan. Bukan alasan diskualifikasi 
Paslon.  

 
597. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:18] 

 
Oke. 
 

598. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
105/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS 
[46:18]  

 
Kemudian di dalam Petitum meminta supaya …  menyatakan ada 

pengerahan pemilih di TPS 2 Desa Bongkudai, sementara yang 
dimintakan PSU itu, TPS 1 Desa Bongkudai Baru.  

Untuk Pokok Permohonan.  
 

599. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:35] 
 
Ya. 
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600. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
105/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS 
[46:35]  

 
Kami menyampaikan ter … terlebih dahulu, bahwa justru yang 

berpotensi melakukan pelanggaran TSM adalah Pemohon.  
 

601. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:43] 
 
Kenapa? 
 

602. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
105/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS 
[46:44]  

 
Karena memiliki relasi kuasa yang lebih besar.  
 

603. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:47] 
 
Oke. 
 

604. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
105/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS 
[46:47]  

 
Bupati petahana, ketua partai didukung 15 … didukung 5 partai. 
 

605. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:53] 
 
He em. 
 

606. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
105/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS 
[46:53]  

 
Dan memiliki 15 kursi.  
 

607. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:55] 
 
Oh. Jadi Pemohon itu malah petahana, toh? 
 
 
 



67 
 

 
 

608. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
105/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS 
[46:58]  

 
Siap.  
 

609. KETUA: ARIEF HIDAYAT [46:58] 
 
Oke. 
 

610. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
105/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS 
[46:59]  

 
Pihak Terkait justru petahana, tetapi wakil bupati, Yang Mulia. 
 

611. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:04] 
 
Oh … anu itu … musuhan sekarang.  
 

612. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
105/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS 
[47:07]  

 
Selanjutnya. Kami paparkan, bagaimana PNS/PPPK justru 

digerakkan oleh Pemohon. Slide selanjutnya, slide selanjutnya.  
Ini data yang kami punya. Ada rekomendasi KASN sejak Pileg, 

justru sudah dimobilisasi oleh Pemohon. ASN dengan jabatan-jabatan 
kepala, badan kepegawaian, kepala dinas PU, asisten pemerintahan, 
justru Termohon … justru Pemohonlah yang sudah mulai menggerakkan 
itu.  

 
613. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:38] 

 
Ya. 
 

614. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
105/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS 
[47:39]  

 
Next, selanjutnya, slide selanjutnya. Ya, ini ada foto kepala dinas 

yang ikut kampanye sebelumnya.  
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615. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:47] 
 
Ya, sebelumnya. Itu … itu. 
 

616. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
105/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS 
[47:49]  

 
Ini ada foto juga Kantor Sangadi Desa Bongkudai memasang 

Partai Nasdem punya bendera ini, Yang Mulia.  
 

617. KETUA: ARIEF HIDAYAT [47:57] 
 
Oke. 
 

618. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
105/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS 
[47:57]  

 
Bahkan ini PNS ada camat di Mooat ikut kampanye dari Pemohon.  
 

619. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:02] 
 
Oke. Ini sekarang ... anu (...) 
 

620. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
105/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS 
[48:03]  

 
Next slide (...) 
 

621. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:03]  
 
Ya, dapur satu bongkar-bongkaran dapurnya, ini jadinya (...) 
 

622. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
105/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS 
[48:07]  

  
Siap, Yang Mulia. Next slide. 
 

623. KETUA: ARIEF HIDAYAT [48:11]  
 
 Ya. 
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624. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
105/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS 
[48:11]  

 
Tentang dalil intimidasi. Dari video yang kami bac ... kami lihat, 

tidak ada ancaman kekerasan dari gu ... Rusdy Gumalangit, Farok Disi, 
Rivi Pelle bahkan semua, hampir semua yang disebutkan sebagai korban 
intimidasi itu, memilih pada tanggal 27. Kami juga sudah mendapatkan 
surat pernyataan dari korban-korban ini. Bahwa mereka tidak kehilangan 
hak suara, melainkan mereka memilih pada tanggal 27 November 2024. 
Hanya satu orang yang tidak sempat memilih, karena sudah dikasih 
kesempatan, dia memutuskan untuk tidak datang. 

Kemudian, dalil tentang adanya pemilih di luar Boltim. Slide 
selanjutnya, slide selanjutnya. Kami paparkan, Yang Mulia.  

 
625. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:03]  

 
 Ya, it (...) 
 

626. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
105/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS 
[49:09] 

 
Di Desa Bongkudai, menurut Dalil Pemohon ada 15 orang. Tetapi 

ketika kami periksa Bukti P-28, hanya satu orang KTP di luar Boltim. Dan 
kami sudah meng-counter dengan Bukti P-36 

 
627. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:19]  

 
P-36 (...) 
 

628. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
105/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS 
[49:19]  

 
Bahwa satu orang itu bukan penduduk luar, tetapi penduduk 

Boltim. 
 

629. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:24]  
  
Oke. 
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630. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
105/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS 
[49:25]  

 
 
Di TPS 02 Desa Modayag, didalilkan 20 orang tapi berdasarkan 

bukti yang diajukan oleh Pemohon P-18, hanya ada 2 orang, atas nama 
Liliyana Mamonto dan Sayful Bahri Bogar. Kami counter dengan Bukti P-
37A, P-37B. Bahwa mereka penduduk Boltim. 

 
631. KETUA: ARIEF HIDAYAT [49:46]  

 
Oke. 
 

632. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
105/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS 
[49:47]  

 
Kemudian slide selanjutnya, dalil Pemohon menyatakan ada 8 

orang di TPS 2, Modayak 2. Tapi berdasarkan P-19, hanya satu orang. 
Kami counter dengan Bukti P-38. Bahwa satu orang itu juga punya KTP 
Boltim.  

TPS 2, Desa Modayag 2, didalilkan 11 orang. Tetapi berdasarkan 
Bukti P-20 hanya satu orang, kami counter dengan Bukti 39 ... PT-39 
berupa foto KTP, ternyata juga penduduk Boltim.  

 
633. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:19] 

 
Ya. 
 

634. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
105/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS 
[50:19] 

   
Selanjutnya, TPS 3 Desa, Modayag 2, didalilkan 7 orang. Tapi 

yang diajukan bukti, itu hanya 2 orang. Kami counter dengan Bukti PT-
40, PT-40B, AB, 2 orang juga adalah penduduk Boltim. 

 
635. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:37]  

 
Ya. Yang lain dianggap dibacakan. 
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636. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
105/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS 
[50:39]  

 
Ya, baik.  
 

637. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:39] 
 
Ya, pe (...) 
 

638. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
105/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS 
[50:39] 

   
Saya (...) 
 

639. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:40]  
 
Bahwa semua dalil, setelah dikaji oleh Pihak Terkait, ternyata 

tidak benar, ya. 
 

640. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
105/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS 
[50:47]  

 
Terus, slide sela ... selanjutnya, Yang Mulia. 
 

641. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:50]  
 
Ya.  
 

642. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
105/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS 
[50:50]  

 
Kemudian untuk pemilih di TPS ... 6 TPS yang dimin ... yang 

dikatakan ada penduduk luar, itu dimenangkan justru oleh Pemohon. 
Mohon tunjukkan slide. 

 
643. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:01]  

 
Ya. Menangnya kurang banyak, mungkin. 
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644. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
105/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS 
[51:03]  

 
Ya. Terus, ya, ini, Yang Mulia. Mereka menang justru, 421 suara 

lebih daripada Pihak Terkait. 
 

645. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:11]  
 
Oke. 
 

646. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
105/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS 
[51:11]  

 
Next selanjutnya, slide selanjutnya.  
Bantahan terkait pengerahan pemilih, justru di TPS yang mereka 

bilang ada pengerahan pemilih, mereka menang 72 suara. Lebih banyak 
daripada Pihak Terkait. 

 
647. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:23]  

 
Pihak Terkait, ya. 
 

648. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
105/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS 
[51:25]  

 
Kemudian, pengerahan untuk pelag ... pelanggaran money 

politics, kami sampaikan bantahan. Abdullah Koi dan Pandito yang 
disebutkan dalam dalil Pemohon berdasarkan Bukti PT-18, bukan tim 
kampanye.  

Kedua. Tidak ada praktik politik uang, karena penggeledahan 
dilakukan di kamar daripada Abdullah Koi. Bukan pada saat membagi-
bagikan uang.  

Ketiga. Penggeledahan dilakukan oleh Ajudan Bupati Petahana 
alias Pemohon yaitu AIPTU Junadi Mamonto, yang tidak ada surat dari 
Gakkumdu. Pelanggaran AIPTU Junadi sementara diproses, di Propam. 
Perkara telah dihentikan untuk money politics telah dihentikan karena 
kedaluwarsa.  

Kemudian untuk desa yang dikatakan kami mempengaruhi lewat 
money politics, slide selanjutnya kami mohon tunjukkan.  

Di Desa Liberia Timur, itu dimenangkan juga oleh Pemohon, Yang 
Mulia. Selanjutnya, tidak ada penguasa yang dizalimi, Yang Mulia. Yang 
ada hanya rakyat yang bersatu, untuk menumbangkan penguasa zalim. 
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649. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:40]  
 
Ya. 
 

650. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
105/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS 
[52:40]  

 
Untuk Petitum akan dilanjutkan oleh partner saya.  
 

651. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:43]  
 
Terakhir tadi asumsi provokatif itu.  
 

652. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
105/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS 
[52:48]  

 
Supaya tidak tegang, Yang Mulia.  
 

653. KETUA: ARIEF HIDAYAT [52:52]  
 
Silakan, Petitumnya.  
 

654. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
105/PHPU.BUP-XXIII/2025: ROSILIN MASIHOR [52:53]  

 
Ya, izin melanjutkan, Yang Mulia.  
Petitum dalam Eksepsi,  
Pertama, menyatakan Eksepsi Pihak Terkait diterima.  
Kedua, menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.  
Dalam Pokok Perkara,  
Yang pertama, Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, 

atau setidak-tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat 
diterima.  

Kedua, menyatakan sah dan benar, serta tetap berlaku Keputusan 
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Nomor 
781 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil 
Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2024, Tertanggal 4 Desember 
2024. Yang diumumkan pada hari Rabu Tanggal 4 Desember 2024 Pukul 
1 WITA. Selanjutnya. 

Memintakan[sic!] Termohon untuk menetapkan Pihak Terkait 
Oskar Manoppo, S.E., M.M. dan Argo Vinsensius Sumaiku sebagai 
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur 
Terpilih dalam Pemilihan Tahun 2024.  
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Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon 
putusan yang seadil-adilnya.  

Terima kasih, Yang Mulia.  
 

655. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:02]  
 
Baik, terakhir dari perkara ini Bawaslu, pokok pokoknya saja, ada 

resume? 
 

656. BAWASLU: TRISNO MAIS [54:09]  
 
Izin, Yang Mulia. Ada 
 

657. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:10]  
 
Berapa lembar?  
Berapa Halaman? 
 

658. BAWASLU: TRISNO MAIS [54:12]  
 
Kalau keterangan 16 halaman, kalau resume cuma 9, Yang Mulia. 
 

659. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:16]  
 
9 masih kebanyakan, kalau begitu … saya anu saja … pandu biar 

cepat, ya. 
 

660. BAWASLU: TRISNO MAIS [54:23]  
 
Baik, Yang Mulia. 
 

661. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:24]  
 
Karena, apa yang harus kita cari, itu yang penting, kan. 
Baik, disana ada berapa laporan? 
 

662. BAWASLU: TRISNO MAIS [54:33]  
 
Total laporan, di Kabupaten 6. 
 

663. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:36]  
 
6. 
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664. BAWASLU: TRISNO MAIS [54:36]  
 
Temuannya 6. 
 

665. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:37]  
 
Temuannya 6. Itu ada yang diproses lebih lanjut? 
 

666. BAWASLU: TRISNO MAIS [54:42]  
 
Izin, Yang Mulia, ada. Yang (…) 
 

667. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:43]  
 
Yang diproses itu ada berapa? (…) 
 

668. BAWASLU: TRISNO MAIS [54:46]  
 
Yang didalil (…) 
 

669. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:46]  
 
Laporannya (…) 
 

670. BAWASLU: TRISNO MAIS [54:47]  
 
Ya, yang masuk didalil itu ada yang terkait dengan politik uang 

(…) 
 

671. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:51]  
 
He eh. 
 

672. BAWASLU: TRISNO MAIS [54:51]  
 
Kemudian, yang intimidasi, Yang Mulia. 
 

673. KETUA: ARIEF HIDAYAT [54:53]  
 
Intimidasi, gimana selanjutnya. Dari laporan pertemuan itu, 

mengenai politik uang atau rekomendasi … anu … intimidasi, gimana? 
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674. BAWASLU: TRISNO MAIS [55:03]  
 
Baik, Yang Mulia. Saya jelaskan disini yang terkait dengan politik 

uang. 
 

675. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:08]  
 
Ya. 
 

676. BAWASLU: TRISNO MAIS [55:09]  
 
Itu berproses sampai naik ke … dari Bawaslu, meneruskan ke 

Polres Bolaang Mongondow Timur (…) 
 

677. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:16]  
 
Ya. 
 

678. BAWASLU: TRISNO MAIS [55:17]  
 
Masuk penyidikan, 14 hari (…) 
 

679. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:19]  
 
He eh. 
 

680. BAWASLU: TRISNO MAIS [55:20]  
 
Kemudian, 14 harinya karena pihak terlapor … itu tidak bisa 

diklarifikasi, sehingga kedaluwarsa, Yang Mulia. 
 

681. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:29]  
 
Oke, kedaluwarsa. Yang lain?  
 

682. BAWASLU: TRISNO MAIS [55:33]  
 
Kalau intimidasi … ya sampai sekarang sudah di proses di 

penyidikan. Dalam waktu 14 hari juga, masih dimintai keterangan terkait 
dengan pihak-pihak terkait. Baik itu terlapor, saksi, dan pelapor,Yang 
Mulia. 

 
683. KETUA: ARIEF HIDAYAT [55:49]  

 
Ya, ada lagi yang penting lain yang akan disampaikan? 
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684. BAWASLU: TRISNO MAIS [55:55]  
 
Terkait laporan secara teknis mungkin, yang sampaikan tadi 

mungkin langsung saya serahkan ke sahabat saya Kordiv Divisi 
Penanganan Pelanggaran.  

 
685. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:03]  

 
Ya, kalau yang bukan sahabat nggak boleh ngasih.  
 

686. BAWASLU: TRISNO MAIS [56:07]  
 
Baik, Yang Mulia.  
 

687. KETUA: ARIEF HIDAYAT [56:08]  
 
Ya, pokoknya saja disampaikan, jangan keseluruhan.  
 

688. BAWASLU: HARMOKO MANDO [56:14]  
 
Baik, terima kasih. Izin, Yang Mulia. Terkait dengan dalil yang 

didalilkan oleh Pemohon.  
Yang pertama, yang tadi sudah dijelaskan oleh sahabat saya 

terkait dengan intimidasi dan politik uang, itu sudah intimidasi, sekarang 
masih berproses di Polres Bolaang Mongondow Timur, sudah masuk di 
tahap penyelidikan.  

Kemudian kasus politik uang, OTT yang dilakukan oleh Resmos 
Bolaang Mongondow Timur, kemudian dijadikan oleh … temuan oleh 
jajaran kami di Panwascam, sudah … statusnya sudah dihentikan karena 
pihak terlapor dan saksi tidak bisa dimintai keterangan selama 14 hari 
kerja di penyelidikan.  

Kemudian, yang terkait dengan kasus DPK yang memilih di luar 
daerah, daerah Bolaang Mongondow Timur. Prinsipnya berdasarkan 
laporan hasil pengawasan teman-teman jajaran kami di PTPS pada 
tanggal 27 November di saat perhitungan pungut-hitung, semua tidak 
bermasalah dan apa yang didalilkan oleh Pemohon terkait dengan KTP di 
luar Bolaang Mongondow Timur, berdasarkan hasil pengawasan itu tidak 
benar, Yang Mulia. Mungkin itu, Yang Mulia.  

 
689. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:48]  

 
Ya, cukup, ya?  
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690. BAWASLU: HARMOKO MANDO [57:50]  
 
Cukup. 
 

691. KETUA: ARIEF HIDAYAT [57:51]  
 
Baik, sekarang Prof. Enny, kalau ada. Silakan, Prof.  
 

692. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [57:55] 
  
Baik, ini tadi dari Pihak Terkait semangat sekali, nih. Jadi saya 

lanjutkan semangatnya, biar pagi-pagi tidak ngantuk, ini katanya Pak 
Ketua Panel biasanya sarapannya banyak ini.  

Yang pertama, saya ingin tahu, ya, karena tadi dijelaskan bahwa 
ini petahana justru yang kalah kan begitu. Dukungan partai politiknya 
tadi coba diulangi lagi, Parpol untuk Pasangan Calon 1 itu siapa saja 
mendukung?  

 
693. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 

105/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS 
[58:22] 

 
Ya, untuk Paslon 1 itu kami, itu didukung oleh Partai Demokrat 

memiliki 5 kursi.  
 

694. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [58:30]  
 
Ya. 
 

695. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
105/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS 
[58:31]  

 
Kemudian (…) 
 

696. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [58:32]  
 
Kursinya enggak usah lah, partainya saja.  
 

697. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
105/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS 
[58:33]  

 
Partai ada PKS, ada PPP, dan Bulan Bintang, itu yang Pihak 

Terkait.  
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698. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [58:39]  
 
4 partai, ya? 
 

699. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
105/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS 
[58:40]  

 
Sementara untuk … apa namanya (…) 
 

700. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [58:42]  
 
Hanya 4 partai ini, ya? 
 

701. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
105/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS 
[58:43]  

 
Ya. 
 

702. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [58:44]  
 
Yang Paslon 2? 
 

703. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
105/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS 
[58:45]  

 
 Paslon 2 itu Pemohon. 
 

704. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [58:47]  
 
Ya. 
 

705. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
105/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS 
[58:48]  

 
Itu didukung oleh Partai Nasdem, Gerindra, oleh PAN, Perindo (…) 
 

706. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [59:01]  
 
Ya. 



80 
 

 
 

707. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
105/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS 
[59:02]  

 
Dan Golkar, Yang Mulia.  
 

708. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [59:03]  
 
Golkar, ya, baik. Oh, 5 partai di sini, ya?  
 

709. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
105/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS 
[59:06]  

 
Ya.  
 

710. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [59:08]  
 
Kemudian yang terkait dengan tadi, dijelaskan bahwa Pemohon 

justru yang menang di situ, coba dijelaskan satu per satu.  
 

711. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
105/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS 
[59:15]  

 
Oh, ya. 
 

712. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [59:15]  
 
Di TPS Liberia itu, TPS 1, berapa suara Paslon 1?  
 

713. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
105/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS 
[59:20]  

 
Ya, untuk di Liberia, Liberia ini tempat yang katanya ada money 

politics.  
 

714. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [59:27]  
 
Ya, TPS 1 berapa ini, ya, perolehannya?  
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715. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
105/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS 
[59:29]  

 
TPS 1 di Liberia (…) 
 

716. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [59:31]  
 
Paslon 1 berapa?  
 

717. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
105/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS 
[59:32]  

 
Izin, Yang Mulia kami (…) 
 

718. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [59:34]  
 
Nanti sambil diceck ya dari Pihak (…) 
 

719. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
105/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS 
[59:35]  

 
Siap. 
 

720. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [59:36]  
 
Termohon. 
 

721. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
105/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS 
[59:36]  

 
Untuk Liberia TPS 1 itu, Pihak Terkait mendapat 125 suara.  
 

722. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [59:44] 
  
125 suara.  
 

723. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
105/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS 
[59:46]  

 
Sementara untuk Paslon 2 (Pemohon), itu dapat 186.  
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724. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [59:52]  
 
186, TPS 2 Desa Liberia?  
 

725. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
105/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS 
[59:55]  

 
124 untuk Paslon 1 (Pihak Terkait).  
 

726. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [59:57]   
  
124. 
 

727. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
105/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS 
[59:59]  

 
Kemudian, Paslon 2=210. 
 

728. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:00:02] 
 
210.  
 

729. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
105/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS 
[01:00:02] 

 
Ya. 
 

730. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:00:02] 
 
Desa Modayag, TPS 1? 
 

731. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
105/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS 
[01:00:05] 

 
TPS 1 Modayag, itu Pihak Terkait Nomor 1 (Paslon 1)=221. 
 

732. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:00:11] 
 
221. 
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733. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
105/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS 
[01:00:13] 

 
Paslon 2 (Pemohon)=229 
 

734. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:00:15] 
 
Oke. TPS 2? 
 

735. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
105/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS 
[01:00:17] 

 
TPS 2, pihak ter (...) 
 

736. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:00:18] 
 
Desa Modayag, ya. Masih, ya. 
 

737. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
105/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS 
[01:00:19] 

 
Modayag, TPS 2 (Pihak Terkait)=205. 
 

738. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:00:24] 
 
205. 
 

739. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
105/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS 
[01:00:25] 

 
Pemohon=230, eh, 258. 
 

740. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:00:28] 
 
200? Yang benar berapa? 
 

741. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
105/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS 
[01:00:30] 

 
258. 



84 
 

 
 

742. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:00:31] 
 
58? 
 

743. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
105/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS 
[01:00:33] 

 
Kemudian (…) 
 

744. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:00:35] 
 
TPS 1, Desa Modayag 2 (…) 
 

745. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
105/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS 
[01:00:35] 

 
Untuk TPS 1, Modayag 2, Pihak terkait=144. 
 

746. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:00:41] 
 
144. 
 

747. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
105/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS 
[01:00:35] 

 
Pemohon=230. 
 

748. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:00:45] 
 
230. TPS 2, Desa Modayag 2? 
 

749. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
105/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS 
[01:00:48] 

 
115, Pihak Terkait. 
 

750. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:00:51] 
 
Ya. 
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751. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
105/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS 
[01:00:52] 

 
Pemohon=271. 
 

752. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:00:55] 
 
271. TPS 3, Desa Modayag? 
 

753. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
105/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS 
[01:00:56] 

 
Modayag 3, Paslon 1 (Pihak Terkait)=114. 
 

754. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:01:02] 
 
Ya. 
 

755. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
105/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS 
[01:01:03] 

 
257=Paslon 2. 
 

756. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:01:04] 
 
Paslon 2-nya. TPS 2, Desa Tobongon? 
 

757. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
105/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS 
[01:01:07] 

 
256=Pihak Terkait. 
 

758. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:01:10] 
 
256.  
 

759. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
105/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS 
[01:01:10]  

 
Ya.  
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760. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:00:10] 
 
Terus? 
 

761. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
105/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS 
[01:01:10] 

 
Pemohon=231. 
 

762. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:01:14] 
 
31. TPS 1, Desa Pinonobatuan? 
 

763. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
105/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS 
[01:01:17] 

 
Pinonobatuan, itu Paslon 1=295. 
 

764. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:01:23] 
 
295, ya? 
 

765. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
105/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS 
[01:01:23] 

 
Ya. Paslon 2=180. 
 

766. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:01:26] 
 
180. TPS 2, Desa Pinonobatuan? 
 

767. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
105/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS 
[01:01:30] 

 
282=Paslon 1. 190=Paslon 2. 
 

768. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:01:36] 
 
Ya. TPS 2-nya, Desa Moyongkota? 
 



87 
 

 
 

769. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
105/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS 
[01:01:38] 

 
Moyongkota=26 ... 281. 
 

770. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:01:42] 
 
281. 
 

771. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
105/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS 
[01:01:42] 

 
Paslon 1. 184=Paslon 2. 
 

772. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:01:45] 
 
Ya. TPS 1, Desa Bongkudai Baru? 
 

773. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
105/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS 
[01:01:49] 

 
Bongkudai=216. 
 

774. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:01:53] 
 
216. 
 

775. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
105/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS 
[01:01:56] 

 
Paslon 2=180. 
 

776. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:01:56] 
 
180?  
 

777. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
105/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS 
[01:01:59] 

 
Ya. 
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778. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:01:59] 
 
TPS 1, Desa Moyongkota Baru? 
 

779. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
105/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS 
[01:02:02] 

 
222=Paslon 1. 
 

780. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:02:03] 
 
222. 
 

781. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
105/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS 
[01:02:06] 

 
Kemudian, Paslon 2=180. 
 

782. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:02:09] 
 
180. Ya, jadi ada yang kalah (...) 
 

783. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
105/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS 
[01:02:10] 

 
Total (…) 
 

784. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:02:10] 
 
Juga, ya (…) 
 

785. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
105/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS 
[01:02:10] 

 
Jumlah total, Yang Mulia. 
 

786. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:02:13] 
 
Totalnya, harus ditotal. Kalau ini kan, beda-beda nanti. 
 



89 
 

 
 

787. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
105/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS 
[01:02:15] 

 
Oh, siap, Yang Mulia. 
 

788. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:02:16] 
 
Ya. Tapi ada yang menang, ada yang kalah juga, di situ. 
 

789. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
105/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS 
[01:02:18] 

 
Ya. 
 

790. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:02:18] 
 
Ini, ada enggak, kejadian khusus yang muncul di 13 TPS, ini? Dari 

Temohon? 
 

791. KUASA HUKUM TERMOHON: ADCHILNI ABUKASIM [01:02:30]  
 
Ya. Izin, Yang Mulia. 
Terkait kejadian khusus, untuk berapa poin yang didalilkan oleh 

Pemohon. Untuk intimidasi di TPS Pinonobatuan ... mohon maaf, Desa 
Pinonobatuan, TPS 1, 2, Desa Moyongkota TPS 2. TPS 1, Desa 
Moyongkota Baru, itu tidak ada. 

Selanjutnya intimidasi dan (...) 
 

792. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:02:53] 
 
Berarti ini, dari seluruh ini, ada enggak kejadian khusus, yang 

dituangkan dalam Form Kejadian Khusus? 
 

793. KUASA HUKUM TERMOHON: ADCHILNI ABUKASIM [01:02:58]  
 
Yang di Kecamatan Mooat, ada. 
 

794. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:03:00] 
 
Di kecamatan? 
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795. KUASA HUKUM TERMOHON: ADCHILNI ABUKASIM [01:03:00]  
 
Di Kecamatan Mooat, Desa Bongkudai Baru. 
 

796. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:03:03] 
 
Oh, Desa Bongkudai Baru? 
 

797. KUASA HUKUM TERMOHON: ADCHILNI ABUKASIM [01:03:05]  
 
Ya. 
 

798. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:03:06] 
 
Oh, TPS 1, Desa Bongkudai Baru? 
 

799. KUASA HUKUM TERMOHON: ADCHILNI ABUKASIM [01:03:07]  
 
Ya. 
 

800. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:03:07] 
 
Bukan di situ? 
 

801. KUASA HUKUM TERMOHON: ADCHILNI ABUKASIM [01:03:08] 
 
Ada. 
 

802. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:03:09] 
 
Bukan di TPS 1 yang didalilkan ini, bukan? 
 

803. KUASA HUKUM TERMOHON: ADCHILNI ABUKASIM [01:03:12] 
 
Ini didalilkan, Yang Mulia. 
 

804. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:03:13] 
 
Oh, termasuk didalilkan TPS 1 (…) 
 

805. KUASA HUKUM TERMOHON: ADCHILNI ABUKASIM [01:03:14] 
 
Ya. 
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806. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:03:14] 
 
Desa Bongkudai Baru itu (…) 
 

807. KUASA HUKUM TERMOHON: ADCHILNI ABUKASIM [01:03:16] 
 
Ya. 
 

808. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:03:17] 
 
Ada … dituangkan kejadian khususnya? 
 

809. KUASA HUKUM TERMOHON: ADCHILNI ABUKASIM [01:03:17] 
 
Ya. 
 

810. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:03:18] 
 
Form kejadian khusus. Ini yang kemudian dilaporkan sampai ke 

(…) 
 

811. KUASA HUKUM TERMOHON: ADCHILNI ABUKASIM [01:03:21] 
 
Ya. 
 

812. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:03:21] 
 
Bawaslu itu, ya? Kemudian keberatan-keberatan saksi, ada? 
 

813. KUASA HUKUM TERMOHON: ADCHILNI ABUKASIM [01:03:27] 
 
Tidak ada. 
 

814. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:03:] 
 
Tidak ada. Tanda tangan semua ini, ya? 
 

815. KUASA HUKUM TERMOHON: ADCHILNI ABUKASIM [01:03:29] 
 
Tanda tangan. 
 

816. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:03:30] 
 
Tanda tangan di 13 ini, ya? 
Baik, terima kasih. 
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817. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:32] 
 
Baik, terima kasih. Terakhir saya sahkan buktinya. 
Pemohon itu mengajukan Bukti Tambahan P-15 sampai dengan P-

46? 
 

818. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RISKY DEWI AMBARWATI [01:03:45] 

 
Benar, Yang Mulia. 
 

819. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:47] 
 
Tapi, untuk yang P-44 sampai P-46, itu sudah di ... jamnya sudah 

lewat, betul ya? 
 

820. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RISKY DEWI AMBARWATI [01:03:57] 

 
Masih jam (…) 
 

821. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:57] 
 
Jam berapa? 
 

822. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RISKY DEWI AMBARWATI [01:03:57] 

 
12.00 WIB.  
 

823. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:03:58] 
 
Jam 15.00 WIB, ada catatanya.  
 

824. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RISKY DEWI AMBARWATI [01:04:01] 

 
Saya cek dulu, Yang Mulia.  
 

825. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:03] 
 
Ya, kalua yang P-15 sama P-43, itu masih di bawah jam 12.00. 

Sedangkan P-44 sampai P-46 jam 15.00. Sehingga, enggak bisa di 
inzage oleh pihak yang lain.  
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826. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RISKY DEWI AMBARWATI [01:04:17] 

 
Siap, Yang Mulia.  
 

827. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:18] 
 
Betul, ya?  
 

828. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RISKY DEWI AMBARWATI [01:04:19] 

 
Betul, Yang Mulia.  
 

829. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:20] 
 
Jadi, yang disahkan hanya P-15 sampai P-43, P-44, P-46. Kalau ini 

berlanjut ke sidang pembuktian, nanti ditambahkan.  
 

830. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RISKY DEWI AMBARWATI [01:04:30] 

 
Siap, Yang Mulia.  
 

831. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:31] 
 
Ya.  
 

832. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 105/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RISKY DEWI AMBARWATI [01:04:31] 

 
Terima kasih.  
 

833. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:32] 
 
Kemudian, Pihak Termohon, T-1 sampai dengan T-16?  
 

834. KUASA HUKUM TERMOHON: GATOT RUSBAL [01:04:37] 
 
Benar, Yang Mulia.  
 

835. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:38] 
 
Kemudian, Pihak Terkait, PT-1a sampai dengan PT-45b? Kok, 

enggak ada suaranya, biasanya semangat?  
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836. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 

105/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS 
[01:04:48] 

 
Siap.  
 

837. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:49] 
 
Oke.  
 

838. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
105/PHPU.BUP-XXIII/2025: MICHAEL REMIZALDY JACOBUS 
[01:04:49] 

 
Benar, Yang Mulia.  
 

839. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:04:49] 
 
Nah, begitu dong, tadi semangat, ini kok enggak semangat, 

cuman mengangguk-mengangguk. Apakah kir … dikira sudah menang? 
Belum diputus, nanti yang mutus bersembilan nanti.  

Kemudian Bawaslu, PK-30.10-1 sampai dengan PK-30.10-27? 
 

840. BAWASLU: TRISNO MAIS [01:05:14] 
 
Ya, benar, Yang Mulia.   
 

841. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:14] 
 
Ya. Semuanya disahkan. Sudah diverifikasi, kecuali tadi punya 

Pemohon hanya P-15 sampai P-43, ya?  
 
 
 
 
Disahkan. Terima kasih.  
Sekarang Perkara 46, Kabupaten Bolaang Mongondow, silakan 

Termohon. Di belakang, silakan.  
 

842. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF SUHERMAN [01:05:43] 
 
Baik, terima kasih, Yang Mulia.  
 
 

KETUK PALU  1X 



95 
 

 
 

843. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:05:45] 
 
Ya. TV-nya diarahkan ke belakang, supaya kelihatan. Jauh-jauh 

masuk TV. Kok, ketawa? Emang masuk TV, kok. Namanya juga 
dicantumkan, ya, nanti biar tahu, diketahui seluruh Indonesia.  

 
844. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF SUHERMAN [01:06:01] 

 
Baik, Yang Mulia.  
 

845. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:02] 
 
Silakan.  
 

846. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF SUHERMAN [01:06:07] 
 
Kabupaten Bolaang Mongondow Perkara 46, Yang Mulia. Terkait 

dengan pertama, Eksepsi, Yang Mulia.  
Eksepsi. Kewanangan Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia.  
 

847. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:17] 
 
Ya.  
 

848. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF SUHERMAN [01:06:18] 
 
Pada poinnya, Yang Mulia. Yang mereka per … apa … yang per … 

Pemohon permasalahan itu adalah terkait dengan syarat pasangan calon 
dan itu merupakan kewanangan dari sengketa Tata Usaha Negara 
Pemilihan, Yang Mulia.  

 
849. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:29] 

 
Oke.  
 

850. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF SUHERMAN [01:06:30] 
 
Baik. Untuk Kedudukan Hukum, Yang Mulia. Tidak memenuhi 

ambang batas karena maksimal seli … maksimal selisih adalah 1,5%, 
yaitu 2.406. Sedangkan antara Pemohon dengan Pihak Terkait itu adalah 
44.806 suara, Yang Mulia.  

 
851. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:52] 

 
Ya. Jadi, berapa persen? 
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852. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF SUHERMAN [01:06:53] 
 
Jadi tidak memenuhi ambang batas, Yang Mulia.  
 

853. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:54] 
 
Berapa persen itu, hitungannya?  
 

854. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF SUHERMAN [01:06:55] 
 
30,76%, Yang Mulia.  
 

855. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:06:58] 
 
30,67? 
 

856. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF SUHERMAN [01:07:00] 
 
Tut … 76, Yang Mulia. Djarum Coklat. 
 

857. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:02] 
 
76%. Jauh, ya, berarti?  
 

858. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF SUHERMAN [01:07:04] 
 
Jauh, Yang Mulia.  
 

859. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:07:05] 
 
Oke, terus apa lagi?  
 

860. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF SUHERMAN [01:07:06] 
 
Eksepsi yang ketiga, Yang Mulia.  
Permohonan Pemohon tidak jelas, Yang Mulia, karena memang 

terkait dengan perihal, Yang Mulia. Perihal yang disampaikan oleh 
Pemohon yaitu, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang 
Mongondow Nomor 1739 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi 
Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati, dan seterusnya dianggap 
dibacakan.  

Kedua. Dalam Petitum, Yang Mulia. Ter … Pemohon juga 
menyebutkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang 
Mongondow Nomor 1739 tentang Penetapan Rekapitulasi, dan 
seterusnya dianggap dibacakan. Bahwa objek yang dikeluarkan oleh 
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Termohon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Bolaang 
Mongondow Nomor 1739 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan 
Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boolang Mongondow Tahun 2024 
yang diumumkan pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, pukul 
19.00 WITA.  

 
861. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:07]  

 
Oke.  
 

862. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF SUHERMAN [01:08:07]  
 
Jadi, Yang Mulia. Objek yang dicantumkan oleh Pemohon itu tidak 

sesuai dengan objek yang dikeluarkan oleh Termohon, Yang Mulia. 
 

863. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:14]  
 
Ya. Itu di Petitumnya, ya? 
 

864. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF SUHERMAN [01:08:17]  
 
Ya, Petitum. Maupun dalam perihal (...) 
 

865. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:18]  
 
Kabur juga, ya? 
 

866. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF SUHERMAN [01:08:07]  
 
Betul, Yang Mulia.  
 

867. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:20]  
 
Oke.  
 

868. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF SUHERMAN [01:08:20]  
 
Yang ketiga ... yang keempat, Yang Mulia.  
Eksepsi error in objecto, Yang Mulia. Karena, objek yang digugat 

itu adalah tidak dikeluarkan oleh Termohon, Yang Mulia.  
 

869. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:31]  
 
Oke, terus? 
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870. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF SUHERMAN [01:08:32]  
 
Kemudian, selanjutnya dalam Pokok Permohonan, Yang Mulia.  
 

871. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:08:35]  
 
Ya.  
 

872. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF SUHERMAN [01:08:35]  
 
Yang pertama, itu terkait dengan … bahwa Termohon telah 

melakukan proses pendaftaran verifikasi bakal calon pasangan calon dan 
menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten 
Boolang Mongondow Tahun 2024, sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.  

Ini, Yang Mulia, baik … mulai dari pengumuman, kemudian 
pendaftaran, verifikasi pasangan … syarat calon, dan penetapan sudah 
dilaksanakan oleh Termohon, sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan, Yang Mulia.  

 
873. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:06]  

 
Oke.  
 

874. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF SUHERMAN [01:09:08]  
 
Nah, kemudian, Yang Mulia. Untuk yang kedua, tidak benar Calon 

Bupati Kabupaten Boolang Mongondow Tahun 2024 Nomor Urut 2, yaitu 
Yusra Alhabsyi tidak mengajukan surat pengunduran diri sebagai calon 
... sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi 
Utara Periode 2019-2024 pada saat melakukan pendaftaran (...)  

 
875. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:27]  

 
Pencalonan.  
 

876. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF SUHERMAN [01:09:28]  
 
Sebagai calon.  
 

877. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:29]  
 
Ya. Ada surat pengunduran dirinya? 
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878. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF SUHERMAN [01:09:30]  
 
Sudah ada, Yang Mulia. Bahwa (...) 
 

879. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:32]  
 
Bukti P ... T ... anu ... Bukti T berapa itu? 
 

880. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF SUHERMAN [01:09:33]  
 
Surat penyataan pengunduran dirinya itu di 26, Yang Mulia.  
 

881. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:39]  
 
T-26? 
 

882. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF SUHERMAN [01:09:40]  
 
Ya, betul. Terus kemudian (...) 
 

883. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:41]  
 
Jadi, Pihak Terkait … anu, juga, ya? 
 

884. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF SUHERMAN [01:09:43]  
 
Ya, kemudian diserahkan ke Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 

Sulawesi Utara itu melalui T-20, Yang Mulia, 28 Agustus.  
 

885. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:09:53]  
 
Ya.  
 

886. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF SUHERMAN [01:09:54]  
 
Dan kemudian, Yang Mulia. Tanggal 28 Agustus itulah yang 

bersangkutan itu melakukan pendaftaran, Yang Mulia.  
 

887. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:02]  
 
Oke, jadi (...) 
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888. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF SUHERMAN [01:10:03]  
 
Kemudian, untuk memperkuat itu juga, Yang Mulia. Ada Surat 

Keterangan dari Dewan Sekretariat ... Plt. Sekretaris Dewan Perwakilan 
Daerah Provinsi Sulawesi Utara tanggal 5 September 2024, Yang Mulia. 
Di Bukti T-19, Yang Mulia.  

 
889. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:17]  

 
Tanggal 5 September? 
 

890. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF SUHERMAN [01:10:20]  
 
Ya.  
 

891. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:20]  
 
Oke. 
 

892. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF SUHERMAN [01:10:21]  
 
5 September, Yang Mulia.  
 

893. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:22]  
 
Itu bukti bahwa yang bersangkutan sudah mengirim surat 

pengunduran diri?  
 

894. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF SUHERMAN [01:10:25]  
 
Ya, betul, Yang Mulia. dan dalam proses, Yang Mulia.  
 

895. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:28]  
 
Ya, terus.  
 

896. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF SUHERMAN [01:10:29]  
 
Terus kemudian, yang kedua, Yang Mulia.  
Yang ketiga, tidak benar Calon Bupati Kabupaten Boolang 

Mongondow Tahun 2024 Nomor Urut 2 yaitu, Yusra Alhabsyi, tidak 
mengajukan surat pengunduran diri sebagai calon terpilih ini, Yang 
Mulia. Untuk periode 2024-2029, Yang Mulia.  
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897. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:46]  
 
Ya. 
 

898. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF SUHERMAN [01:10:47]  
 
Tadi pengunduran diri sebagai DPRD, sekarang ini calon 

terpilihnya, Yang Mulia.  
 

899. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:50]  
 
Ya, itu juga ada anu (...) 
 

900. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF SUHERMAN [01:10:52]  
 
Sudah.   
 

901. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:52]  
 
Bukti surat?  
 

902. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF SUHERMAN [01:10:53]  
 
Sudah, Yang Mulia.  
 

903. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:10:54]  
 
Bukti T berapa itu? 
 

904. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF SUHERMAN [01:10:56]  
 
Surat pengunduran diri, Yang Mulia, di (...)  
 

905. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:05]  
 
Ini T-20, termasuk itu apa enggak? T-26? 
 

906. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF SUHERMAN [01:11:08]  
 
Ya, 25. 
 

907. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:08]  
 
T-25? Kemudian, surat pemberitahuan dari partai politik, Yang 

Mulia. 
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908. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:16]  
 
Ya. 
 

909. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF SUHERMAN [01:11:16]  
 
Itu di ... T-21, Yang Mulia.  
 

910. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:19]  
 
21.  
 

911. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF SUHERMAN [01:11:21]  
 
Kemudian, hasil klarifikasi oleh Termohon ke Sekretariat DPRD, 

Yang Mulia.  
 

912. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:26]  
 
Ya.  
 

913. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF SUHERMAN [01:11:27]  
 
Di T-23, Yang Mulia.  
 

914. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:28]  
 
T-23. 
 

915. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF SUHERMAN [01:11:29]  
 
Kemudian, ada Surat Keterangan dari Plt. Sekretaris Dewan, di T-

27, Yang Mulia.  
 

916. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:35]  
 
Oke.  
 

917. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF SUHERMAN [01:11:36]  
 
Dan kemudian, ada lagi surat keterangan Sekretaris Dewan yang 

2 Desember 2024 terkait dengan klarifikasi yang 29 tadi, Yang Mulia.  
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918. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:46]  
 
Ya. 
 

919. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF SUHERMAN [01:11:47]  
 
Itu di T-28, Yang Mulia.  
 

920. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:50]  
 
Jadi, seluruh proses … rangkaian proses (...)  
 

921. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF SUHERMAN [01:11:53]  
 
Dan terakhir, Yang Mulia (...) 
 

922. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11:55]  
 
Sudah ada semua, ya? 
 

923. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF SUHERMAN [01:11:55]  
 
Persetujuan pengunduran diri ... eh, apa namanya ... sebagai 

calon terpilih, sudah disetujui oleh Kemendagri melalui T-29, Yang Mulia.  
 

924. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:02]  
 
T-29. Oke.  
 

925. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF SUHERMAN [01:12:05]  
 
Baik, Yang Mulia.  
 

926. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:07]  
 
Ya. Cukup berarti, ya? 
 

927. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF SUHERMAN [01:12:09]  
 
Lanjut sedikit, Yang Mulia.  
 

928. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:11]  
 
Apa itu? Money politics, belum? (...) 
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929. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF SUHERMAN [01:12:12]  
 
Money Politics ... money politics, Yang Mulia. Itu menjadi 

kewenangan Bawaslu, Yang Mulia.  
 

930. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:18]  
 
Ya.  
 

931. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF SUHERMAN [01:12:18]  
 
Kemudian, satu lagi yang terakhir, Yang Mulia. Permintaan 

dengan diskualifikasi calon dan pemuatan suara ulang, itu tidak benar, 
Yang Mulia. Karena diskualifikasi itu didasarkan dari persyaratan calon, 
tapi sebagaimana Termohon dalilkan bahwa syarat calon ... apa 
namanya ... sudah memenuhi syarat sebagaimana yang telah Permo ... 
Termohon tadi sampaikan, Yang Mulia.  

 
932. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:43]  

 
Oke, sekarang Petitumnya. Oh, mau dibaca Prinsipal?  
 

933. TERMOHON: ALFIAN BUANG POBELA [01:12:57]  
 
Izin, Yang Mulia.  
 

934. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:12:58]  
 
Ya, supaya pemerataan masuk TV. 
 

935. TERMOHON: ARIF SUHERMAN [01:13:02]  
 
 Jangan lupa nama, Yang Mulia.  
 

936. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:04]  
 
Ya. Namanya Prinsipal supaya masuk, biar terkenal di seluruh 

Indonesia.  
 

937. TERMOHON: ALFIAN BUANG POBELA [01:13:12]  
 
Baik.  
Petitum.  
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Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon 
memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, untuk 
menjatuhkan putusan sebagai berikut.  

Dalam Eksepsi.  
Mengabulkan Eksepsi Termohon.  
Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.  
Dalam Pokok Perkara.  
1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1739 
Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan 
Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024 
yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Selasa tanggal 3 
Desember 2024, pukul 19.00 WITA. 

 
938. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13:59]  

 
Ya.  
 

939.  TERMOHON: ALFIAN BUANG POBELA [01:14:00]  
 
3. Menetapkan perolehan suara tetap akhir Pemilihan Hasil 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang 
Mongondow  Tahun 2024, sesuai dengan tabel.  

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon 
putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).  

 
940. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:19]  

 
Baik. 
 

941. TERMOHON: ALFIAN BUANG POBELA [01:14:19]  
 
Terima kasih. 
 

942. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:19]  
 
Baik, Pak Buang. Sudah tahu namanya, saya. Tadi sudah terlihat, 

namanya. 
Sekarang Pihak Terkait atas nama Prinsipal Pak Yusra dan Pak 

Dony, silakan. 
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943. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
46/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRFAN PAKAYA [01:14:34]  

 
Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.  
 

944. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:38]  
 
Waalaikumsalam.  
 

945. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
46/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRFAN PAKAYA [01:14:40]  

 
Yang terhormat, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, khususnya 

Panel 3. 
 

946. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:14:44]  
 
 Ini suaranya bariton, ini.  
 

947. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
46/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRFAN PAKAYA [01:14:48]  

 
Perkenan kami Kuasa Hukum dari Yusra Alhansyi dan Dony 

Lumenta, selaku Pihak Terkait, ingin menyampaikan keterangan. Dan 
kami akan menyampaikan ini mungkin dalam tempo yang sesingkat-
singkat, Majelis.  

 
948. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:02]  

 
 Kayak proklamator, saja.  
 

949. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
46/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRFAN PAKAYA [01:15:04]  

 
Ya, siap.  
Pertama. Dalam Eksepsi, itu Mahkamah Komi ... Mahkamah 

Konstitusi tidak berwenang, ya (...) 
 

950. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:12]  
 
Ya.  
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951. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
46/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRFAN PAKAYA [01:15:12]  

 
 Untuk mengadili, memeriksa dan memutus, ya. Ini berkaitan 

dengan Permohonan Pemohon, berkaitan dengan syarat calon bupati 
dan wakil bupati itu, merupakan jenis pelenggaran administrasi dan 
merupakan ranah kewenangan daripada Bawaslu. Itu yang pertama.  

Yang kedua. Pemohon tidak memiliki Legal Standing, karena 
melebihi ambang batas.  

Yang ketiga. Terkait dengan ... pemohon ... Permohonan 
Pemohon tidak jelas, karena dalam pemo ... dalam Permohonan 
Pemohon mendalikan mengenai pelenggaran TSM, ya. Namun tidak 
menguraikan secara jelas dan lengkap kuali ... kualifikasi pelenggaran 
administrasi TSM. 

 
952. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15:56]  

 
Ya.  
 

953. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
46/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRFAN PAKAYA [01:15:57]  

 
Ya, lanjut.  
Dalam Pokok Permohonan  
 

954. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:16:00]  
 
Ya. 
 

955. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
46/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRFAN PAKAYA [01:16:00]  

 
Ya. Dalam Pokok Permohonan ini ada dua, ya yang dipersoalkan 

berkaitan dengan pelanggaran administrasi, sebagaimana dalam 
halaman 10 sampai dengan halaman 13 dalam perbaikan Pemohon, itu 
terkait pelanggaran administrasi.  

Yang pertama, terkait surat pengunduran diri Yusra Alhabsyi, S.E., 
sebagai Anggota aktif DPRD Provinsi Sulawesi Utara, masa jabatan 2019-
2024.  

Bahwa Pemohon dalam dalil Permohonannya pada pokoknya 
mempersoalkan surat pengunduran diri, yaitu Yusra Alhabsyi terkait 
surat pengunduran diri sebagai Anggota aktif DPRD Provinsi Sulawesi 
Utara, masa jabatan 2019-2024 yang harus dimasukkan ke Sekretariat 
DPRD Provinsi … Sulasew … Sulawesi Utara.  
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Faktanya, itu pada tanggal 27 Agustus 2000 … 2024, Yusra 
Alhabsyi telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai Anggota 
DPRD Provinsi Sulawesi Utara, masa jabatan 2019-2024 yang ditujukan 
pada Ketua DPRD (Bukti PT-7). 

Bahwa kemudian, pada tanggal 28 Agustus surat pengunduran 
diri Yusra Alhabsyi telah diterima oleh Sekretariat DPRD Provinsi 
Sulawesi Utara (Bukti PT-8) dan pada tanggal 5 September 2024 Yusra 
Alhabsyi telah menerima surat keterangan dari Sekretariat DPRD Provinsi 
Sulawes … Sulawesi Utara, yang menarangkan pemberhentian sebagai 
Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, sementara dalam proses di 
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Bukti PT-14).  

Selanjutnya, berkaitan dengan Surat Pengunduran Diri Calon 
terpilih Anggota DPRD Yusra Alhabsyi, masa jabatan 2004 … 2029.  

Bahwa Yusra Alhabsyi adalah Calon terpilih Anggota DPRD 
Provinsi masa jabatan 2004-2029, dan pada … yang belum dilantik, dan 
pada tanggal 27 Agustus telah mengajukan surat pernyataan 
pengunduran diri sebagai calon terpilih yang ditujukan kepada DPW PKB 
Sulut (Bukti PT-18 disertai tanda terima PT-19).  

Yang kemudian DPW PKB Sulut telah mengeluarkan Surat 
Pemberitahuan Pengunduran Diri Sebagai Calon Terpilih Anggota DPRD 
Provinsi Sulawesi Utara, kepada Ketua KPU Kabupaten Bolaang 
Mongondow pada tanggal 27 … pada tanggal 27 Agustus … 27 Agustus 
2024. Dan pada tanggal 28 Agustus pada saat pendaftaran pasangan 
calon, Pihak Terkait telah me-upload surat pemberitahuan tersebut ke 
dalam Silonkada (Bukti PT-21). Serta telah menjadi fakta Yusra Alhabsyi 
tidak … tidak hadir dalam Rapat Paripurna DPRD, dalam rangka 
pengucapan sumpah janji Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara masa 
jabatan 2024-2029 dan tidak menandatangani Berita Acara Pengambilan 
Sumpah Janji, sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Plt. 
Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Bukti PT-23).  

Bahwa Pemohon, dalam dalil permohonannya pada halaman 12 
angka 7 yang mengacu pada surat Plt. Sekretaris DPRD Provinsi Sulawesi 
Utara tertanggal 29 November 2024. Bahwa atas nama Yusra Alhabsyi, 
belum menyampaikan surat pengunduran diri sebagaimana Anggota 
DPRD Provinsi Sulawesi Utara, masa jabatan 2024-2029 (Bukti PT-22).  

Bahwa terhadap surat keterangan pada … sebagaimana di atas, 
ya, sebagaimana Surat Keterangan tanggal 29/2024, itu sudah direvisi. 
Sekali lagi saya tegaskan sudah direvisi oleh Plt. Sekretaris DPRD 
Provinsi Sulawesi Utara, tertanggal 2 November (…) 

 
956. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:32]  

 
Ya. 
 



109 
 

 
 

957. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
46/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRFAN PAKAYA [01:19:32]  

 
2 Desember … 2 Desember.  
 

958. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:33]  
 
Selanjutnya sudah dianggap dibacakan.  
 

959. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
46/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRFAN PAKAYA [01:19:35]  

 
Ya. 
 

960. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:36]  
 
Karena itu … anu, ya sama dengan apa yang disampaikan oleh 

Termohon, ya. 
 

961. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
46/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRFAN PAKAYA [01:19:39]  

 
Oke.  
 

962. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:40]  
 
Itu yang mengenai surat pengunduran diri, baik pada waktu 

menjadi anggota DPRD atau DPRD terpilih itu sudah klir, ya?  
 

963. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
46/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRFAN PAKAYA [01:19:49]  

 
Ya, klir. 
 

964. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:50]  
 
Ya, terus?  
 

965. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
46/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRFAN PAKAYA [01:19:51]  

 
Oke. 
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966. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:51]  
 
Ada lagi yang mau disampaikan? 
 

967. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
46/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRFAN PAKAYA [01:19:52]  

 
Tentang pengangkatan anggota DPRD, ya.  
 

968. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:54]  
 
Itu juga sudah.  
 

969. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
46/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRFAN PAKAYA [01:19:55]  

 
Sudah, dianggap dibacakan.  
 

970. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:56]  
 
Ya.  
 

971. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
46/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRFAN PAKAYA [01:19:56]  

 
Oke. 
Dalil Pemohon terkait politik uang (…) 

 
972. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:19:56]  
 

Ya, money politics yang belum. Silakan. 
 

973. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
46/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRFAN PAKAYA [01:20:03] 

 
Bahwa dalil Pemohon, sebagaimana diuraikan pada halaman 13 

sampai dengan 14 terkait politik uang. Menurut Pihak Terkait, dalil 
Pemohon tidak beralasan untuk dijadikan kualifikasi dalam pelanggaran 
administrasi pemilihan terstruktur, sistematis, dan masif.  

Selanjutnya. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, kami 
selaku Pihak Terkait meminta kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi untuk 
menolak seluruh dalil Pemohon yang tidak didasarkan pada fakta dan 
bukti yang kuat, serta tidak beralasan hukum.  

Dalam Petitum. 
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974. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:20:31]  
 
Ya. 
 

975. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
46/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRFAN PAKAYA [01:20:32] 

 
Dalam Eksepsi.  
Menerima Eksepsi Pihak Terkait untuk keselu … keseluruhannya. 
Dalam Pokok Permohonan. 
1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1739 
Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan 
Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2024, 
tertanggal 3 Desember 2024. 

3. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Yusra 
Alhabsyi, S.E., dan Dony Lumenta sebagai pasangan calon 
terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten 
Bolaang Mongondow Tahun 2024. 

4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini. 
Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Makhamah Konstitusi 

berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). 
Demikian, dari Kami Kuasa Hukum Pihak Terkait. 

 
976. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:18]  

 
 Baik, terima kasih, Pihak Terkait. 

Berikutnya. Sekarang Bawaslu, saya persilakan.  
 

977. BAWASLU: RADIKAL MOKODOMPIT [01:21:25]  
 
Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. 
 

978. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:29]  
 
Wassalamualaikum.  
 

979. BAWASLU: RADIKAL MOKODOMPIT [01:21:30]  
 
Yang Mulia Majelis (…) 
 

980. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:31]  
 
Ada (…) 
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981. BAWASLU: RADIKAL MOKODOMPIT [01:21:31]  
 
Hakim (…) 
 

982. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:32]  
 
Resumenya, Pak? 
 

983. BAWASLU: RADIKAL MOKODOMPIT [01:21:33]  
 
Konstitusi.  
 

984. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:34]  
 
Ada resumenya? 
 

985. BAWASLU: RADIKAL MOKODOMPIT [01:21:36] 
 
Ada. 
 

986. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:37]  
 
Berapa halaman resumenya? 
 

987. BAWASLU: RADIKAL MOKODOMPIT [01:21:38] 
 
15, tapi … diperkecil menjadi 3. 
 

988. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:41]  
 
Oh, bagus. 3, mantap. 
 

989. BAWASLU: RADIKAL MOKODOMPIT [01:21:45] 
 
Siap. 
 

990. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:48]  
 
Ya. Memang begitu (…) 
 

991. BAWASLU: RADIKAL MOKODOMPIT [01:21:49] 
 
Baik, Bawaslu (…) 
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992. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:50]  
 
Inti-intinya (…) 
 

993. BAWASLU: RADIKAL MOKODOMPIT [01:21:51] 
 
Kabupaten Bolaang Mongondow (…)  
 

994. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:51]  
 
Kan … anu toh … saya pengen mengerti mengenai persyaratan 

calon, kemudian ada berapa laporan dan sebagainya.  
 

995. BAWASLU: RADIKAL MOKODOMPIT [01:21:58] 
 
Ya. 
 

996. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:21:59]  
 
Itu saja. Ya.  
 

997. BAWASLU: RADIKAL MOKODOMPIT [01:22:00] 
 
Ya.  
 

998. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:00]  
 
Silakan. Silakan, Pak. 
  

999. BAWASLU: RADIKAL MOKODOMPIT [01:22:04] 
 
Kami akan membacakan atau?  
 

1000. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:06]  
 
Ya, silakan dibacakan. 
 

1001. BAWASLU: RADIKAL MOKODOMPIT [01:22:07] 
 
Oke, siap. 
 

1002. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:08]  
 
Yang tiga halaman itu, jangan yang 15.  
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1003. BAWASLU: RADIKAL MOKODOMPIT [01:22:12] 
 

Laporan ada 15.  
 

1004. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:15]  
 
Ya. Itu sudah namanya (…) 
 

1005. BAWASLU: RADIKAL MOKODOMPIT [01:22:16] 
 
Kemudian (…) 
 

1006. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:16] 
 
Sudah muncul, Pak, Pak Radikal Mokodompit. 
 

1007. BAWASLU: RADIKAL MOKODOMPIT [01:22:19] 
 
Ya.  
 

1008. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:19] 
 
Ya. 
 

1009. BAWASLU: RADIKAL MOKODOMPIT [01:22:22] 
 
Laporan 15, kemudian temuan 8.  
 

1010. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:26] 
 
Ya. 
 

1011. BAWASLU: RADIKAL MOKODOMPIT [01:22:26] 
 
Jumlah keseluruhan itu, 23.  
 

1012. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:28] 
 
Ya. Terus, silakan.  
 

1013. BAWASLU: RADIKAL MOKODOMPIT [01:22:31] 
 
Nah, kemudian dari sek … sekian laporan itu, sudah ditindaklanjuti 

oleh Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow.  
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1014. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:42] 
 
Ya. 
 

1015. BAWASLU: RADIKAL MOKODOMPIT [01:22:43] 
 
Dan semua laporan-laporan tersebut, ada beberapa yang … 

terkait dengan … money politics. 
  

1016. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:22:56] 
 
Ya. 
 

1017. BAWASLU: RADIKAL MOKODOMPIT [01:22:56] 
 
Yang telah ditindaklanjuti oleh Kapa … Bawaslu Kabupaten 

Bolaang Mongondow itu, pertama, sampai di pembahasan Sentra 
Gakkumdu. Kemudian, sampai kepada kejaksaan. 
 

1018. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:10] 
 
Ya. 
 

1019. BAWASLU: RADIKAL MOKODOMPIT [01:23:10] 
 

Tetapi, tidak di … dapat diteruskan karena kedaluwarsa.  
 

1020. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:14] 
 
Oke. Kedaluwarsa itu karena terlapor enggak bisa di … anu … 

atau pelapornya? 
 

1021. BAWASLU: RADIKAL MOKODOMPIT [01:23:22] 
 
Pelapornya itu tidak bisa dapat memberikan bukti-bukti.  
 

1022. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:26] 
 
Oke. Sampai batas waktu kedaluwarsa, ya? 
 

1023. BAWASLU: RADIKAL MOKODOMPIT [01:23:30] 
 
Ya. 
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1024. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:31] 
 
Ya, terus. 
 

1025. BAWASLU: RADIKAL MOKODOMPIT [01:23:32] 
 
Kemudian yang lain-lainnya, misalnya ada beberapa laporan yang 

terkait dengan keterlibatan ASN.  
 

1026. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:40] 
 
Ya. 
 

1027. BAWASLU: RADIKAL MOKODOMPIT [01:23:46] 
 
Juga sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Bolaang 

Mongondow, sampai diteruskan kepada BKN.  
 

1028. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:47] 
 
Ya. 
 

1029. BAWASLU: RADIKAL MOKODOMPIT [01:23:48] 
 
Untuk ditindaklanjuti sebagaimana yang telah disampaikan oleh 

Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow.  
 

1030. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23:54] 
 
Ya. 
 

1031. BAWASLU: RADIKAL MOKODOMPIT [01:23:57] 
 
Untuk sementara itu, Hakim Yang Mulia. Kami (...) 

 
1032. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:00] 

 
 Untuk (...)  
 

1033. BAWASLU: RADIKAL MOKODOMPIT [01:24:00]  
 
 Akan (...) 
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1034. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:01]  
 

Masalah pencalonan ada ... anu ... 
 

1035. BAWASLU: RADIKAL MOKODOMPIT [01:24:03]  
 

Masalah pencalonan (...) 
 

1036. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:06]  
 

Bahwa syarat calon adalah harus mengundurkan diri dari DPRD 
dan itu, ada? 

 
1037. BAWASLU: RADIKAL MOKODOMPIT [01:24:14]  

 
Menurut Bawaslu bahwa kami sudah memberikan, sebelum 

penetapan calon yang bersangkutan pada tanggal 22 September 2024. 
Itu Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow telah melayangkan Surat 
Imbauan kepada KPU Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 13, dan 
semua persyaratan calon itu, sudah dianggap terpenuhi. 

 
1038. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:42]  

 
 Oke. 
 

1039. BAWASLU: RADIKAL MOKODOMPIT [01:24:44]  
 

Sehingga, tidak bermasalah lagi pada saat diumumkannya calon, 
pada tanggal 22 September itu. 

 
1040. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:24:51]  

 
Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? 
 

1041. BAWASLU: RADIKAL MOKODOMPIT [01:24:56]  
 

Kami persilakan untuk Rekan Kordiv HP2, untuk menjelaskan. 
 

1042. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:01]  
 
 Silakan. 

 
1043. BAWASLU: AKIM E. MOKOAGOW [01:25:03]  

 
Baik, terima kasih, Yang Mulia. 
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Izin, terkait dengan persyaratan calon. Hasil pengawasan kami di 
KPU terkait dengan persyaratan calon ... apa namanya ... itu hasil 
pengawasan terkait di Berita Acara yang kami terima, terkait penetapan 
calon, semua sudah benar. 

 
1044. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:30]  

 
 Oke. 
 

1045. BAWASLU: AKIM E. MOKOAGOW [01:25:31]  
 

Kemudian terkait money politics, yang didalilkan oleh Pemohon. 
Ada di dua Desa, Komangaan dan Desa Werdhi Agung Timur. 

 
1046. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:40]  

 
 Werdhi Agung Timur. 
 

1047. BAWASLU: AKIM E. MOKOAGOW [01:25:41] 
 

Ya. Itu sudah ditindaklanjuti dan tidak dapat dilanjutkan, karena 
untuk masa waktu penyidikan sudah melebihi batas waktu. 

 
1048. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:51]  

 
 Oke. 
 

1049. BAWASLU: AKIM E. MOKOAGOW [01:25:53] 
 

Untuk SP3-nya, itu masih ... dokumennya sudah ada tapi masih 
menunggu tanda tangan dari pihak kepolisian. 

 
1050. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:26:02]  

 
 Oke. 
 

1051. BAWASLU: AKIM E. MOKOAGOW [01:25:03] 
 

Terima kasih, Yang Mulia. 
 

1052. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:25:07]  
 

Baik, terima kasih. Tadi sudah, Bawaslu.  
Sekarang, Prof. Enny, kalau ada yang mau diperdalam, silakan. 
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1053. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:25:13]  
 

Sedikit saja nih, Pihak Termohon.  
Ini kan ada tiga Paslon, ya. Ini dukungan partai politiknya siapa 

saja, nih? Coba bisa dijelaskan, Paslon 1? Paslon 1 didukung oleh partai 
politik, apa? 

 
1054. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF SUHERMAN [01:26:32]  

 
Izin, Yang Mulia. 
 

1055. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:26:33]  
 
 Ya. 
 

1056. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF SUHERMAN [01:26:33]  
 

Paslon 1 Partai Nasdem, Partai Persatuan Pembangunan, Partai 
Demokrat, Partai Perindo, Yang Mulia. 

 
1057. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:26:41]  

 
Demokrat, Perindo. 
 

1058. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF SUHERMAN [01:26:42]  
 

Ya. 
 

1059. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:26:43]  
 

Ada 4, ya? 
 

1060. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF SUHERMAN [01:26:44]  
 

Ya. 
 

1061. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:26:44]  
 

Paslon 2? 
 

1062. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF SUHERMAN [01:26:47]  
 

PKS, PKB, Partai Golkar, dan Partai Gerindra. 
 
 



120 
 

 
 

1063. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:26:52]  
 

Gerindra. Paslon 3? 
 

1064. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF SUHERMAN [01:26:55]  
 

PDIP Perjuangan. 
 

1065. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:26:57]  
 

PDIP Perjuangan.  
 

1066. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF SUHERMAN [01:26:58] 
 
 Ya. 
 

1067. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:26:59] 
   

Oke. Ini karena yang dipersoalkan ini kan, sebetulnya hanya 
pokoknya adalah pada surat pernyataan pengunduran diri. Jadi sudah 
lengkap semua itu, ya? 

 
1068. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF SUHERMAN [01:27:10]  

 
Sudah, sudah, Yang Mulia. 
 

1069. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:27:10]  
 

Buktinya ada, ya? 
 

1070. KUASA HUKUM TERMOHON: ARIF SUHERMAN [01:27:11]  
 

Ada, Yang Mulia. 
 

1071. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:27:12]  
 

Dari Bawaslu juga ada menyampaikan bukti soal itu juga, ya? 
Semua ada. Ya, baik itu saja, terima kasih. 

 
1072. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:18]  

 
Baik. Terima kasih, Prof.  
Terakhir, mengesahkan alat bukti.  
Pemohon menambahkan P-7 sampai dengan P-9. 
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1073. KUSA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 46/PHPU.BUP-
XXIII/2025: SEPTIADI MAULIDIN [01:27:35]  
 

Mohon izin, Yang Mulia. Benar, Yang Mulia. 
 

1074. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:36]  
 

Betul? 
 

1075. KUSA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 46/PHPU.BUP-
XXIII/2025: SEPTIADI MAULIDIN [01:27:36]  
 

Betul, Yang Mulia. 
 

1076. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:37]  
 

Oke. Kalau benar, enggak usah minta izin. Enggak apa-apa, kalau 
benar.  

Kemudian Termohon, T-1 sampai dengan T-29.  
Kemudian, Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-29 juga? 
 

1077. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
46/PHPU.BUP-XXIII/2025: IRFAN PAKAYA [01:27:52] 
 

Benar Yang Mulia. 
 

1078. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27:53]  
 

Baik. Bawaslu PK.31-1 sampai dengan PK.31-18 ... 
 

1079. BAWASLU: AKIM E. MOKOAGOW [01:27:59] 
 

Benar, Yang Mulia. 
 

1080. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:00]  
 

semuanya sudah diverifikasi, diisahkan, ya.  
 
 
 
 

Baik. Ini namanya lancar begini ini.  
Sekarang yang keempat, Perkara Nomor 26, Kota Manado.  
Silakan, Termohon Kota Manado.  

 

KETUK PALU 3X 
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1081. KUASA HUKUM TERMOHON: FRENKIE SON LAKU [01:28:23]  
 

Mohon izin, Yang Mulia. 
 

1082. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:23]  
 

Silakan.  
 

1083. KUASA HUKUM TERMOHON: FRENKIE SON LAKU [01:28:24]  
 

Perkenankan kami membacakan Jawaban Termohon Perkara 
Nomor 26/PHP. 
 

1084. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:30]  
 

Ya. 
 

1085. KUASA HUKUM TERMOHON: FRENKIE SON LAKU [01:28:32]  
 

Jawaban Termohon lengkap 20 halaman, namun kami akan 
membacakan resume hanya beberapa lembar.  
 

1086. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:39]  
 

Oke. 
 

1087. KUASA HUKUM TERMOHON: FRENKIE SON LAKU [01:28:40]  
 

Pertama dalam Eksepsi. 
 

1088. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:42]  
 

Ya.  
 

1089. KUASA HUKUM TERMOHON: FRENKIE SON LAKU [01:28:42]  
 

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.  
Menurut Termohon, Pemohon tidak … Mahkamah Konstitusi 
tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan 
(…) 

 
1090. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:28:54]  

 
Saya kira Pemohon tidak berwenang … memang tidak berwenang 

Pemohon. 
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1091. KUASA HUKUM TERMOHON: FRENKIE SON LAKU [01:28:59]  
 

Siap, kemudian (…) 
 

1092. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:00]  
 

Ya, silakan. 
 

1093. KUASA HUKUM TERMOHON: FRENKIE SON LAKU [01:29:02]  
 

Berikut, Kedudukan Hukum Pemohon.  
Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki Legal Standing, 

karena selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait 
adalah 4,4% dari yang seharusnya hanya 1,5%. Sebab jumlah penduduk 
Kota Manado 464.808 jiwa.  
 

1094. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:28]  
 

Jadi … berapa tadi 44%?   
 

1095. KUASA HUKUM TERMOHON: FRENKIE SON LAKU [01:29:31]  
 

4,4%, Yang Mulia.  
 

1096. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:32]  
 

4,4%.  
 

1097. KUASA HUKUM TERMOHON: FRENKIE SON LAKU [01:29:33]  
 

Siap.  
 

1098. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:35]  
 

Ya, terus?  
 

1099. KUASA HUKUM TERMOHON: FRENKIE SON LAKU [01:29:36]  
 

C. Permohonan Pemohon tidak jelas (obscuur libel).  
 

1100. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:29:40]  
 

Kabur, ya. 
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1101. KUASA HUKUM TERMOHON: FRENKIE SON LAKU [01:29:41]  
 

Karena Pemohon tidak dapat menguraikan secara rinci hasil 
perolehan suara yang signifikan versi Pemohon dengan hasil yang … 
Termohon.  

Kemudian yang kedua dalam Pokok Permohonan.  
a. Hasil pemilihan sesuai dengan Surat Keputusan KPU Kota 

Manado Nomor 887 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil 
Pemilihan Wali Kota dan Wali Kota Manado Berdasarkan 
D.Hasil Kabupaten/Koda … Kota T-7 dengan tabel sebagai 
berikut, dianggap dibacakan.  

 
1102. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:22]  

 
Ya.  

 
1103. KUASA HUKUM TERMOHON: FRENKIE SON LAKU [01:30:23]  

 
b. Diskualifikasi Pihak Terkait. Dalil Pemohon meminta agar 

Paslon Nomor Urut 1 didiskualifikasi sebagai Calon Wali kota 
dan Wakil Wali kota berdasarkan Undang-Undang Pemilihan 
Pasal 71 ayat (3). Dikenai sanksi pembatalan atau 
diskualifikasi. Bahwa untuk menuju ke sana, pembuktiannya … 
mem … harus berada dalam penanganan pelanggaran 
administrasi pemilihan yang merupakan kewenangan Bawaslu 
pada saat menerima laporan.  

c. Terkait dengan dugaan ketidaknetralan. Bahwa dalil Pemohon, 
yang mengatakan bahwa mobilisasi ASN, P3K, mobilisasi 
tenaga kerja, tenaga harian lepas, ketua-ketua lingkungan 
pada lingkup pemerintah kota, pegawai BUMD yang ada di PD 
Pasar Kota Manado dan PDAM Wenang Manado, menurut 
Termohon adalah tidak tepat dan keliru jika dikaitkan dengan 
tugas dan kewenangan Termohon, karena merupakan 
kewenangan dari lembaga lain, dan juga Permohon tidak 
pernah menerima … Termohon tidak pernah menerima 
rekomendasi dari lembaga lain berkaitan dengan hal ini.  

 
1104. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:30:53]  

 
Oke. 

 
1105. KUASA HUKUM TERMOHON: FRENKIE SON LAKU [01:30:54]  

 
d. Terkait adanya politik uang. Termohon sampaikan dengan 

tegas bahwa tidak ada politik uang yang terjadi pada saat itu. 
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1106. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:04]  
 

Oke.  
 

1107. KUASA HUKUM TERMOHON: FRENKIE SON LAKU [01:32:05]  
 

Mohon izin, membacakan satu lembar ini karena menurut kami 
penting sekali, Yang Mulia. 
 

1108. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:32:10]  
 

Ya.  
 

1109. KUASA HUKUM TERMOHON: FRENKIE SON LAKU [01:32:11]  
 

Bahwa dari semua dalil yang diuraikan Pemohon dalam Pokok 
Permohonan, tidak satu pun yang mempersoalkan terkait dengan 
kewenangan Termohon dan tidak menyinggung terkait proses perolehan 
hasil dalam pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta 
rekapitulasi hasil penghitungan suara, baik di tingkat kecamatan hingga 
tingkat Kota Manado. Sehingga proses penetapan perolehan hasil suara 
Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado Tahun 2024, 
sebagaimana telah dituangkan dalam Keputusan KPU Kota Manado 
Nomor 887 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota 
dan Wakil Wali Kota Manado agar dinyatakan sah.  

Terakhir Petitum. 
 

1110. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:33:05]  
 

Ya.  
 

1111. KUASA HUKUM TERMOHON: FRENKIE SON LAKU [01:33:06]  
 

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon 
memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk 
menjatuhkan putusan sebagai berikut.  

Dalam Eksepsi. 
Mengabulkan Eksepsi Termohon.  
Dalam Pokok Perkara.  
Pertama, menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 
Kedua, menyatakan sah secara hukum Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 887 Tahun 2024 tentang 
Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota 
Manado Tahun 2024, tertanggal 3 Desember 2024.  
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Ketiga, menetapkan perolehan suara akhir hasil Pemilihan Wali 
Kota dan Wakil Wali Kota Manado Tahun 2024 yang benar adalah 
sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan. 
 

1112. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:13]  
 

Oke.  
 

1113. KUASA HUKUM TERMOHON: FRENKIE SON LAKU [01:34:14]  
 

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon 
putusan yang seadil-adilnya.  

Burung irian burung cendrawasi, cukup sekian dan terima kasih. 
 

1114. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:26]  
 

Waduh. Ini Termohon Prinsipal yang mahal itu pantunnya, nih.  
Baik, sekarang Pihak Terkait. 

 
1115. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 

26/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RANGGA TRIANGGARA 
PAONGANAN [01:34:39]  
 

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamuallaikum wr. wb.  
 

1116. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:34:42]  
 

Waalaikumsalam. 
 

1117. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
26/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RANGGA TRIANGGARA 
PAONGANAN [01:34:44]  
 

Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu, namo 
buddhaya, salam kebajikan. Perkenankan kami pada kesempatan ini 
mewakili Prinsipal Andrei Angouw dan Richard Sualang, akan 
memberikan Keterangan sebagai Pihak Terkait. Hal-hal yang tidak kami 
bacakan kiranya diperkenankan dianggap dibacakan, Yang Mulia. 
 

1118. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:04]  
 

Ya.  
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1119. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
26/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RANGGA TRIANGGARA 
PAONGANAN [01:35:05]  
 

Pertama, dalam Eksepsi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, 156-
157 dianggap dibacakan. 
 

1120. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:14]  
 

Ya. 
 

1121. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
26/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RANGGA TRIANGGARA 
PAONGANAN [01:35:15]  
 

Kemudian, pada dasarnya bahwa dalil-dalil yang dipermasalahkan 
oleh Pemohon, menurut kami sebagai Pihak Terkait, bukan merupakan 
kewenangan dari Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa mengadil dan 
memutus karena pada dasarnya sesuai dengan PMK Nomor 3/2024 tidak 
satu pun dalil Pemohon atau Permohonan Pemohon yang mendalilkan 
terkait kesalahan hasil pengitungan suara. 
 

1122. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:45]  
 

Ya.  
 

1123. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
26/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RANGGA TRIANGGARA 
PAONGANAN [01:35:46]  
 

Selanjutnya Eksepsi terkait Kedudukan Hukum Pemohon. Ambang 
batas berdasarkan 158, Yang Mulia (…) 
 

1124. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:57]  
 

Itu (…) 
 

1125. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
26/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RANGGA TRIANGGARA 
PAONGANAN [01:35:57]  
 

Berdasarkan jumlah (..) 
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1126. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:35:58]  
 

Itungannya Termohon sama itu? 
 

1127. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
26/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RANGGA TRIANGGARA 
PAONGANAN [01:35:59]  
 

Sama dengan Pihak Permohon (...) 
 

1128. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:03] 
 

4,4%? 
 

1129. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
26/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RANGGA TRIANGGARA 
PAONGANAN [01:36:03] 
 

Selisihnya 9.721, atau sebesar 4,4%. 
 

1130. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:36:07] 
 
 Oke. 
 

1131. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
26/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RANGGA TRIANGGARA 
PAONGANAN [01:36:09] 
 

Kemudian, terkait … Pokok Permohonan Pemohon, pad … terkait 
Permohonan Pemohon pada halaman 11, angka 11, meminta untuk 
Mahkamah menunda dan mengenyampingkan syarat formil 158. 
Menurut kami bahwa itu … hal tersebut tidak relevan, untuk dikaitkan 
dengan perkara a quo. Karena pada dasarnya bahwa perkara-perkara 
sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon, itu tidak mempunyai 
alasan hukum yang sama, karakteristik perkara yang sama, dan juga 
peristiwa hukum yang sama. Sehingga tidak layak untuk dijadikan 
yurispridensi.  

Contohnya, Yang Mulia, terkait PHP 21 di Parepare, penundaan 
pemberlakuan ambang batas itu dilakukan karena masih menyisakan 
permasalahan dalam proses pemungutan. Begitu juga PHP Nomor 84 di 
Nabire. Kemudian PHP 132 di Boven Digoel dan seterusnya, di Sabu 
Raijuwa dan seterusnya, di Yalimo. Itu menurut Pihak Terkait secara 
kauis … kasuistik, tidak ditemukan dalam proses penetapan perolehan 
suara Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado 2024. 
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1132. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:22] 
 
 Ya, selebihnya jangan panjang-panjang (…) 
 

1133. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
26/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RANGGA TRIANGGARA 
PAONGANAN [01:37:23] 
 

Yang telah dilakukan dengan mekanisme yang sah. 
 

1134. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:37:27] 
 

Ya. 
 

1135. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
26/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RANGGA TRIANGGARA 
PAONGANAN [01:37:27] 
 

Kemudian selanjutnya, Yang Mulia.  
Terkait Permohonan Pemohon, tidak jelas, (obscuur libel). Selain 

tidak ada dalil terkait kesalahan hasil penghitungan suara, juga menurut 
kami sebagai Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak cermat dan keliru 
mendalilkan telah terjadi pelanggaran TSM. Sedangkan norma yang 
dijadikan rujukan adalah Pasal 71 ayat (3). Yang secara jelas, bukan 
merupakan norma yang mengatur tentang pelanggaran TSM, yang diatur 
di dalam Pasal 73 ayat (1), ayat (2) juncto Pasal 135A. 
 

1136. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:06] 
 
 Ya. 
 

1137. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
26/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RANGGA TRIANGGARA 
PAONGANAN [01:38:07] 
 

Kemudian antara Posita dan Petitum Permohonan Pemohon, 
terdapat inkonsistensi. Dimana dalam Positanya, mendalilkan terjadi 
pelanggaran yang bersifat TSM, dan sanksinya pembatalan atau 
diskualifikasi. Tetapi dalam Petitum alternatifnya, memohon kepada 
Mahkamah untuk melakukan P … pemungutan suara ulang atau PSU, 
tanpa membatalkan atau mendiskualifikasi Pihak Terkait. 
 

1138. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:33] 
 
 Ya. 
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1139. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
26/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RANGGA TRIANGGARA 
PAONGANAN [01:38:34] 
 

Artinya bahwa inkonsistensi tersebut, dapat dimaknai bahwa 
Pemohon secara sadar … secara sadar meyakini bahwa Pihak Terkait, 
tidak melakukan pelanggaran TSM atau setidak-tidaknya memiliki 
keraguan. 
 

1140. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:46] 
 

Minta diulangi, secara apa tadi? 
 

1141. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
26/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RANGGA TRIANGGARA 
PAONGANAN [01:38:52] 
 

Secara sadar. 
 

1142. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:38:55] 
 
 Ngomongnya kayak anu ... syadar. 
 

1143. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
26/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RANGGA TRIANGGARA 
PAONGANAN [01:39:00] 
 

Mohon untuk dipertimbangkan, Yang Mulia. Bahwa (…) 
 

1144. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:02] 
 

Ya. Yang dipertimbangkan syadarnya, itu? 
 

1145. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
26/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RANGGA TRIANGGARA 
PAONGANAN [01:39:02] 
 

Ada inkonsistensi antara Posita dan Petitum (…) 
 

1146. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:07] 
 

Ya, silakan. 
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1147. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
26/PHPU.WAKO-XXIII/2025: RANGGA TRIANGGARA 
PAONGANAN [01:39:07] 
 

Oke. Selanjutnya dalam Pokok Permohonan akan disampaikan 
oleh rekan saya. 
 

1148. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:12] 
 
 Baik, silakan. 
 

1149. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
26/PHPU.WAKO-XXIII/2025: STEIVEN BERNADINO ZEEKEON 
[01:39:17] 
 

Izin melanjutkan, Yang Mulia. 
 

1150. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:39:19] 
 
 Ya. 
 

1151. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
26/PHPU.WAKO-XXIII/2025: STEIVEN BERNADINO ZEEKEON 
[01:39:19] 
 

Dalam Pokok Permohonan.  
Bahwa Pihak Terkait menolak secara tegas seluruh dalil-dalil 

Permohonan kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui 
kebenarannya oleh Pihak Terkait. 

Keterangan Pihak Terkait terhadap Program Pasar Murah. Bahwa 
berkaitan dengan Program Pasar Murah, sebagaimana Pokok 
Permohonan Pemohon, maka Pihak Terkait memberikan keterangan. 
Bahwa di awal Pokok Permohonannya terkait dengan program pasar 
murah, pada halaman 13, Pemohon menyampaikan dalil Permohonan 
dengan judul Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah petahana yang telah 
melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (3) dan sanksinya pembatalan 
sebagaimana calon, adalah tidak tepat, dengan kerangka berpikir yang 
premature.  

Oleh karena Pasal 71 ayat (3) dianggap dibacakan. Seterusnya, 
bahwa ketentuan dalam Pasal 71 ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang 
Pemilihan tersebut, ketika ditelaah berada dalam Bab 11 tentang 
Kampanye, dan bagian kelima tentang larangan dalam kampanye. 
Artinya penggunaan ketentuan pada pasal tersebut, yakni dalam konteks 
kampanye.  
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Dalam Permohonan a quo, Permohon tidak menunjukkan, 
menjelaskan, dan menguraikan, apakah terdapat suatu bentuk 
kampanye dari kegiatan pasar murah yang dilaksanakan. Sedangkan 
berdasarkan definisi kampanye, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 
21 Undang-Undang Pemilihan, yaitu kegiatan untuk meyakinkan pemilih 
dengan menawarkan visi, misi, dan program calon gubernur, calon wakil 
gubernur, calon bupati, dan calon wakil bupati, serta calon wali kota, dan 
calon wakil wali kota.  

Bahwa faktanya juga, Pihak Terkait pada masa kampanye tidak 
pernah mendatangi lokasi pasar murah dan melakukan kegiatan 
kampanye. Yaitu berupa penyampaian visi, misi, dan program, baik 
penyampaian verbal secara langsung kepada masyarakat, ajakkan 
memilih maupun membagikan bahan kampanye, dan/atau alat peraga 
kampanye.  

Bahwa seluruh dalil terkait pasar murah yang disampaikan 
Pemohon merupakan (…)  
 

1152. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:07] 
 

Ya, itu yang mengenai pasar murah, yang seterusnya dianggap 
dibacakan.  
 

1153. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
26/PHPU.WAKO-XXIII/2025: STEIVEN BERNADINO ZEEKEON 
[01:41:11] 
 

Ya.  
 

1154. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:11] 
 

Terus?  
 

1155. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
26/PHPU.WAKO-XXIII/2025: STEIVEN BERNADINO ZEEKEON 
[01:41:11] 
 

Izin, Majelis. Untuk pasar murah ini sudah dilaporkan oleh, atas 
nama Muhamad Iqbal Musa (…) 
 

1156. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:18] 
 

Ya.  
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1157. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
26/PHPU.WAKO-XXIII/2025: STEIVEN BERNADINO ZEEKEON 
[01:41:18] 
 

Di Bawaslu Kota Manado.  
 

1158. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:19] 
 

Ya.  
 

1159. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
26/PHPU.WAKO-XXIII/2025: STEIVEN BERNADINO ZEEKEON 
[01:41:19] 
 

Dan laporan dinyatakan tidak terbukti sebagai pelanggaran 
pemilihan.  
 

1160. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:23] 
 

Oke.  
 

1161. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
26/PHPU.WAKO-XXIII/2025: STEIVEN BERNADINO ZEEKEON 
[01:41:23] 
 

Ada di Bukti PT-6 (…)  
 

1162. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:25] 
 

Ya.  
 

1163. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
26/PHPU.WAKO-XXIII/2025: STEIVEN BERNADINO ZEEKEON 
[01:41:25] 
 

Dan PT-7, Majelis.  
 

1164. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:26] 
 

Ya. Kemudian (…)  
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1165. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
26/PHPU.WAKO-XXIII/2025: STEIVEN BERNADINO ZEEKEON 
[01:41:27] 
 

Juga dan (…)  
 

1166. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:27] 
 

Dalil hal berikutnya?  
 

1167. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
26/PHPU.WAKO-XXIII/2025: STEIVEN BERNADINO ZEEKEON 
[01:41:30] 
 

Juga terkait pelanggaran administrasi TSM, juga sudah dilaporkan 
di Bawaslu oleh Pemohon. Dan hasil kajian dari Bawaslu bahwa laporan 
tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formil.  
 

1168. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:44] 
 

Oke.  
 

1169. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
26/PHPU.WAKO-XXIII/2025: STEIVEN BERNADINO ZEEKEON 
[01:41:44] 
 

Minta maaf … syarat materiil. Itu bisa dilihat dalam Bukti PT-8, 
Majalis.  
 

1170. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:41:49] 
 

Oke, terus?  
 

1171. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
26/PHPU.WAKO-XXIII/2025: STEIVEN BERNADINO ZEEKEON 
[01:41:51] 
 

Bahwa terkait dengan konflik kepentingan Pjs Wali Kota Manado 
adahal … adalah hal yang abstrak dan tidak mendasar untuk ditanggapi 
lebih jauh, mengingat Pemohon juga tidak melampirkan bukti 
pendukung dan tidak menguraikan secara konkret hubungannya dengan 
hasil perolehan suara, bahkan tidak pernah melaporkan hal tersebut ke 
Bawaslu. Jika, memang hal tersebut merupakan dugaan pelanggaran 
pemilihan.  
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1172. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:13] 
 

Ya.  
 

1173. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
26/PHPU.WAKO-XXIII/2025: STEIVEN BERNADINO ZEEKEON 
[01:42:14] 
 

Bahwa terkait dalil Pemohon yang menyatakan adanya kesamaan 
lokasi antara kegiatan pasar murah dan kegiatan kampanye Pihak 
Terkait, sehingga terindikasi adanya kampanye terselubung adalah hal 
yang mengada-ada, cenderung dipaksakan dan tidak mendasar. Karena 
pada dasarnya tidak ada aturan yang melarang kegiatan kampanye 
dilaksanakan berdekatan dengan kegiatan pasar murah. Selain itu juga, 
seluruh kegiatan kampanye Pihak Terkait telah menambahkan izin dari 
pihak yang berwenang (Bukti PT-9 sampai PT-22) Majalis.  
 

1174. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:42:44] 
 

Ya.  
 

1175. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
26/PHPU.WAKO-XXIII/2025: STEIVEN BERNADINO ZEEKEON 
[01:42:45] 
 

Dan di setiap kegiatan kampanye, Pihak Terkait selalu 
mendapatkan pengawasan dari Pihak Bawaslu. Jika kemudian, Pemohon 
mendalilkan adanya kampanye terselubung, seharusnya Pemohon bisa 
menjelaskan seperti apa wujud konkret dari kampanye terselubung 
tersebut atau setidak-tidaknya ditemukan pelanggaran atau “kampanye 
terselubung” oleh instansi berwenang yaitu Bawaslu dan jajarannya, 
pada setiap kegiatan kampanye Pihak Terkait yang berdekatan dengan 
kegiatan pasar murah.  
 

1176. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:13] 
 

Ya. Ya, terakhir money politics saja, ada enggak itu? 
 

1177. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
26/PHPU.WAKO-XXIII/2025: STEIVEN BERNADINO ZEEKEON 
[01:43:18] 
 

Siap, Menjelis. Untuk Keterangan Pihak Terkait terhadap politik 
uang yang terjadi secara TSM. 
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1178. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:43:26] 
 

Ya.  
 

1179. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
26/PHPU.WAKO-XXIII/2025: STEIVEN BERNADINO ZEEKEON 
[01:43:26] 
 

Bahwa dalam halaman 24, angka 45, Pokok Permohonan. 
Pemohon menyebutkan telah membentuk tim pemenangan yang 
dibuktikan dengan P-50 dan P-51. Setelah Pemohon melakukan inzage 
terhadap bukti Pemohon, ternyata grup WA dalam “Kopasus”, 
sebagaimana tercantum dalam daftar alat bukti Pemohon bertuliskan 
Keluarga Tuminting dan Keluarga Wenang, yang sangat tidak mendasar. 
Kemudian, disimpulkan sebagai grup WA tim pemenangan Pihak Terkait.  
Mengingat siapa saja dapat membuat grup WA, seharusnya Pemohon 
dapat menjelaskan korelasi gup WA yang dimaksud dengan aktivitas tim 
pemenangan, sehingga tidak relevan untuk ditangkapi lebih jauh.  

 
1180. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:44:06]  

 
Ya, terakhir Petitumnya, silakan.  
 

1181. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
26/PHPU.WAKO-XXIII/2025: STEIVEN BERNADINO ZEEKEON 
[01:44:11]  
 

Siap, Majelis.  
Petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak 

Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan 
putusan sebagai berikut.  

Dalam Eksepsi.  
1. Menerima Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.  
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.  
Dalam Pokok Permohonan.  
1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.  
2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan KPU Kota 

Manado Nomor 533 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan 
Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota 
Manado Tahun 2024.  

3. Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi 
Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 534 Tahun 2024 
tentang Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilihan Wali Kota 
dan Wakil Wali Kota Manado Tahun 2024.  
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4. Menyatakan sah dan tetap berlaku surat Keputusan KPU Kota 
Manado Nomor  887 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil 
Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado Tahun 2014, 
tanggal 3 Desember 2024.  

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi 
berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.  

Demikian, Keterangan Pihak Terkait, sudah ditandatangani oleh 
Kuasa Hukum Pihak Terkait.  

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.  
 

1182. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:22]  
 

Baik, terima kasih.  
Terakhir untuk perkara ini, Bawaslu.  
 

1183. BAWASLU: BRILLIANT JOHANES MAENGKO [01:45:28]  
 

Siap. 
 

1184. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:29]  
 

Ya, ini kita minta Pihak Terkait itu pemenangnya adalah petahana, 
ya. Ada persoalan enggak?  

 
1185. BAWASLU: BRILLIANT JOHANES MAENGKO [01:45:39]  

 
Izin, Yang Mulia, kami bacakan resume kami, bisa, ya?  
 

1186. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:43]  
 

Resumennya, ya. Berapa halaman itu?  
 

1187. BAWASLU: BRILLIANT JOHANES MAENGKO [01:45:44]  
 

3, Yang Mulia.  
 

1188. ETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:45]  
 

Silakan.  
 

1189. BAWASLU: BRILLIANT JOHANES MAENGKO [01:45:47]  
 

Assalamualaikum wr. wb.  
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1190. ETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:50]  
 

Wassalamualaikum. 
 

1191. BAWASLU: BRILLIANT JOHANES MAENGKO [01:45:52]  
 

Mohon izin, kami Bawaslu Kota Manado menyampaikan 
Keterangan, hanya pokok-pokoknya saja. 

 
1192. ETUA: ARIEF HIDAYAT [01:45:57]  

 
Ya. 
 

1193. BAWASLU: BRILLIANT JOHANES MAENGKO [01:45:57]  
 

Yang tidak kami bacakan, mohon, Yang Mulia, dianggap 
dibacakan.  

 
1194. ETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:00]  

 
Berapa halaman seluruhnya, sebetulnya? 
 

1195. BAWASLU: BRILLIANT JOHANES MAENGKO [01:46:02]  
 

Seluruhnya 43 halaman, Yang Mulia.  
 

1196. ETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:04]  
 

Oke, ya. Silakan. 
 

1197. BAWASLU: BRILLIANT JOHANES MAENGKO [01:46:06]  
 

Baik. Yang pertama, bahwa Pemohon yang pada pokoknya 
mendalilkan Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wali Kota Manado 
Tahun 2024, menurut Pemohon pada halaman 12 angka 12 hingga 14. 
Terhadap dalil tersebut, Bawaslu Kota Manado menerangkan sebagai 
berikut.  

Yang pertama, bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan 
Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran 
pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan. 

Yang selanjutnya. Bahwa Bawaslu Kota Manado telah melakukan 
pengawasan pada Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilihan Wali 
Kota dan Wakil Wali Kota Manado dan Bawaslu Kota Manado telah 
melakukan pengawasan tersebut dengan hasil dianggap dibacakan, Yang 
Mulia.  
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1198. ETUA: ARIEF HIDAYAT [01:46:46]  
 

Ya. 
 

1199. BAWASLU: BRILLIANT JOHANES MAENGKO [01:46:47]  
 

Kami dalam hal ini mengajukan Bukti PK-30.12-1 sampai dengan 
PK-30.12-2. 

Selanjutnya, yang kedua, bahwa Pemohon yang pada pokoknya 
mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah merupakan calon 
petahana dan telah melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (3) dan 
sanksinya pembatalan dan program pasar murah. Untuk itu, kami 
Bawaslu Kota Manado menerangkan sebagai berikut. 

Tindak lanjut laporan dan temuan yang berkenaan dengan Pokok 
Permohonan.  

Yang pertama, terdapat satu laporan di Bawaslu Kota Manado. 
Bawaslu Kota Manado telah menerima laporan dugaan pelanggaran 
pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 013 pada tanggal 11 
Oktober 2024, dengan pelapor Muhammad Iqbal Musa. Yang pada 
pokoknya melaporkan terkait dengan dugaan pelanggaran yang 
dilakukan oleh Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado 
Calon Nomor Urut 1. Dengan hasil kajian laporan yang dimaksud, pada 
pokoknya tidak dapat kita teruskan, karena tidak terpenuhinya unsur 
menggunakan kewenangan program dan kegiatan yang menguntungkan 
atau merugikan salah satu pasangan calon, sehingga laporan tersebut 
tidak kami tindak lanjuti.  

Kemudian bahwa Bawaslu Kota Manado, telah melakukan 
pengawasan di beberapa Kecamatan se-Kota Manado. Sebagaimana 
yang didalilkan oleh Pemohon pada kegiatan pasar murah yang 
berdekatan dengan kegiatan kampanye dari Pasangan Calon Wali Kota 
Dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 1, berdasarkan hasil pengawasan 
jajaran Bawaslu Kota Manado, kegiatan pasar murah tidak berbarengan 
dengan kegiatan kampanye dari Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil 
Wali Kota Nomor Urut 1.  

Kemudian yang selanjutnya, ada terkait dengan laporan TSM di 
Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara yang dilaporkan oleh pelapor. Bahwa 
Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menerima laporan pelanggaran TSM 
tersebut pada tanggal 2 Desember 2024. Terhadap Permohonan 
tersebut, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara mengeluarkan Putusan Nomor 
01 dan seterusnya dianggap dibacakan, pada tanggal 5 Desember 2024.  
Yang pada pokoknya diajukan oleh Pemoho ... pelapor terjadi 9 
kecamatan dari 11 kecamatan, sehingga telah memenuhi 50% se-Kota 
Manado. Namun, bukti a quo tidak dapat dikategorikan sebagai 
perbuatan calon, berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau 
materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau 
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pemilih. Sehingga, dari uraian pelanggaran tersebut, bukanlah 
merupakan objek pemeriksaan pelanggaran administrasi pemilihan TSM.  

Bahwa hasil pemeriksaan pendahuluan laporan tersebut 
diputuskan, menyatakan laporan tidak ditindaklanjuti. Nah, dalam hal ini 
kami mengajukan Bukti PK-30.12-3 sampai dengan 34.  

Untuk selanjutnya, izin, Yang Mulia, akan disampaikan oleh 
sahabat saya, Kordiv Hukum.  

  
1200. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:49:32]  

 
Oke, silakan.  
 

1201. BAWASLU: ABDUL GAFUR SUBAER [01:49:36]  
 
Terima kasih, Yang Mulia.  
Selanjutnya, kami teruskan bahwa Pemohon yang pada pokoknya 

mendalilkan mobilisasi ASN, P3K, THL, Ketua Lingkungan, Pegawai 
BUMD, dan Staf Khusus Wali Kota. Tindak lanjut laporan dan temuan 
yang berkenan dengan Pokok Permohonan. Jadi, untuk  ... mo ... 
netralitas ini, Yang Mulia, kita ada total 8 laporan.  

 
1202. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:09]  

 
Ya.  
 

1203. BAWASLU: ABDUL GAFUR SUBAER [01:50:10]  
 
Yang kami tangani di Bawaslu Kota Manado. Terdapat 2 laporan 

netralitas ASN, yang kami teruskan ke BKN.  
 

1204. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:17]  
 
Ya. 
 

1205. BAWASLU: ABDUL GAFUR SUBAER [01:50:17]  
 
Tapi sampai hari ini (...) 
 

1206. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:19]  
 
Belum ada keputusan (...) 
 

1207. BAWASLU: ABDUL GAFUR SUBAER [01:50:19]  
 
Kami belum mendapatkan balasan dari  (...) 
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1208. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:22]  
 
Ya. 
 

1209. BAWASLU: ABDUL GAFUR SUBAER [01:50:22]  
 
(suara tidak terdengar jelas) atau hasil tindak lanjut.  
 

1210. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:23]  
 
Ya.  
 

1211. BAWASLU: ABDUL GAFUR SUBAER [01:50:24]  
 
Yang kedua. Terkait Ketua Lingkungan, dari 4 laporan yang kami 

tangani. 3 laporan kami sudah mendapatkan tindak lanjut, 1 laporan 
sampai hari ini kami belum mendapatkan hasil tindak lanjut, dari Pjs Wali 
Kota.  

 
1212. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:38] 

 
Ya.  
 

1213. BAWASLU: ABDUL GAFUR SUBAER [01:50:39]  
 
Selanjutnya untuk PDAM, Perumda, itu PDAM, Yang Mulia. Ada 1 

laporan tidak bisa ditindaklanjuti, karena tidak memilih unsur, Yang 
Mulia.  

 
1214. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:50:52]  

 
Ya.  
 

1215. BAWASLU: ABDUL GAFUR SUBAER [01:50:52]  
 
Selanjutnya, yang terakhir Staf Khusus Wali Kota Manado, ada 1 

laporan. Juga sama, tidak bisa kami tindak lanjuti.  
Yang terakhir, Yang Mulia. Bahwa Pemohon yang pada pokoknya 

mendalilkan politik uang atau money politics. Terjadi secara terstruktur, 
sistematis, dan masif dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, ini 
ada di halaman 24, angka 45-50. Terhadap dalil tersebut, Bawaslu Kota 
Manado menerangkan sebagai berikut.  

Tindak lanjut laporan dan temuan yang berkenaan dengan Pokok 
Permohonan. Total laporan untuk money politics kita, ada 7 laporan, 
Yang Mulia, yang kami tangani. Terdapat 2 laporan yang diteruskan 
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menjadi laporan kepolisian di tingkat penyidikan, juga sudah dikeluarkan 
SP3, dengan alasan kedaluwarsa. Karena memang pada saat dipanggil 
klarifikasi oleh penyidik, tidak bisa hadir, Yang Mulia. 
 

1216. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:54]  
 
Ya.  
 

1217. BAWASLU: ABDUL GAFUR SUBAER [01:51:54]  
 
Jadi statusnya sampai 14 hari masa penanganan (...) 
 

1218. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:51:58]  
 
Kedaluwarsa, ya (...) 
 

1219. BAWASLU: ABDUL GAFUR SUBAER [01:51:58]  
 
Kedaluwarsa, ya. Terdapat satu laporan tidak bisa kami lan … 

tindaklanjuti, Yang Mulia. Karena, waktu penyampaiannya kedaluwarsa 
kepada kami, begitu.  

 
1220. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:08]  

 
Oke. 
 

1221. BAWASLU: ABDUL GAFUR SUBAER [01:52:08]  
 
Baru selanjutnya ada laporan yang juga … tidak bisa ditindaklajui 

… tindaklanjuti, karena tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan.  
 

1222. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:20]  
 
Oke, cukup?  
 

1223. BAWASLU: ABDUL GAFUR SUBAER [01:52:22]  
 
Demikian, Yang Mulia.  
 

1224. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:52:23]  
 
Ya. Baik, terima kasih. Prof. Enny, ada? Silakan, Prof.  
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1225. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:52:30]  
 
Baik, ini saya singkat saja. Ini ada 4 Paslon dukungan partai 

politiknya seperti apa? Bisa dijelaskan dari Termohon, Paslon 1 didukung 
oleh Parpol mana saja? Ya, silakan.  

 
1226. KUASA HUKUM TERMOHON: FRENKIE SON LAKU [01:52:58]  

 
Paslon Nomor 1, didukung oleh PDIP.  
 

1227. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:53:05]  
 
Ya. 
 

1228. KUASA HUKUM TERMOHON: FRENKIE SON LAKU [01:53:05]  
 
Paslon Nomor 2, didukung oleh PAN (…) 
 

1229. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:53:09]  
 
Ya. 
 

1230. KUASA HUKUM TERMOHON: FRENKIE SON LAKU [01:53:09]  
 
Dan Gerindra.  
 

1231. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:53:13]  
 
Lanjut. 
 

1232. KUASA HUKUM TERMOHON: FRENKIE SON LAKU [01:53:14]  
 
Paslon Nomor 3, didukung oleh Partai Nasdem, Partai Golkar, dan 

Partai Solidaritas Indonesia.  
 

1233. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:53:23]  
 
Oke, yang Nomor 4? 
 

1234. KUASA HUKUM TERMOHON: FRENKIE SON LAKU [01:53:24]  
 
Paslon 4, didukung oleh Partai Demokrat.  
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1235. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:53:28]  
 
Demokrat saja, ya? 
 

1236. KUASA HUKUM TERMOHON: FRENKIE SON LAKU [01:53:30]  
 
Siap.  
 

1237. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:53:31]  
 
Baik, terima kasih.  
 

1238. KUASA HUKUM TERMOHON: FRENKIE SON LAKU [01:53:32]  
 
Terima kasih, kembali.  
 

1239. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:34]  
 
Ya, terima kasih, Prof. 
Ya. Saya mengesahkan bukti.  
 

1240. KUASA HUKUM TERMOHON: FRENKIE SON LAKU [01:53:45]  
 

Mohon izin (…) 
 

1241. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:46]  
 
Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-8. Termohon, 

betul?  
 

1242. KUASA HUKUM TERMOHON: FRENKIE SON LAKU [01:53:54]  
 
Benar, Yang Mulia.  
 

1243. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:53:55]  
 
Baik. Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-24?  
 

1244. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
26/PHPU.WAKO-XXIII/2025: STEIVEN BERNADINO ZEEKEON 
[01:54:01]  

 
Benar, Yang Mulia.  
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1245. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:02]  
 
Oke. Kemudian Bawaslu PK-30.12-1 sampai dengan PK.30.12-96?  
 

1246. BAWASLU: BRILLIANT JOHANES MAENGKO [01:54:11]  
 
Ya, benar, Yang Mulia.  
 

1247. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:12]  
 
Semuanya sudah diverifikasi, disahkan.  
 
 
 
 
Ya. 
 

1248. KUASA HUKUM TERMOHON: FRENKIE SON LAKU [01:54:17]  
 
Mohon izin, Yang Mulia.  
 

1249. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:18]  
 
Dari mana ini?  
 

1250. KUASA HUKUM TERMOHON: FRENKIE SON LAKU [01:54:19]  
 
Termohon. 
 

1251. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:20]  
 
Ya, kenapa?  

 
1252. KUASA HUKUM TERMOHON: FRENKIE SON LAKU [01:54:22]  

 
Mohon izin untuk melakukan ren … renvoi di Petitum. Petitum (…) 
 

1253. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:21]  
 
Oh, renvoi di Petitum, keterangannya?  
 

1254. KUASA HUKUM TERMOHON: FRENKIE SON LAKU [01:54:30]  
 
Yang kedua.  
 

KETUK PALU 1X 
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1255. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:31]  
 
Ya, gimana?  
 

1256. KUASA HUKUM TERMOHON: FRENKIE SON LAKU [01:54:34]  
 
Tertulis di situ, menyatakan secara sah Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Kami ubah menjadi 
Komisi Pemilihan Umum Kota Manado.  

 
1257. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:52]  

 
Oke.  
 

1258. KUASA HUKUM TERMOHON: FRENKIE SON LAKU [01:54:54]  
 
Hanya itu. Terima kasih, Yang Mulia.  
 

1259. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:54:55]  
 
Ya, baik.  
Sekarang Perkara 92. Ini Prof Anwar ke toilet, saya rasanya juga 

ingin, enggak ada ember di sini. Jadi, ya enggak usah istirahat, tinggal 
satu kita tahan, ya. 

Baik, 92. KPU Kabupaten Minahasa, silakan.  
 

1260. KUASA HUKUM TERMOHON: MAKRIFAT PUTRA [01:55:25] 
 
Terima kasih, Yang Mulia. Sebelumnya, sebelum kami 

membacakan ataupun menyampaikan pokok-pokok dari jawaban kami. 
Mohon izin kami memohonkan renvoi, Yang Mulia.  

 
1261. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:55:38]  

 
Ya, di mana yang direnvoi?  
 

1262. KUASA HUKUM TERMOHON: MAKRIFAT PUTRA [01:55:40] 
 
Di halaman 5, pada butir 5, Yang Mulia.  
 

1263. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:55:44]  
 
Halaman 5, butir 5.  
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1264. KUASA HUKUM TERMOHON: MAKRIFAT PUTRA [01:55:45] 
 
Ya. Di situ … di, kalau dari bawah baris keempat, Yang Mulia.  
 

1265. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:55:49]  
 
Ya. 
 

1266. KUASA HUKUM TERMOHON: MAKRIFAT PUTRA [01:55:49] 
 
Itu disebutkan tahun 2004, Itu mohon diganti dengan tanggal 4 

Desember 2024, pukul 07.44 WITA.  
 

1267. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:00]  
 
 Ya.  
 

1268. KUASA HUKUM TERMOHON: MAKRIFAT PUTRA [01:56:01]  
 

WITA.   
Kemudian yang kedua, Yang Mulia. Di Petitum (…) 
 

1269. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:07]  
 
 Ya.  
 

1270. KUASA HUKUM TERMOHON: MAKRIFAT PUTRA [01:56:08]  
 
Di butir … dalam Pokok Perkara, butir kedua. Di situ disebutkan 

kata nomor dua kali, mohon dicoret, cuma satu, Yang Mulia. 
 

1271. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:17]  
 
 Ya.  
 

1272. KUASA HUKUM TERMOHON: MAKRIFAT PUTRA [01:56:18]  
 
Kemudian setelah kata tahun 2070 … kata tahun ada 2024, Yang 

Mulia. 
 

1273. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:27]  
 
 Oke. 
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1274. KUASA HUKUM TERMOHON: MAKRIFAT PUTRA [01:56:28]  
 
Ditambah Tahun 2024. Itu saja, Yang Mulia. 
 

1275. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:31]  
 
 Ya, sekarang (…) 
 

1276. KUASA HUKUM TERMOHON: MAKRIFAT PUTRA [01:56:32]  
  
Mohon izin.  
Ya. Siap, Yang Mulia. 
 

1277. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:34]  
 
 Ada Eksepsi? 
 

1278. KUASA HUKUM TERMOHON: MAKRIFAT PUTRA [01:56:36]  
 

Siap, Yang Mulia. Kami menyampaikan slide, kalau boleh 
ditampilkan. 

 
1279. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:40]  

 
 Oke, boleh. Boleh. Berapa slide itu banyak? 
 

1280. KUASA HUKUM TERMOHON: MAKRIFAT PUTRA [01:56:43]  
 
Nanti kami banyak yang kami skip, Yang Mulia.  
 

1281. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:46]  
 

Oke. Banyak yang di-skip, ya?  
 

1282. KUASA HUKUM TERMOHON: MAKRIFAT PUTRA [01:56:47]  
 
Ya, siap.  
 

1283. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:48] 
 
Yang tidak dibacakan, dianggap telah dibacakan.  
 

1284. KUASA HUKUM TERMOHON: MAKRIFAT PUTRA [01:56:50]  
 
Siap. 
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1285. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:56:52] 
 
Ini gambarnya Gedung Mahkamah Konstitusi, kok jelek gitu?  
 

1286. KUASA HUKUM TERMOHON: MAKRIFAT PUTRA [01:56:55]  
 
Oh, mungkin apa … Google-nya ini yang salah nih.  
 

1287. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:01] 
 
Nah, ini saya protes, gitu.  
 

1288. KUASA HUKUM TERMOHON: MAKRIFAT PUTRA [01:57:02] 
 
Siap, Yang Mulia.  
 

1289. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:03] 
 
Gedungnya megah kok.  
 

1290. KUASA HUKUM TERMOHON: MAKRIFAT PUTRA [01:57:04] 
 
Siap, Yang Mulia.  
 

1291. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:05] 
 
Ya.  
 

1292. KUASA HUKUM TERMOHON: MAKRIFAT PUTRA [01:57:06] 
 
Nanti kami update, Yang Mulia.  
 

1293. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:07] 
 
Termasuk di seluruh dunia saja, saya berkunjung ke mahkamah 

konstitusi negara lain, termasuk kita bagus ini, gambarnya kok begini.  
 

1294. KUASA HUKUM TERMOHON: MAKRIFAT PUTRA [01:57:16] 
 
Mohon maaf, Yang Mulia. Ini tim teknis, Yang Mulia.  
Kami lanjutkan, mohon izin. Dalam jawaban kami, kami 

mengajukan Eksepsi. 
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1295. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:24] 
 
Ya. 

 
1296. KUASA HUKUM TERMOHON: MAKRIFAT PUTRA [01:57:24] 

 
Pertama tentang Kewenangan, Yang Mulia. Karena setelah kami 

teliti, dalil Pemohon itu seperti yang slide 3 kami, bahwasannya tidak 
masuk dalam kategori PHU atau Perselisihan Hasil Pemilihan Pilkada di 
Kabupaten Minahasa ini, Yang Mulia.  

 
1297. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:45] 

 
Ya. 
 

1298. KUASA HUKUM TERMOHON: MAKRIFAT PUTRA [01:57:46] 
 
Selanjutnya. Eksepsi kedua tentang Legal Standing Pemohon.  
 

1299. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:57:54] 
 
Ya. 
 

1300. KUASA HUKUM TERMOHON: MAKRIFAT PUTRA [01:57:55] 
 
Kabupaten Minahasa memiliki jumlah penduduk sebesar 329.391 

jiwa. Sehingga ambang batas yang diperbolehkan menurut Undang-
Undang Pilkada 158 ayat (2) huruf b, ambang batasnya sebesar 1,5%. 
Dan di slide kami nomor 8, Yang Mulia.  

 
1301. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:19] 

 
Ya. 
 

1302. KUASA HUKUM TERMOHON: MAKRIFAT PUTRA [01:58:20] 
 
Mohon slide 8, di slide 8.  
 

1303. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:25] 
 
Ini persentasenya? 
 

1304. KUASA HUKUM TERMOHON: MAKRIFAT PUTRA [01:58:27] 
 
Ya. Pero … selisihnya itu persentasenya 27,92%, Yang Mulia.  



151 
 

 
 

1305. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:33] 
 
Jauh, ya? 
 

1306. KUASA HUKUM TERMOHON: MAKRIFAT PUTRA [01:58:34] 
 
Jauh. 
 

1307. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:35] 
 
Oke. 
 

1308. KUASA HUKUM TERMOHON: MAKRIFAT PUTRA [01:58:36] 
 
Menyangkut tadi pertanyaan Prof. Enny, ini kami terangkan. 

Paslon 1 itu didukung oleh Nasdem, Gerindra, dan PSI. Kemudian Paslon 
2 didukung oleh Golkar, Demokrat, dan Perindo. Dan Paslon Nomor 3 
sebagai Pihak Terkait didukung oleh PDIP.  

 
1309. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:58:56] 

 
Oke. 
 

1310. KUASA HUKUM TERMOHON: MAKRIFAT PUTRA [01:58:59] 
 
Kemudian bisa di-skip, lanjut ke Permohonan tidak jelas. Setelah 

kami teliti, ada pertentangan atau ketidaksesuaian antara Posita dan 
Petitum. Terutama Pemohon tidak menguraikan tentang adanya selisih 
perolehan suara kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan 
oleh Termohon. Tetapi dalam Petitumnya, Pemohon memintakan 
pembatalan atas penetapan perolehan hasil perhitungan suara. Menurut 
kami ini tidak klop.  

Kemudian pertentangan selanjutnya di Petitum, itu di amar butir 
3. Pemohon memintakan disklualifikasi Pasangan Nomor Urut 3. Tetapi di 
amar nomor 4 memintakan untuk dilakukannya PSU atau Pemungutan 
Suara Ulang.  

 
1311. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:59:49] 

 
Oke. 
 

1312. KUASA HUKUM TERMOHON: MAKRIFAT PUTRA [01:59:50] 
 
Kemudian skip, kita lanjut ke Pokok Permohonan di slide nomor 

15. Slide 15, ya.  
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Di sini kami sudah paparkan. Bahwasannya KPU Kabupaten 
Minahasa telah melakukan te ... apa ... tahapan-tahapan Pilkada 2024 
dengan baik dan benar. Dan itu telah diakui oleh Termohon ... eh, oleh 
Pemohon, mohon maaf ... oleh Pemohon. Sebagaimana slide kami, itu 
kami ... apa ... capture, Perbaikan Permohonan Pemohon, di butir 2, 
halaman 13. Itu disebutkan oleh Pemohon, Pemilihan Calon Bupati, 
Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024 telah dilakukan beberapa 
tahapan penyelenggara ... penyelenggaraan. Antara lain, berdasarkan 
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang 
Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 
serta Wali Kota dan Wakil Kota. Artinya, menurut hemat kami, di sini 
Pemohon telah mengakui kalau Termohon telah melakukan 
pekerjaannya dengan baik dan benar.  

Slide 17, di situ sudah ada ringkasan tentang profil ... tentang 
profil Pilkada Minahasa, tentang berapa surat suara, sua ... dan suara 
sah, suara tidak sah, surat (...) 

 
1313. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01:11]  

 
Ini dianggap dibacakan, ya. 
 

1314. KUASA HUKUM TERMOHON: MAKRIFAT PUTRA [02:01:13]  
 
Siap, kami anggap dibacakan.  
Kemudian dalil selanjutnya. Pemohon mendalilkan dalam Pokok 

Perkara itu adanya pelanggaran persyaratan administrasi, terutama 
Pasangan Nomor Urut 3, yang (...) 

 
1315. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:01:29]  

 
Belum mengundurkan diri, itu. 
 

1316. KUASA HUKUM TERMOHON: MAKRIFAT PUTRA [02:01:30]  
 
Siap, Yang Mulia. Dan itu kami lanjutkan saja, ya. Setelah da ... 

dari awal, ketiga Paslon di Pilkada Kabupaten Minahasa ini sebelumnya 
dinyatakan BMS. Kemudian setelah dilakukan ... apa ... penambahan 
bukti-bukti administrasi ... dokumen administrasi, maka ketiga Paslon 
dinyatakan MS atau memenuhi syarat. Kemudian ada tanggapan dari 
masyarakat, bahwasannya Pasangan Nomor Urut 3 ... Calon Bupati 
Nomor Urut 3 mengikuti proses pelantikan sebagai Anggota DPRD 
Provinsi Sulawesi Utara.  

Atas adanya itu, kami ... apa ... te ... Termohon sudah melakukan 
verifikasi ke Sekwan DPRD Sulut, dan kemudian juga sudah meminta ... 
apa namanya ... klarifikasi kepada yang bersangkutan. Maka pada 13 
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September 2024 melalui Liaison Officer Paslon Nomor Urut 3, Paslon 
Nomor Urut 3 telah menyampaikan surat pengunduran diri, ya. Dan juga 
surat keterangan bahwasannya proses pengunduran dirinya dalam 
proses. Surat keterangan dalam proses (...) 

 
1317. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:02:59]  

 
Itu yang bukti, Buktinya T-24 sampai 26 itu, ya? 
 

1318. KUASA HUKUM TERMOHON: MAKRIFAT PUTRA [02:03:04]  
 
Betul, Yang Mulia. Di slide 19. 
 

1319. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:03:06]  
 
Oke. Ya, terus? 
 

1320. KUASA HUKUM TERMOHON: MAKRIFAT PUTRA [02:03:06]  
 
Kemudian, kami lanjut ke ... apa namanya ... dalil Pemohon 

selanjutnya.  
Bahwasannya tentang Pemohon memasukkan laporan 

diskualifikasi Paslon 3 Robby Dondokambey. Bahwasannya terkait 
adanya Surat Imbauan dari Bawaslu Nomor 499 dan selanjutnya, tanggal 
13 September 2024. Termohon telah merespons dengan menyampaikan 
Surat Pemberitahuan Nomor 418 yaitu Bukti 27, dan sebagaimana kami 
sampaikan tadi sebelumnya, atas dalil sebelumnya. Bahwasannya apa 
yang dilaporkan itu sudah dilakukan verifikasi dan sudah ada Surat 
Pengunduran Diri Surat Keterangan Proses Pengunduran Diri dalam 
proses.  

 
1321. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04:03]  

 
Oke. 
 

1322. KUASA HUKUM TERMOHON: MAKRIFAT PUTRA [02:04:04]  
 
Kemudian dalil terakhir adanya … apa namanya … Paslon Nomor 

Urut 3, dalam kampanye menyalurkan dana (…)  
 

1323. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04:15]  
 
Indonesia Pintar.  
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1324. KUASA HUKUM TERMOHON: MAKRIFAT PUTRA [02:04:16]  
 
Indonesia Pintar. Perlu kami sampaikan bahwasannya, sampai 

dilakukannya penetapan perolehan pemilihan, tidak ada laporan ataupun 
pemberitahuan yang perlu Termohon tindaklanjuti terhadap hal ini.  

 
1325. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04:33]  

 
Oke, sekarang terakhir (…) 
 

1326. KUASA HUKUM TERMOHON: MAKRIFAT PUTRA [02:04:35]  
 
Nah (…) 
 

1327. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04:35]  
 
Petitum (…) 
 

1328. KUASA HUKUM TERMOHON: MAKRIFAT PUTRA [02:04:36]  
 
Kesimpulan kami skip, dan terakhir Petitum. 
 

1329. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:04:39]  
 
Ya.  
 

1330. KUASA HUKUM TERMOHON: MAKRIFAT PUTRA [02:04:42]  
 
Dalam Eksepsi,  
1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya. 
2. Menyatakan Permon … Pemohon tidak dapat diterima.  
Dalam Pokok Perkara, 
1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.  
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 2370 Tahun 
2004[sic!] tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil 
Bupati Kabupaten Minahasa … Tahun … Tanggal 4 Desember 
2004[sic!] Pukul 07.44 menit, WITA.  

 
1331. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05:17]  

 
Ya. 
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1332. KUASA HUKUM TERMOHON: MAKRIFAT PUTRA [02:05:18]  
 
3. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan … Pemilihan 

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2004 
yang benar adalah sebagai berikut,  

Nomor urut 1, Pasangan Nomor Urut 1 langsung suaranya, 
Yang Mulia. 21,92%.  

 
1333. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05:33]  

 
Ya.  
 

1334. KUASA HUKUM TERMOHON: MAKRIFAT PUTRA [02:05:34]  
 

Kemudian Nomor Urut 2 sebesar 28,24%. 
Kemudian Nomor Urut 3, Pasangan Nomor Urut 3=49,84%.  

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon 
putusan yang seadil-adilnya.  

Terima kasih. Kami dari Kantor Hukum Suryantara Alfatah & 
Partners, Kuasa Hukum dari Termohon Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Minahasa.  

 
1335. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:02]  

 
Oke, terima kasih.  
Sekarang Pihak Terkait, atas nama Pak Robby dan Vanda, silakan.  
 

1336. KUASA PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 92/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RANGGA TRIANGGARA PAONGANAN [02:06:09]  

 
Baik. Izin, Yang Mulia. Dalam hal ini mewakili Pihak Terkait 

Perkara 92 Kabupaten Minahasa (Bapak Robby Dondokambey dan Vanda 
Sarundajang).  

 
1337. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:18]  

 
Ya. 
 

1338. KUASA PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 92/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RANGGA TRIANGGARA PAONGANAN  [02:06:18]  

 
Selanjutnya terkait Eksepsi. mengenai kewenangan Mahkamah 

Konstitusi, kami anggap dibacakan 156, 157, dan seterusnya.  
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1339. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:28]  
 
Ya. 
 

1340. KUASA PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 92/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RANGGA TRIANGGARA PAONGANAN  [02:06:28]  

 
Kemudian terkait dengan Legal Standing, 158 itu tidak terpenuhi. 
 

1341. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:06:35]  
 
Ya.  
 

1342. KUASA PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 92/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RANGGA TRIANGGARA PAONGANAN  [02:06:37]  

 
Karena sesuai dengan 158, ketentuan ambang batas 1,5, dan 

kemudian ketentuan 1,5 itu adalah 2815, selisih antara Pemohon dan 
Pihak Terkait itu 52.410, yang sangat jauh selisihnya dengan ketentuan 
ambang batas antara Pihak Terkait dan Pemohon itu, presentase 
perbedaan suaranya adalah 27,9%. 

 
1343. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:02]  

 
Ya, terus.  
 

1344. KUASA PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 92/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RANGGA TRIANGGARA PAONGANAN  [02:07:03]  

 
Terus, Eksepsi yang tidak jelas. 
 

1345. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:06]  
 
Ya, kabur ya. 
 

1346. KUASA PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 92/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RANGGA TRIANGGARA PAONGANAN  [02:07:08]  

 
Ya. 
 

1347. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:08]  
 
Terus. 
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1348. KUASA PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 92/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RANGGA TRIANGGARA PAONGANAN  [02:07:10]  

 
Dianggap dibacakan, Yang Mulia. 
 

1349. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:12]  
 
Ya. 
 

1350. KUASA PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 92/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RANGGA TRIANGGARA PAONGANAN  [02:07:13]  

 
Karena Pemohon juga tidak menjelaskan secara jelas waktu 

tempat uraian kejadian Calon Bupati Vanda Sarundajang yang 
melakukan pelanggaran Pemilukada berupa penyaluran dana PIP.  

Kemudian juga pada halaman 15 angka 13 Permohonan Pemohon 
disebutkan para penyalur, artinya sifatnya jamak. Itu tidak disebutkan 
secara jelas, siapa para penyalur yang dimaksud, yang mengajak para 
orang tua menerima dana PIP memilih Pihak Terkait, serta di lokasi 
mana saja peristiwa terjadi.  

Selanjutnya langsung saja dalam Pokok Permohonan, Yang Mulia. 
 

1351. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:45]  
 
Ya. 
 

1352. KUASA PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 92/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RANGGA TRIANGGARA PAONGANAN  [02:07:46]  

 
Pada dasarnya ada 2 dalil Yang dipersoalkan (…) 
 

1353. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:07:50]  
 
Surat pengunduran diri (…) 
 

1354. KUASA PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 92/PHPU.BUP-
XXIII/2025: RANGGA TRIANGGARA PAONGANAN  [02:07:52]  

 
Yang pertama tentang, proses, dan yang kedua tentang dana PIP, 

yang pertama saya akan sampaikan terkait proses dan syarat Calon 
Bupati Robby Dondokambey.  

Bahwa kronologinya secara singkat, Ketua … Majelis. Pada 
tanggal 29 Agustus Pihak Terkait itu mendaftarkan diri di KPU, kemudian 
diterima oleh KPU.  
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1355. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:08:19]  
 
Ya. 
 

1356. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
92/PHPU.BUP-XXIII/2025: RANGGA TRIANGGARA 
PAONGANAN [02:08:20]  

 
Kemudian terkait surat pemberitahuan dari partai politik tentang 

pengunduran diri yang bersangkutan, itu juga berdasarkan tanda terima 
dinyatakan ada, serta pendaftaran dinyatakan diterima. Nah, selanjut … 
selanjutnya, Termohon dalam hal ini KPU melakukan penelitian 
persyaratan administrasi terhadap seluruh dokumen syarat calon yang 
diajukan oleh bakal pasangan calon dalam hal ini Pihak Terkait, dan 
terhadap dokumen berupa surat pemberitahuan dari partai politik 
tentang pengunduran diri yang bersangkutan sebagai calon terpilih 
anggota DPRD provinsi diberikan keterangan belum benar, dan oleh 
karena … dan oleh karenanya dinyatakan belum memenuhi syarat.  

Selanjutnya, bahwa berdasarkan tahapan pencalonan 
sebagaimana diatur di dalam PKPU 8 tahun 2024. Terhadap dokumen-
dokumen yang dinyatakan belum memenuhi syarat, itu diberikan 
kesempatan untuk diperbaiki pada masa perbaikan, yaitu pada tanggal 6 
sampai 8 September.  

Bahwa oleh karena itu, pada tanggal 8 September, Saudara 
Robby Dondokambey menyerahkan dokumen perbaikan berupa surat 
pemberitahuan dari partai politik tentang pengunduran diri yang 
bersangkutan sebagai calon terpilih. Dan kemudian dinyatakan (…) 

 
1357. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:38]  

 
Menambahkan … menambahkan persyaratan, ya?  
 

1358. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
92/PHPU.BUP-XXIII/2025: RANGGA TRIANGGARA 
PAONGANAN [02:09:40]  

 
Ya, bukan menambahkan, memperbaiki.  
 

1359. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:43]  
 
Memperbaiki.  
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1360. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
92/PHPU.BUP-XXIII/2025: RANGGA TRIANGGARA 
PAONGANAN [02:09:44]  

 
Memperbaiki, he eh. Kemudian dinyatakan oleh KPU, ada, dan 

dokumen perbaikan diterima.  
 

1361. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:09:49]  
 
Oke. 
 

1362. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
92/PHPU.BUP-XXIII/2025: RANGGA TRIANGGARA 
PAONGANAN [02:09:50]  

 
Selanjutnya dalam prosesnya, berdasarkan hasil verifikasi 

dokumen perbaikan. Surat pemberitahuan dari partai politik tentang 
pengunduran diri yang bersangkutan sebagai calon terpilih diberikan 
keterangan benar dan dokumen persyaratan calon bupati (…) 

 
1363. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:04]  

 
Memenuhi syarat.  
 

1364. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
92/PHPU.BUP-XXIII/2025: RANGGA TRIANGGARA 
PAONGANAN [02:10:05]  

 
Dinyatakan memenuhi syarat (Bukti PT-11).  
 

1365. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:08]  
 
Oke. 
 

1366. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
92/PHPU.BUP-XXIII/2025: RANGGA TRIANGGARA 
PAONGANAN [02:10:08]  

 
Nah, selanjutnya terkait proses pelantikan sebagai Anggota DPRD 

Provinsi, Yang Mulia. Bahwa pada tanggal 9 September, Bakal Calon 
Bupati Minahasa Robby Dondokambey mengikuti pelantikan berdasarkan 
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 dan seterusnya dianggap 
dibacakan, itu dibuktikan dengan Bukti PT-12.  
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Nah, setelah dilantik pada tanggal yang sama, yaitu tanggal 9 
September, Saudara Robby Dondokambey itu membuat surat 
pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Provinsi.  

 
 

1367. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:10:40]  
 
Ya. 
 

1368. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
92/PHPU.BUP-XXIII/2025: RANGGA TRIANGGARA 
PAONGANAN [02:10:41]  

 
Bahwa pengunduran diri Saudara Robby Dondokambey, 

sebagaimana dimaksud sudah sesuai dengan pertimbangan Mahkamah 
Konstitusi dan ketentuan sebagai berikut. Pertimbangan Mahkamah 
Konstitusi dalam Perkara Nomor 12, tanggal 23 Februari pada halaman 
45 sampai 46, yang pada intinya menyatakan bahwa melalui putusan 
tersebut penting bagi Mahkamah untuk menegaskan agar KPU 
mempersyaratkan bagi calon Anggota DPR, Anggota DPD, dan Anggota 
DPRD terpilih yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah untuk 
membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri jika telah 
dilantik secara resmi menjadi Anggota DPR, Anggota DPD, dan Anggota 
DPRD apabila tetap mencalonkan diri sebagai kepala daerah.  

Selanjutnya, ada Surat KPU RI Nomor 2016, tanggal 9 September, 
yang isinya selaras dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi. Yang 
pada intinya di dalam surat itu menyatakan bahwa dalam hal calon 
bupati yang berstatus sebagai calon terpilih Anggota DPRD Provinsi 
mengikuti pelantikan dan berstatus sebagai Anggota DPRD Provinsi, 
maka dilakukan mekanisme penggantian antarwaktu. Itu ada di Bukti 
PT-14. 

Bahwa selanjutnya, Surat Pengunduran Diri Saudara Robby 
Dondokambey disampaikan ke Sekretariat DPRD Provinsi, pada tanggal 
10 September. Dan kemudian, pada tanggal 13 September, Sekretariat 
DPRD Provinsi juga mengeluarkan surat keterangan yang menerangkan 
bahwa pemberhentian Saudara Robby Dodokom … Dondokambey 
sebagai Anggota DPRD Provinsi, sementara dalam proses. (Bukti PT-16) 

Nah, selanjutnya pada tanggal yang sama, tanggal 13 September, 
Pihak Terkait menyerahkan dokumen kepada Termohon berupa Surat 
Pengunduran Diri, tanda terima dari Sekretariat DPRD, dan Surat 
Keterangan Sekretariat DPRD Provinsi Sulawe …  Sulawesi Utara.  

Bahwa hal-hal yang diuraikan pada kronologi angka 8 sampai 11 
di atas, pada dasarnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 
7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Pemilihan. Serta juga dalam Pasal 24 
ayat (2) PKPU 8 Tahun 2024.  
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Bahwa oleh karena sebelum penetapan Pasangan Calon Saudara 
Robby Dondokambey selaku Bakal Calon Bupati, telah menyerahkan 
Surat Pengunduran Diri Sebagai Anggota DPRD dan seterusnya dianggap 
dibacakan, maka dokumen persyaratan sebagai calon bupati pada 
dasarnya sudah terpenuhi.  

Bahwa terkait seluruh tahapan dan proses sebagaimana diuraikan 
di atas, pada tanggal 22 September 2024, Termohon secara sah 
menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil 
Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024, beserta dua pasangan calon 
lainnya. 

 
1369. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:13:30] 

 
Ya, yang itu semuanya dianggap dibacakan. 
 

1370. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
92/PHPU.BUP-XXIII/2025: RANGGA TRIANGGARA 
PAONGANAN [02:13:32] 

 
Siap. 
 

1371. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:13:32] 
 
Sekarang yang PIP. 
 

1372. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
92/PHPU.BUP-XXIII/2025: RANGGA TRIANGGARA 
PAONGANAN [02:13:32] 

 
Selanjutnya terkait dana PIP, akan dibacakan oleh rekan saya. 
 

1373. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:13:38] 
 
Oke, silakan. 
 

1374. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
92/PHPU.BUP-XXIII/2025: VICTOR MALEKE [02:13:47] 

 
Terima kasih, Yang Mulia. 
Keterangan Pihak Terkait, terkait penyaluran dana PIP yang 

disasar ke Pihak Terkait atas nama Vanda Sarundajang oleh Pemohon, 
pada dasarnya adalah sangat keliru dan tidak beralasan … dan tidak 
berdasar beralasan hukum sama sekali. 

Tuduhan pihak ... kepada Pihak Terkait, menyangkut penyaluran 
dana PIP. Pada dasarnya dapat Pihak Terkait jelaskan, Vanda 
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Sarundajang adalah merupakan Anggota DPR RI masa jabatan 2019-
2024. Yang mempunyai hak untuk mengusulkan calon penerima dana 
PIP, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 
10 Tahun 2020 tentang Program Dana PIP. Di situ jelas, ada dijelaskan 
terkait pemangku kepentingan adalah pihak yang memiliki komitmen 
terhadap kemajuan pendidikan formal dan nonformal. Selanjutnya 
dianggap dibacakan. 

Selanjutnya terkait bukti, bukti Pemohon yang berdasarkan video 
itu. Tidak terdapat korelasi hukum sama sekali antara penyalur maupun 
Pihak Terkait, atas nama Vanda Sarundajang, yang dinara … dinarasikan 
oleh Pemohon menjadi pelanggaran yang harus dipertanggungjawabkan 
oleh Pihak Terkait, atas nama Vanda Sarundajang. 

Adapun pertimbangan terkait PIP ini, tetap dijalankan dalam 
proses kampanye. Itu pada dasarnya dana PIP ini apabila tidak 
diselesaikan pada waktu kampanye pada bulan September, pada bulan 
Debsember … Desember ketika ma … ma … jatuh tempo, maka dana ini 
akan dikembalikan ke kas negara. Dan dana ini tidak akan dapat 
dinikmati oleh pihak-pihak yang sebenarnya patut untuk menikmatinya. 

Selanjutnya terkait dalil Pemohon yang menyatakan, berikut 
disertakan bukti PIP yang diusulkan oleh Vanda Sarundajang. Di situ 
sama sekali tidak ada ajakan ataupun ketentuan yang mensyaratkan 
siapa-siapa penerima PIP untuk wajib hukumnya memilih Pihak Terkait 
atas nama Vanda Sarundajang. Sela … selain, dan selebihnya dianggap 
dibacakan.  

 
1375. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16:14] 

 
Ya.  
 

1376. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
92/PHPU.BUP-XXIII/2025: VICTOR MALEKE [02:16:15] 

 
Masuk ke Petitum.  
 

1377. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16:16] 
 
Petitum, silakan. 
 

1378. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
92/PHPU.BUP-XXIII/2025: VICTOR MALEKE [02:16:17] 

 
Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait 

memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan 
sebagai berikut.  

Dalam Eksepsi.  
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1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.  
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet 

ontvankelijke verklaard). 
Dalam per … Pokok Permohonan.  
Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.  
Yang kedua, menyatakan sah dan tetap berlaku Surat Keputusan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 1473 tentang 
Penetapan Pasangan ca … Calon Peserta Pemilih … Pemilihanan Bupati 
dan bupa … Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2024.  

Tiga, menyatakan sah dan tetap berlaku Surat Keputusan Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 1474 Tahun 2024 tentang 
Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 
Kabupaten Minahasa Tahun 2024.  

Empat, menyatakan sah dan tetap berlaku Surat Keputusan 
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 2370 Tahun 2024 
tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten 
Minahasa Tahun 2024, tanggal 4 Desember, pukul 07.44 WITA.  

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon 
putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)  

Terima kasih, Yang Mulia. 
  

1379. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17:38] 
 
Ya, terima kasih.  
Sekarang berikutnya Bawaslu, silakan. Bawaslu Kota … Kabupaten 

(…)  
 

1380. BAWASLU: ARTHUR IGNASIUS KARINDA [02:17:45] 
 
Kabupaten. 
 

1381. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17:45] 
 
Minahasa? 
 

1382. BAWASLU: ARTHUR IGNASIUS KARINDA [02:17:46] 
 
Ya, Mina … Kabupaten Minahasa.  
 

1383. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:17:48] 
 
Ada 2 persoalan yang dimin … diminta untuk dijelaskan. Pada 

waktu pencalonan, apakah yang bersangkutan masih menjadi Anggota 
DPRD, kemudian disahkan atau tidak? Yang kemudian di tahap 
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pelaksanaannya, di kampanye, apakah Program Indonesia Pintar itu 
berpengaruh? Di sini ada laporan atau tidak? Dari Bawaslu, silakan.  

 
1384. BAWASLU: ARTHUR IGNASIUS KARINDA [02:18:15] 

 
Baik, Yang Mulia. Terkait dengan dalil yang disampaikan oleh 

Pemohon, untuk pencalonan.  
Pertama, ada laporan yang disampaikan oleh Paslon Nomor Urut 

2.  
 

1385. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:31] 
 
Ya.  
 

1386. BAWASLU: ARTHUR IGNASIUS KARINDA [02:18:31] 
 
Yang disampaikan ke Bawaslu pada tanggal 2 Desember tahun 

2024, itu tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiil.  
 

1387. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:39] 
 
Oke.  
 

1388. BAWASLU: ARTHUR IGNASIUS KARINDA [02:18:40] 
 
Kemudian, ada satu Permohonan sengketa.  
 

1389. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:42] 
 
Ya.  
 

1390. BAWASLU: ARTHUR IGNASIUS KARINDA [02:18:42] 
 
Yang disampaikan oleh Paslon Nomor Urut 1.  
 

1391. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:18:47] 
 
Ya.  
 

1392. BAWASLU: ARTHUR IGNASIUS KARINDA [02:18:48] 
 
Itu tidak diregistrasi karena Pemohon tidak mengalami kerugian 

secara langsung, sesuai dengan Perbawaslu …  terkait dengan 
penyelesaian sengketa. Pemohon bukan merupakan pihak yang 
dirugikan secara langsung terhadap objek sengketa.  
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1393. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:19:03] 
 
Oke. Yang lain lagi? Silakan, kalau ada.  
 

1394. BAWASLU: ARTHUR IGNASIUS KARINDA [02:19:07] 
 
Kemudian, terkait dengan penyaluran PIP, ada dua … ada dua 

laporan. 
 

1395.  KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:19:15] 
 
Ya.  
 

1396. BAWASLU: ARTHUR IGNASIUS KARINDA [02:19:17] 
 
Pertama. Dilapor ke Bawaslu provinsi, dugaan tindak pidana oleh 

tim kampanye.  
 

1397. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:19:25] 
 
Ya.  
 

1398. BAWASLU: ARTHUR IGNASIUS KARINDA [02:19:25] 
 
Daerah PDIP.  
Yang pertama. Prosesnya, kami sedang melakukan penelusuran. 

Kemudian, laporan ini disampaikan ke Bawaslu provinsi. Laporan ini 
kemudian diregister dan saat ini proses dalam persidangan, Yang Mulia.  

 
1399. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:19:45] 

 
Baik. Itu dari … anu … laporan dari yang PIP, itu? Jadi, tidak ada, 

ya, yang PIP? Itu memang programnya Calon Wakil Bupati, tapi 
kemudian itu meru ... sebelum kampanye juga program itu sudah ada? 
Sebelum pencalonan juga sudah ada?  

 
1400. BAWASLU: ARTHUR IGNASIUS KARINDA [02:20:07]  

 
Izin, Yang Mulia. Akan dijelaskan oleh Divisi Penanganan 

Pelanggaran.  
 

1401. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20:10]  
 
Silakan.  
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1402. BAWASLU: DONNY RONALD LUMINGAS [02:20:13]  
 
Ya, Yang Mulia. Untuk laporan terkait PIP yang masuk di Bawaslu 

Kabupaten Minahasa, itu tanggal 3 Desember oleh Pasangan Calon 
Nomor Urut 1.  

 
1403. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20:24]  

 
Ya. 

1404. BAWASLU: DONNY RONALD LUMINGAS [02:20:25]  
 
Tetapi setelah kami … itu diregister, dan setelah kami melakukan 

klarifikasi, itu tidak terbukti. Karena yang pertama, pelapor ini tidak bisa 
memasukan ... menghadirkan saksi. 

 
1405. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20:45]  

 
Oke.  
 

1406. BAWASLU: DONNY RONALD LUMINGAS [02:20:45]  
 
Tetapi, justru dari pengembangan yang dilakukan ketika 

klarifikasi, Bawaslu yang akhirnya memutuskan untuk menghadirkan 
saksi ada 3 orang.  

 
1407. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20:55]  

 
Ya. 
 

1408. BAWASLU: DONNY RONALD LUMINGAS [02:20:56]  
 
Dari 3 ini, 2 yang hadir. 
 

1409. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:20:58]  
 
Ya. 
 

1410. BAWASLU: DONNY RONALD LUMINGAS [02:20:59]  
 
1 tidak hadir. Tetapi, dari 2 yang hadir ini tidak bisa menjelaskan 

tentang kejadian pembagian PIP. 
 

1411. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:21:07]  
 
Ya. 
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1412. BAWASLU: DONNY RONALD LUMINGAS [02:21:08]  
 
Karena selain itu, bukti-bukti yang diajukan ini … ini bukan bukti 

yang terkait kejadian langsung di lapangan. Sehingga, pada pembahasan 
SG2 di Sentra Gakkumdu diputuskan ini tidak bisa di (...) 

 
1413. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:21:26]  

 
Teruskan?  
 

1414. BAWASLU: DONNY RONALD LUMINGAS [02:21:27]  
 
Dilanjutkan ke penyidikan.  
 

1415. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:21:28]  
 
Oke.  
 

1416. BAWASLU: DONNY RONALD LUMINGAS [02:21:28]  
 
Yang kedua, terkait laporan yang dilaporkan ke Bawaslu provinsi, 

itu kejadiannya tempatnya berbeda, wilayah hukumnya juga berbeda, 
jadi tidak bisa ditangani oleh Sentra Gakkumdu di Kabupaten Minahasa. 

 
1417. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:21:45]  

 
Minahasa. 
 

1418. BAWASLU: DONNY RONALD LUMINGAS [02:21:46]  
 
Tetapi, itu juga adalah terkait video yang viral oleh tim kampanye 

daerah provinsi (...) 
 

1419. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:21:53]  
 
Ya. 
 

1420. BAWASLU: DONNY RONALD LUMINGAS [02:21:54]  
 
Dan informasi yang diperoleh sekarang, ini sementara proses 

persidangan.  
 

1421. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:01]  
 
Oke. 



168 
 

 
 

1422. BAWASLU: DONNY RONALD LUMINGAS [02:22:02]  
 
Itu laporan yang terkait P … PIP.  
 

1423. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:05]  
 
Oke. Terus ada lagi yang mau disampakan? 
 

1424. BAWASLU: ARTHUR IGNASIUS KARINDA [02:22:09]  
 
Izin, Yang Mulia.  
 

1425. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:10]  
 
Ya. 
 

1426. BAWASLU: ARTHUR IGNASIUS KARINDA [02:22:11]  
 
Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. 
 

1427. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:13]  
 
Silakan. 
 

1428. BAWASLU: ARTHUR IGNASIUS KARINDA [02:22:14]  
 
Pertama terkait dengan proses pencalonan. Dimana tanggal 29 

Agustus, sesuai dengan tahapan dan jadwal, hari terakhir ini Pasangan 
Calon Robby Dondokambey itu melakukan pendaftaran di KPU.  

 
1429. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:33]  

 
29 Agustus? 
 

1430. BAWASLU: ARTHUR IGNASIUS KARINDA [02:22:34]  
 
Agustus 2024.  
 

1431. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:35]  
 
Terus. 
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1432. BAWASLU: ARTHUR IGNASIUS KARINDA [02:22:36]  
 
Kemudian, tanggal 2 September 2024, hasil verifikasi administrasi 

(...) 
 

1433. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:41]  
 
Ya. 
 

1434. BAWASLU: ARTHUR IGNASIUS KARINDA [02:22:42]  
 
Dokumen dari Paslon atas nama Robby Dondokambey ditemukan 

bahwa terdapat surat dari DPD PDIP terkait dengan pemberitahuan 
pengunduran diri dari calon Anggota (...) 

 
1435. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:54]  

 
Oke.  
 

1436. BAWASLU: ARTHUR IGNASIUS KARINDA [02:22:54]  
 
DPRD Provinsi.  
 

1437. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:55]  
 
Terus. 
 

1438. BAWASLU: ARTHUR IGNASIUS KARINDA [02:22:56]  
 
Kemudian, pada tahapan pengawasan penerimaan perbaikan (...) 
 

1439. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23:03]  
 
Perbaikan pencalonan, ya? 
 

1440. BAWASLU: ARTHUR IGNASIUS KARINDA [02:22:05]  
 
Perbaikan pencalonan.  
 

1441. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23:06]  
 
He eh. Terus. 
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1442. BAWASLU: ARTHUR IGNASIUS KARINDA [02:22:07]  
 
Terdapat surat pemberitahuan dari DPC dan DPD PDIP bahwa 

Bakal Calon Bupati Robby Dondokambey mengundurkan diri dari calon 
anggota.  

 
1443. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:19]  

 
Oke.  
 

1444. BAWASLU: ARTHUR IGNASIUS KARINDA [02:22:20]  
 
Kemudian, kami Bawaslu Kabupaten Minahasa menerbitkan Surat 

Imbauan Nomor 499. Yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU 
terkait memperhatikan persyaratan calon.  

 
1445. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22:33]  

 
Ya. 
 

1446. BAWASLU: ARTHUR IGNASIUS KARINDA [02:22:35]  
 
Kemudian, kami Bawaslu Kabupaten Minahasa mendapat atau 

menerima surat dari KPU Kabupaten Minahasa tertanggal 13 September 
2024, yang kami terima pada tanggal 14 September. Dimana pada 
pokoknya KPU menyampaikan telah melakukan klarifikasi terkait 
pelantikan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (...) 

 
1447. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23:57]  

 
Ya. 
 

1448. BAWASLU: ARTHUR IGNASIUS KARINDA [02:22:57]  
 
Yang dilakukan secara daring pada pukul 20.00. Dimana proses 

klarifikasi tersebut tidak melibatkan kami (Bawaslu).  
 

1449. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:06]  
 
Oke.  
 

1450. BAWASLU: ARTHUR IGNASIUS KARINDA [02:24:08]  
 
Kemudian, di tanggal 18 September, ada tanggapan masyarakat 

yang masuk ke KPU dan kemudian surat tanggapan tersebut diteruskan 
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ke Bawaslu. Yang pada pokoknya, mempersoalkan Calon atas Nama 
Robby Dondokambey yang mengikuti pelantikan Anggota DPRD pada 
tanggal 9 September.  

 
1451. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:33]  

 
Ya.  
 

1452. BAWASLU: ARTHUR IGNASIUS KARINDA [02:24:34]  
 
Kemudian, tanggal 20 September 2024 Bawaslu melakukan 

pengawasan klarifikasi terka ... terhadap status Calon Bupati atas Nama 
Robby Dondokambey di Sekretariat DPRD. 

  
1453. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:24:49]  

 
Ya.  
 

1454. BAWASLU: ARTHUR IGNASIUS KARINDA [02:24:50]  
 
Hasil dari pengawasan Plt. Sekretaris DPRD menyampaikan bahwa 

menerima surat pengunduran diri atas nama Robby Dondokambey 
tertanggal 9 September, dan telah diterbitkan tanda terima terhadap 
surat pengendalian ...  pengunduran diri yang disampaikan pada 10 
September 2024.  

Selanjutnya, Sekretariat DPRD menerbitkan surat keterangan 
pengunduran diri dalam proses.  

 
1455. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25:21]  

 
Surat pengunduran diri dalam proses?  
 

1456. BAWASLU: ARTHUR IGNASIUS KARINDA [02:25:23]  
 
Ya.  
 

1457. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25:23]  
 
Itu surat tertanggal (...) 
 

1458. BAWASLU: ARTHUR IGNASIUS KARINDA [02:25:24]  
 
Tertanggal 13 September, Yang Mulia. 
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1459. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25:25]  
 
10 (...) 13 September. Oke.  
 

1460. BAWASLU: ARTHUR IGNASIUS KARINDA [02:25:28]  
 
Kemudian, kami juga mendapat surat pemberitahuan dari KPU 

Minahasa terkait akan melakukan klarifikasi kepada calon bupati.  
 

1461. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25:39]  
 
Ya.  
 

1462. BAWASLU: ARTHUR IGNASIUS KARINDA [02:25:40]  
 
Atas nama Robby Dondokambey di tanggal 21 September pukul 

17.00 WITA.  
 

1463. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25:45]  
 
Ya.  
 

1464. BAWASLU: ARTHUR IGNASIUS KARINDA [02:25:46]  
 
Tapi dalam proses pengawasan kami belum melihat ada proses 

klarifikasi seperti yang dimaksud dalam surat tersebut, Yang Mulia.  
 

1465. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25:54]  
 
Oke, baik.  
 

1466. BAWASLU: ARTHUR IGNASIUS KARINDA [02:25:56]  
 
Kemudian, tanggal 22 pasangan calon ditetapkan, dan 23 

pengundian nomor urut.  
 

1467. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:26:03]  
 
Oke. Baik, ada lagi? Cukup, ya?  
 

1468. BAWASLU: ARTHUR IGNASIUS KARINDA [02:26:09]  
 
Cukup, Yang Mulia. Untuk PIP sudah dijelaskan.  
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1469. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:26:11]  
 
Ya, tadi sudah, ya. Baik, Prof. Enny, ada? Silakan. Cukup.  
Baik, sudah cukup kita untuk mendengarkan Jawaban Termohon, 

Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu. Ya, nanti akan 
menjadi pertimbangan kita apakah perkara ini diteruskan ke sidang 
pembuktian atau sudah cukup, ya.  

Saudara Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai dengan T-35? 
 

1470. KUASA HUKUM TERMOHON: MAKRIFAT PUTRA [02:26:41]  
 
Benar, Yang Mulia.  
 

1471. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:26:42]  
 
Kemudian, Pihak Terkait PT-1 sampai dengan PT-22?  
 

1472. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
92/PHPU.BUP-XXIII/2025: VICTOR MALEKE [02:26:49]  

 
Betul, Yang Mulia.   
 

1473. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:26:50]  
 
Itu yang PT-13, PT-16, PT-21, nanti dilengkapi, di leges, ya. 

Belum di leges, itu.  
 

1474. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
92/PHPU.BUP-XXIII/2025: VICTOR MALEKE [02:26:57]  

 
Baik, Yang Mulia.  
 

1475. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:26:58]  
 
Ini Pihak terkait itu, pemenang kok ngirit sekali, enggak bayar 

Rp10.000,00, 3 kali itu gimana? Ya, ini paj ...  (...) 
 

1476. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
92/PHPU.BUP-XXIII/2025: VICTOR MALEKE [02:27:06]  

 
Sudah diselesaikan, Yang Mulia.   
 

1477. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:27:07]  
 
Pajak untuk negara ini, leges.  
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Kemudian, Bawaslu Bukti PK.30.2-01 sama dengan PK.30.2-37? 
 

1478. BAWASLU: ARTHUR IGNASIUS KARINDA [02:27:18]  
 
Ya, Yang Mulia.  
 

1479. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:27:19]  
 
Baik, seluruhnya diisahkan. Nanti yang belum di leges, dilengkapi. 

Ya, Pihak Terkait? 
 

1480. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
92/PHPU.BUP-XXIII/2025: VICTOR MALEKE [02:27:27]  

 
Baik, Yang Mulia.  
 

1481. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:27:28]  
 
Ya, disahkan.  
 
 
 
Baik. Seluruh rangkaian persidangan pendahuluan  (...) 
 

1482. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 92/PHPU.BUP-
XXIII/2025: JULIANA PANJAITAN [02:27:35]  

 
Mohon izin, Yang Mulia.  
 

1483. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:27:36]  
 
Dari mana?  
 

1484. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 92/PHPU.BUP-
XXIII/2025: JULIANA PANJAITAN [02:27:36]  

 
Untuk Pemohon, Yang Mulia, 92.  
 

1485. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:27:38]  
 
He eh, kenapa?  
 
 
 

KETUK PALU 1X 
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1486. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 92/PHPU.BUP-
XXIII/2025: JULIANA PANJAITAN [02:27:39]  

 
Ya. Jadi intinya, kami ingin melampirkan bukti tambahan, Yang 

Mulia, tapi memang waktunya sudah habis, Yang Mulia. Jadi kami ingin 
menanggapi sedikit, Yang Mulia. Bahwa (...) 

 
1487. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:27:50]  

 
Sudah, enggak ada tanggapan dari Pemohon.  
 

1488. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 92/PHPU.BUP-
XXIII/2025: JULIANA PANJAITAN [02:27:53]  

 
Ya. Karena ini ada persidangan, Yang Mulia, sedang disidangkan 

dan kami ingin melampirkan itu.  
 

1489. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:28:00]  
 
Ya. Tapi itu tadi, ya.  
 

1490. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 92/PHPU.BUP-
XXIII/2025: JULIANA PANJAITAN [02:28:02]  

 
Ya.  
 

1491. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:28:03]  
 
Kalau perkara ini nanti dilanjutkan, itu bisa dijadikan bukti 

tambahan.  
 

1492. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 92/PHPU.BUP-
XXIII/2025: JULIANA PANJAITAN [02:28:09]  

 
Ya. Baik, Yang Mulia.  
 

1493. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:28:09]  
 
Begitu, ya.  
 

1494. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 92/PHPU.BUP-
XXIII/2025: JULIANA PANJAITAN [02:28:10]  

 
Ya. 
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1495. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:28:11]  
 
Baik. 
 

1496. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 92/PHPU.BUP-
XXIII/2025: JULIANA PANJAITAN [02:28:11]  

 
Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Dan satu lagi, Yang Mulia. 

Mengenai bahwa, Robby Dondokambey ini selain dilantik, beliau juga 
mendapatkan gaji, Yang Mulia, di bulan September, Begitu (…) 

 
1497. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:28:20]  

 
Ya, nanti (…) 
 

1498. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 92/PHPU.BUP-
XXIII/2025: JULIANA PANJAITAN [02:28:20]  

 
Cukup, Yang Mulia.  
 

1499. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:28:21]  
 
Ya, gitu. Nanti kita lihat, ya.  
 

1500. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 92/PHPU.BUP-
XXIII/2025: JULIANA PANJAITAN [02:28:24]  

 
Ya, cukup. Terima kasih, Yang Mulia.  
 

1501. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:28:25]  
 
Kalau ini, dilanjutkan. Baik.  
Perkara Nomor 11, 105, 46 dan 2002 … anu 26, dan 92, itu nanti 

seluruh rangkaian Persidangan ini akan kita laporkan dalam Rapat 
Permusyawaratan Hakim. Dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, nanti 
ada dua kemungkinan. Perkara ini dilanjutkan dalam sidang pembuktian. 
Pada waktu sidang pembuktian, itu masih dimungkinkan mengajukan 
bukti tambahan, ya.  

Selain bukti tambahan, maka Para Pihak boleh mengajukan untuk 
tingkat bupati, kabupaten atau tingkat ka … anu … kota, itu boleh 
menghadirkan saksi atau ahli jumlahnya 4 orang maksimal. Tapi 
komposisinya silakan diatur sendiri. Berapa saksi, berapa ahli, tapi 
maksimal empat orang.  

Dengan ketentuan, daftar identitas, keterangan saksi, apa yang 
mau disampaikan, daftar buktinya, dan semuanya, CV, keterangan 



177 
 

 
 

ahlinya, itu dapat disampaikan ke Mahkamah satu hari sebelum hari 
sidang. Hari sidang nanti akan diberitahukan selanjutnya oleh 
Kepaniteraan, itu kalau dilanjutkan ke sidang pembuktian.  

Apabila Mahkamah memandang sudah cukup, maka putusannya 
bisa perkara ini sudah dianggap selesai, sehingga diputus, ya. Itu juga 
nanti kapan sidang putusan, itu nanti akan disampaikan oleh 
Kepaniteraan kepada semua pihak.  

Ya, itu. Ada yang mau disampaikan atau sudah confirm kepada 
pihak? Pemohon sudah, ya? Kemudian Termohon? Sudah, Pihak Terkait? 
Apa, Pihak Terkait?  

 
1502. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 

92/PHPU.BUP-XXIII/2025: VICTOR MALEKE [02:30:28]  
 
Terkait Bawaslu tadi, Minahasa. Itu kita sudah sampaikan itu 

klarifikasinya.  
 

1503. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:30:35]  
 
Ya, itu sudah (…) 
 

1504. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
92/PHPU.BUP-XXIII/2025: VICTOR MALEKE [02:30:36]  

 
Dari Pihak Termohon (..) 
 

1505. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:30:36]  
 
Dibukti, kan?  
 

1506. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
92/PHPU.BUP-XXIII/2025: VICTOR MALEKE [02:30:37]  

 
Juga sudah … ya, tapi (…) 
 

1507. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:30:38]  
 
Sudah … sudah dibukti (…) 
 

1508. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
92/PHPU.BUP-XXIII/2025: VICTOR MALEKE [02:30:38]  

 
Dari Bawaslu … yang tidak.  
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1509. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:30:42]  
 
Ya, terus dari pihak Bawaslu juga confirm, ya? Sudah, baik.  
Ini ada catatan, ya. Untuk … Kuasa Hukum Pihak Terkait, KTA-nya 

itu sudah kedaluwarsa semua itu, ya, harus diperbaiki. Kalau tidak, 
namanya tidak masuk dalam putusan, karena dianggap advokat bodong.  

 
1510. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 

92/PHPU.BUP-XXIII/2025: RANGGA TRIANGGARA 
PAONGANAN [02:31:15]  

 
Izin, Yang Mulia.  
 

1511. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:31:16]  
 
Ya. 
 

1512. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
92/PHPU.BUP-XXIII/2025: RANGGA TRIANGGARA 
PAONGANAN [02:31:16]  

 
Untuk Perkara 92, kami yang duduk dua orang di sini, kami sudah 

memasukkan surat keterangan, bahwa KTA sementara berproses.  
 

1513. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:31:22]  
 
Ya. Kapan itu?  
 

1514. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
92/PHPU.BUP-XXIII/2025: RANGGA TRIANGGARA 
PAONGANAN [02:31:24]  

 
Pada saat awal pendaftaran sebagai Pihak Terkait. 
 

1515. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:31:28]  
 
Oh, sudah (…) 
 

1516. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
92/PHPU.BUP-XXIII/2025: RANGGA TRIANGGARA 
PAONGANAN [02:31:29]  

 
Saya sudah (…) 
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1517. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:31:29]  
 
Sudah pendaftaran (…) 
 

1518. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
92/PHPU.BUP-XXIII/2025: RANGGA TRIANGGARA 
PAONGANAN [02:31:29]  

 
Memasukkan, kemudian rekan saya yang di sebelah ini sudah 

memasukkan surat keterangan juga sebelum persidangan ini. 
Dilaksanakan (…) 

 
1519. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:31:38]  

 
Sudah ada keterangannya? Yang sudah ada keterangannya 

berapa orang?  
 

1520. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
92/PHPU.BUP-XXIII/2025: VICTOR MALEKE [02:31:53]  

 
Kami yang Perkara 92, tiga orang kami sudah memasukkan 

semua, Yang Mulia. Tanda Pengenal Sementara (…) 
  

1521. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:32:02]  
 
Jadi di sini Kuasa Hukumnya 20 orang. Yang sudah 

menyampaikan bahwa … apa … KTA-nya sudah diperbaiki, itu berapa? 2 
orang?  

 
1522. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 

92/PHPU.BUP-XXIII/2025: VICTOR MALEKE [02:32:18]  
 
3, Yang Mulia.  
 

1523. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:32:19]  
 
3. Berarti yang dimasukkan hanya 3 nanti di dalam Berita Acara, 

yang lain dianggap tidak menjadi Kuasa Hukum, ya.  
 

1524. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
92/PHPU.BUP-XXIII/2025: VICTOR MALEKE [02:32:28]  

 
Menyusul, Yang Mulia.  
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1525. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:32:29]  
 
Menyusul kapan? Nanti kalau tahun 2026, enggak (…) 
 

1526. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
92/PHPU.BUP-XXIII/2025: VICTOR MALEKE [02:32:34]  

 
Hari ini, Yang Mulia. 
 

1527. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:32:25]  
 
Enggak bisa, ya. Hari ini, betul hari ini, ya?  
 

1528. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
92/PHPU.BUP-XXIII/2025: VICTOR MALEKE [02:32:37]  

 
Hari ini, Yang Mulia, ya.  
 

1529. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:32:39] 
 
Baik, hari ini. Jadi ini ada 20 Kuasa, tapi hanya 3, ya? Jadi hanya 

7 orang ini yang belum, yang sudah kedaluwarsa. Ya, namanya Mulyadi, 
Rivaldo, Denny Franky, terus Jellij Dondokambey, Safrizal, Victor, Vega 
Alva. Ini yang belum 7 orang ini?  

 
1530. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 

92/PHPU.BUP-XXIII/2025: VICTOR MALEKE [02:33:10] 
 
Ya.  
 

1531. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:33:11] 
 
Kalau yang lain dari 20 ini sudah, kecuali 7 orang ini. Gimana? 7 

orang dicoret atau mau dilengkapi?  
 

1532. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
92/PHPU.BUP-XXIII/2025: VICTOR MALEKE [02:33:19]  

 
Mohon izin, Yang Mulia. Kami sudah dapat tanda terima dari 

Mahkamah Konstitusi pada waktu me … me … memasukkan.  
 

1533. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:33:26] 
 
Tanda terima apa?  
 



181 
 

 
 

1534. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
92/PHPU.BUP-XXIII/2025: VICTOR MALEKE [02:33:27]  

 
Tanda terima. Tanda terima, tanda pengenal advokat sementara, 

Yang Mulia.  
 

1535. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:33:30] 
 
Mana? Enggak ada ini, sudah dicek Panitera.  
 

1536. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
92/PHPU.BUP-XXIII/2025: VICTOR MALEKE [02:33:34]  

 
Atas nama Victor Maleke, sudah masuk, Yang Mulia.  
 

1537. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:33:38] 
 
Ya, nanti dicek di Kepaniteraan, ya?  
 

1538. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
92/PHPU.BUP-XXIII/2025: VICTOR MALEKE [02:33:41] 

 
Ya. 
  

1539. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:33:42] 
 
Kalau tidak, tidak dimasukkan sebagai Kuasa Hukum.  
 

1540. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
92/PHPU.BUP-XXIII/2025: VICTOR MALEKE [02:33:45] 

 
Baik, Yang Mulia.  
 

1541. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:33:46] 
 
Ya, nanti dicek. Jadi ada ini … ada … berdasarkan penelitian di 

Kepaniteraan, ada 7 orang yang sudah kedaluwarsa. Nanti dicek.  
 

1542. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 92/PHPU.BUP-
XXIII/2025: JULIANA PANJAITAN [02:33:45] 

 
Keberatan, Yang Mulia. Kami dari Pihak Pemohon 92, keberatan 

kalau itu diterima, Yang Mulia. Karena sudah habis batas waktu. Seperti 
itu, Yang Mulia, terima kasih.  
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1543. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:34:06] 
 
Ya. Keberatan dicatat, tapi nanti silakan dilengkapi, ya. Baik (…)  
 

1544. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
92/PHPU.BUP-XXIII/2025: VICTOR MALEKE [02:34:13] 

 
Mohon … mohon izin membacakan, Yang Mulia. Tanda terima 

yang diperolehan dari Mahkamah Konstitusi pada waktu kita mengajukan 
(…)  

 
1545. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:34:18] 

 
Nanti diurus di bawah.  
 

1546. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
92/PHPU.BUP-XXIII/2025: VICTOR MALEKE [02:34:20] 

 
Baik, Yang Mulia.  
 

1547. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:34:21] 
 
Ya.  
 

1548. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 11/PHPU.BUP-
XXIII/2025: FANLY KATILI [02:34:26] 

 
Izin, Yang Mulia. Sebelum (…) 
 

1549. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:34:28] 
 
Dari mana?  
 

1550. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 11/PHPU.BUP-
XXIII/2025: FANLY KATILI [02:34:29] 

 
Pemohon Nomor 11 dari Bolaang Mongondow Selatan.  
 

1551. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:34:32] 
 
He eh, kenapa? 
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1552. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 11/PHPU.BUP-
XXIII/2025: FANLY KATILI [02:34:33] 

 
Fanly Katili. Terima kasih, Yang Mulia.  
Ada pun yang ingin kami sampaikan, meskipun hal tersebut akan 

kami ajukan pada saat insya Allah jikalau … yang Majelis akan 
meneruskan perkara ini. Bahwa sekadar penyampaian saja, bahwa 
terkait dengan persoalan ini. Kami pun sudah melaporkan izin Pihak 
Bawaslu kepada DKPP dengan Nomor Tanda Terima 37, Yang Mulia. Itu 
saja penyampaiannya.  

 
1553. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:35:07] 

 
Ya.  
 

1554. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 11/PHPU.BUP-
XXIII/2025: FANLY KATILI [02:35:08] 

 
Terima kasih, Yang Mulia.  
 

1555. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:35:09] 
 
Ini Bawaslu kok dilaporkan, kenapa?  
 

1556. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 11/PHPU.BUP-
XXIII/2025: FANLY KATILI [02:35:11] 

 
Terkait dengan persoalan laporan yang tidak ditindaklanjuti dan 

kita punya bukti-bukti yang kita sudah masukkan ke DKPP. Kami hanya 
sekadar menyampaikan saja, Yang Mulia.  

 
1557. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:35:22] 

 
Oke, ya.  
 

1558. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 11/PHPU.BUP-
XXIII/2025: FANLY KATILI [02:35:23] 

 
Terima kasih, Yang Mulia.  
 

1559. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:35:24] 
 
Ya, terima kasih. 
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1560. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 11/PHPU.BUP-
XXIII/2025: FANLY KATILI [02:35:25] 

 
Dan itu … no … sudah masuk tanggal 9 kemarin, Yang Mulia. 

Dengan nomor (...)  
 

1561. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:35:32] 
 
Apanya yang sudah masuk?  
 

1562. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 11/PHPU.BUP-
XXIII/2025: FANLY KATILI [02:35:34] 

 
Laporannya, Yang Mulia.  
 

1563. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:35:35] 
 
Kalau … kalau Pemohon melaporkan Bawaslu ke DKPP?  
 

1564. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 11/PHPU.BUP-
XXIII/2025: FANLY KATILI [02:35:39] 

 
DKPP, Yang Mulia. Izin, terima kasih, Yang Mulia.  
 

1565. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:35:41] 
 
Ya. Baik, terima kasih. Ada lagi?  
 

1566. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 92/PHPU.BUP-
XXIII/2025: JULIANA PANJAITAN [02:35:44] 

 
Satu lagi, Yang Mulia. Mohon izin terakhir, Yang Mulia.  
 

1567. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:35:46] 
 
Apa?  
 

1568. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 92/PHPU.BUP-
XXIII/2025: JULIANA PANJAITAN [02:35:47] 

 
Ya. Jadi dari Pemohon 92 ini, Yang Mulia. Mohon izin 

menyampaikan, bahwa kasus pidana di kasu … 92 ini, itu sudah sampai 
di tahap … apa … persidangan, Yang Mulia, di persidangan. Jadi 
disidangkan dan hampir putus, ini tinggal menunggu tanggal kapan 
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diputuskan, Yang Mulia. Jadi mohon untuk diperhatikan, untuk ini yang 
dicatat, Yang Mulia. 

 
1569. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:36:09] 

 
Ya, sudah dicatat.  
 

1570. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 92/PHPU.BUP-
XXIII/2025: JULIANA PANJAITAN [02:36:10] 

 
Dipertimbangkan. Terima kasih, Yang Mulia. 
 

1571. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:36:11] 
 
Sudah dicatat, sudah dicatat. 
 

1572. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 92/PHPU.BUP-
XXIII/2025: JULIANA PANJAITAN [02:36:12] 

 
Ya.  
 

1573. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:36:13] 
 
Ya.  
 

1574. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 92/PHPU.BUP-
XXIII/2025: JULIANA PANJAITAN [02:36:13] 

 
Terima kasih, Yang Mulia.  
 

1575. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:36:14] 
 

Ya. Baik, ada lagi? Cukup, ya?  
Baik, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.  
Sidang selesai dan ditutup.  

 
 

  
 

 
Jakarta, 22 Januari 2025 

  Plt. Panitera, 
Wiryanto   

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.41 WIB 
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